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MOTTO 

Itulah ayat-ayat Allah. Kami bscakan ayat-ayat itu 
kepadalnu dengan benar; dan tiadalah Allah 

Berkehendak untuk mengaaiaya hamba-hamba-Nya. 
Kepunyaan Allahlah segala yang ada di langit d.an di 

bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan. 
(Ali Imran : 108-109) 

Dan bersegerazah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu 
dan kepada surga yang luasnyu seluas Zangit dan bumi 

yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa, (yaitu) 
orang-orang yang menaflahkun (hartanya), baik diwaktu 
lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan 

amarahnya dan mcmaafkan (kesalahan) orang. Allah 
menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. 

(AN I w a n  : 133-134) 

Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi daripada Islam. 
Tidak ada kehormatan yang lebih utama daripada taqwa. 

Tidak rda penolong (syafaat) bagi dosa yang lebih 
berhasil daripada tobat. Dan tidak ada pakaian yang 

lebih indah daripada sehat wal afiat. 
(Ulam a) 

Ibnu Taimiyah berkata, " aku mengamati doa yang paling 
bermanfaat, tcrnyata adalah permohonan seorang hamba 

repada Tuhannya untuk memperdeh pertolongan dan 
ohon ridla-Nya Kedua-duanya aku lihat dalam surah al- 

Faatihah, " Ijyakana 'budu wa ijyaka nastain ". 
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KATA PENGANTAR 

Assalamaralaikurst Wr. Wb. 

Dengan mengucapkan puji syukur alharndullilah, segala puji bagi Allah 

SWT atas segala maunah taufik, hidayah d m  inayah-Nya, sehingga proses 

penyelesaian karya kecil ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sholawat dan 

salam semoga terlimpah keharibaan jmljungan Nabi Muhammad Saw, 

keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. 

Rasanya tiada kebahagiaan yang melebihi nikmat ilmu yang berbarakah bagi 

siapapun jua. Oleh karena itu, semoga karya kecil ini dapat membawa 

kemanfaatan bagi penulis khususnya dan bagi siapapun yang membacanya. Pada 

dasarnya karya kecil ini lahir dari imaji dai  kegelisahan penulis terhadap 

rninimnya karya dibidang hukurn yang secara khusus mengupas permasalahan- 

permasalahan dibidang hukum dewasa ini, seiring dengan ada banyaknya 

perubahan-perubahan yang terjadi baik secara teoritis maupun prakteknya 

di bidang hukurn. 

Penelitian dan pembahasan dengan tenla sebagaimana tercantum dalam 

judul tesis ini, dimaksudkan untuk menyunibangkan pikiran tentang : Kedudukan, 

peran dan fungsi BPK (Badan Pemeriksa Kzumgan) dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia sebelurn dan sesudah perubahan UUD 1945. Atas dasar inilah inisiatif 

untuk memulai langkah awal bagi realisasi tujuan yang dimaksud karya tulis atau 

tepatnya tesis ini dibuat. Dengan kerend'ihan hati penulis sangat menyadari bahwa 

karya inipun belum bisa mempresentasikan lceinginan yang penulis maksudkan di 

atas, namun demikian penulis berharap semoga karya ini menjadi pemicu 



semangat berkreativitas bagi penulis tli masa-masa mendatang. Alhamdulillah 

meski harus berpacu dengan padatnya kegiatan, bcrkat dorongan dan motivasi dari 

para Dosen Pembimbing dan Pengelola P~ogram Magister (S2) Ilmu Hukurn 

Universitas Islsun Indonesia Yogyakarta, tugas akhir penulisan tesis ini dapat 

selesai. Untuk itu rasanya penulis berkewajih'm untuk mengucapkan terima kasih 

yang tak terhingga kepada orang-orang yang selama ini banyak mewarnai 

perjalanan penempaan diri penulis dalam n~enimba ilmu di almameter tercinta, 

pada Program Magister (S2) Ilmu H d m n  Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta, mereka antara lain : 

1) Bapak Dr.Ir.Luthfi Hasan-MS, selaku Rektcrr Universitas Islam Indonesia 

beserta segenap jajaran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah 

berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar menimba 

dan mendalami ilmu pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum, sehingga 

memungkinkan penulis untuk mendapat1;an tambahan ilmu pengetahuan 

yang tentunya sangat bermanfaat. 

2) Bapak Prof.Dr.H.Dahlan Thaib.SH.MSi, selaku (Ketua Program) Direktur 

Program Pasca Sarjana Universitas Isl,un Indonesia Yogyakarta, maupun 

selaku dosen yang telah sangat banyak memberikan ilmu dan wawasan 

serta dorongan kepada penulis yang memungkinkan penulis dapat menye- 

lesaikan tugas ini. 

3) Bapak Dr.Ridwan Khairandy.SH.MH, selaku Direktur Program Magister 

Hukurri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah memberi ke- 

sempatan kepada penulis untuk bisa menimba d m  memyerdalam ilmu 

hukum. 

4) Bapak Prof.Dr.H.Dahlan Thaib.SH.MSi selaku dosen Pembimbing tesis 

pertama d m  Ibu Hj. Ni' matul Huda. SH.MHum, selaku dosen Pembim- 

bing tesis kedua, yang meskipun dalam. kesibukannya yang luar biasa, 

masih bisa menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan tamba- 



han pengetahuan kepada penulis dengai~ penuh kesabaran dan tulus ikhlas 

dengan meluangkan waktunya untuk nlengarahkan dan membimbing 

penulis, sehingga sangat berguna :;ekali bagi pengembangan dalam pemba- 

hasan dan penulisan tesis ini. 

5) Bapak-bapaWIbu-ibu dosen dan guru besar pengajar di Program Magister 

(S2) Ilmu Hukurn Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah 

bimyak memberikan bakal ilmu kepada penulis selama belajar di Program 

Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang berlipat ganda. 

6 )  Bapak/lbu Pengelola program lairmya di Magister Hukum (S2) Universitas 

Islam Indonesia Yogyakarta, antara lain yaitu Ibu Sri Hastuti Puspitasari 

.SH.MH selaku Kepala Bidang Administrasi Keuangan, Bapak Drs. Agus 

Triyanta. MA. MHum, selaku Kepala Bidang Akademik, Mas Sutik dan 

Mbak Elmi Widyastuti. A.Md di Szkretariat, Mb ak.... yang jaga di 

perpustakaan yang belum saya kenal dan tahu namanya, Mas Ashary dan 

Mas Ismanto, yang telah sangat berjasq bagi kelancaran kegiatan proses 

belajar dan mengajar, sehingga hampir tidak ada hambatan yang berarti 

dalarn proses belajar dan mengajar pada Program Magister tersebut. 

7) Kakakku yang tercinta Drs. Mardjono. MA, dan Sadat Wiyono serta 

Masilah sekeluarga serta sahabat-sahabatku yang ada di Program Magister 

(S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, khususnya 

kelas Maret Angkatan 2004 yang telah memberikan dorongan semangat 

dan fasilitas dalarn menyusun tesis ini. 

8) Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah 

memberikan bantuan kepada penulis demi lancarnya penyusunan tesis ini. 

Semoga segala bantuan bagi tel-selesaikannya kcvya kecil tesis ini dapat 

bernilai pahala dan membawa kernanfaatan kepada kita semua. Arnin Ya Robbal 

Alamin. Akhirnya penulis menyadari bahwa tulisan ini pasti tidak lepas dari 

kekurangan dan kesalahan. Tetapi paling tidak penulis mengharapkan dengan 

viii 



penyusunan tesis ini, dapatlah kiranya memberikan suatu surnbangsih pikiran 

yang mungkin bermanfaat dalam praktek maupun perkembangan ilmu hukurn. 

Segala daya dan kemampuan telah pl=nulis curahkan guna menyusun tesis 

ini. Namun mengingat akan keterbatasan kemampuan dan waktu yang ada, maka 

tidaklah mustahil bila dalam tesis ini masih jauh dari sempuma. Oleh karena itu 

kritik dan saran yang konstruktif (membangun), sangat penulis harapkan demi 

kesempurnaan tesis ini dan &an penulis terima dengan senang hati. Semoga karya 

kecil ini ada manfaatnya. Amin. 

Alhamdulillahi rabbi1 ' alanrin. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Y ogyakarta, Januari, 2006 

Penulis 
Pardoyo. SH 



Setelah perubahan W D  1945 khususnya Pasal 23 ULTD 1945 yang 

mengatur tentang kedudukan, peran dan fungsi BPK menjadi berubah dengan 

adanya aturan baru ddam Pasal 23E-23G UUI) 1945 setelah perubahan yang 

mengatur tentang eksistensi BPK sebagai satu-satunya lembaga tinggi negara 

yang mengatur tentang pemeriksaan dan mengawasi keuangan negara. Setelah 

perubahan W D  1945, khususnya dengan adanya Pasal23E-23G ini menjadikan 

tuntutan dan tantangan bagi BPK untuk bisa bekerja sebagaimana mestinya yang 

telah diamanatkan oleh konstitusi UUIT 1945. Qengan adanya ketentuan Pasal 

23E-23G tersebut menjadikan BPK sebagai lembaga inspektif ataupun sebagai 

lembaga eksaminatif di bidang keuangan negara. Paling tidak dengan adanya 

ketentuan baru dalam Pasal 23E-23G setelah perubahan UUD 1945 tersebut, 

menjadikan jelas kedudukan, peran dan fungsi BPK dibandingkan dengan 

lembaga-lembaga pemeriksa keuangan lainnya yang masih ada seperti halnya 

BPKP. Begitu juga BPK hendaknya dapat menemukan konsepnya yang ideal 

sebagai lembaga tinggi negara pemeriksa keuangan dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia di masa kini maupun di masa yang akan datang. 
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KEDUDUKAN, PERAN DAN J?UNGSI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
(BPK) DALAM SISTEM KETATANXGARAAN INDONESIA SEBELUM 

DAN SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945 
BAB I 

PENDAHULU,ILN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada tanggal 29 September 2000, pernerintah secara resmi menyampaikan 

tiga paket Rancangan Undang-undang, yaitu (1) RUU tentang Keuangan Negara, (2) 

RUU tentang Perbendaharaan Negara, dsllil (3) RUU tentang Pemeriksaan 

Tanggungjawab Keuangan Negara. Ketiga RUU tersebut sangat pei~ting, terutama 

dalam rangka menjamin penvujudan gagasan " good governance and clean 

government " yang bebas dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(KKN) yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya krisis nasional ber- 

kepanjangan dan sekaligus menjadi salah satu aspirasi pokok gerakan reformasi 

nasional pada bulan Mei 1998 sampai dengan sekarang.' 

Dari ketiga RUU tersebut akhirnya sudah ditetapkan dan disahkan menjadi 

produk Undang-undang, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 

No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negarsa, serta UU No.15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. 

Berkaitan dengan itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sendiri, sebagai salah satu 

lembaga tinggi negara, yang memiliki kekuasaan inspektif atau eksaminatif di bidang 

keuarrgan negara dan yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan dan 

kekayaan negara, dapat dikatak'm kurang mendapat perhatian umum dalam penahan 

').~imly Asshiddiqie, Format Kelernbagaan Negarn dan Pergeseran Kekuasaan Dalarn 
UUD 1945, FH UII-Press, Yogyakarta, 2004, hal. 203 



sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya yang menyangkut tentang kedudukan, 

peran dan fungsinya, berhubung kinerjanya selania ini (sebelum perubahan ketiga 

UUD 1945) cenderung kurang terdengar secara luas. Dalam rumusan UUD 1945 

(sebelum perubahan) sendiri, juga tidak ditemukan pasal tersendiri yang mengatur 

mengenai BPK ini. Tidak seperti ketentuan mengenai Presiden, DPR, MA dan 

lembaga tinggi lainnya yang tercantum dalarn bab tersendiri atau sekurang-kurangnya 

dalam pasal tersendiri, hanya saja pengaturan merigenai BPK sedikit disinggung 

dalam Pasal23 ayat (5) UUD 1945 (sebelum perubahan) yang menyatakan, " Untuk 

memeriksa tentang tanggungjawab keuangan negara, diadakan Badan Pemeriksa 

Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan 

itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat ". Pemeriksaan itu dimaksudkan 

untuk mengetahui, " cara pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang hams sepadan dengan keputusan 

tersebut ...." (Penjelasan Pasal demi pasal UUD 1945 sebelum perubahan).2 
\ 

Keputusan dimaksud adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) yang penetapannya dengan Undang-undang. Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 

(sebelum perubahan) tersebut jelas menunjuklcan bahwa keuangan yang diperiksa 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah keuangan negara yang bermuara pada, 

APBN. Apabila disimak ketentuan Pasal23 ayat (5) UUD 1945 (sebelum perubahan) 

dan penjelasannya, yang menyatakan, " untuk memeriksa tanggungjawab tentang 

keuangan negara ...." dan " cara pemerintah mempergunakan uang belanja ....", maka 

').~arun Al-Rasyid, Naskah (IUD 1945, Sedudah Tiga Koli di Ubah Oleh MPR, UI-Press, 
Jakarta, 2002, hal. 48 



secara eksplisit bahwa yang diperiksa oleh BPK adalah perihal penggunaan uang 

negara baik untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan. Ini berarti 

pemeriksaan itu tidak mencakup pemeriksaan atas sumber-sumber darimana uang 

atau dana itu diperoleh. Akan tetapi menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 5 

Tahun 1973 tentang BPK menentukan, " Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk 

memeriksa tanggungjawab pemerintah tentang keuangan negara ". Keuangan negara 

yang diperiksa BPK yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan 

APBN, (baik anggaran rutin maupun pembangunan), APBD serta anggaran 

perusahaan milik negara, yang pada hakekatnya adalah seluruh kekayaan negara 

(Penjelasan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1973 tentaag BPK). Selaku lembaga yang 

berwenang melakukan pemeriksaan keuangan negara, maka BPK terlepas dari 

pengaruh dan kekuasaan pemerintah yang mengelola keuangan negara (Penjelasan' 

Pasal23 ayat (5) UUD 1945 sebelum perubahan).3 

Terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah diperlukan oleh BPK agar 

pemeriksaan yang dilakukannya tidak atas dasar kehendak pemerintah, dengan kata 

lain semata-mata BPK melakukan tugas d m  wewenangnya dalam kondisi yang 

memungkinkan diperoleh hasil pemeriksaan yang obyektif. Meskipun demikian BPK 

bukan pula lembaga yang berdiri atau berkedudu kan di atas pemerintah. Kedudukan 

demikian sekurang-kurangnya hams diartikan sederajat (lebih rendah), tidak akan 

memberi peluang bagi BPK untuk menyelenggarakan tugas dan wewenangnya bebas 

dari konsekuensi hirarkhi yang lebih sering berdimensi politis. Dengan demikian 

3 ' . ~ a s  Soebagio, Lembaga Negara Republik Indonesia Sebagai Tempat Pengundangan 
Dalam Kenyataan, Alumni, Bandung, 1982, hal. 74 



BPK adalah satu-satunyaa instansi penleriksa ekstem pemerintah (eksekutif). Perlu 

diketahui bahwa instansi yang melakukan pemeriksaan keuangan negara terdiri dari 

instansi pemeriksa ekstem pemerintahleksekutif dan dari pemeriksn intern (instansi 

pemeriksa dalam lingkungan eksekutif). Dengan demikian sekurang-kurangnya ada 

dua instansi pemeriksa keuangan yang bersangkut paut dengan keuangan negara. 

Meskipun pemeriksaan keuangan oleh Inatansi eksekutif adalah dalam rengka untuk 

efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan khususnya dan kekayaan negara pada 

umumnya oleh perangkat eksekutif sendiri, narnun dilihat dari aktivitas pemeriksaan 

keuangan tampak adanya dualisme pemeriksaan di bidang keuangan dalam negara 

Indonesia. Sejarah membuktikan, bahwa aktivitas pemeriksaan dalam rangka 

pengawasan keuangan oleh eksekutif adalah bagian dari tugas eksekutif pada masa 

fungsi negara masih dalam satu tangan. Baru kemudian berkembang dan terpisah 

setelah fungsi negara terpenggal dalam beberapa fungsi mengatur. Pengawasan 

sesungguhnya berpangkal pada, " bahwa kedaulatan adalah sumber hak budget ". 

Karena itu pengawasan pelaksanaan anggaran menjadi bagian dari instansi yang 

menentukan budget. 

Di Indonesia pengawasan terhadap eksekutif dilakukan oleh DPR yang 

anggotanya ex ofJio ialah anggota lembaga pelaksana kedaulatan. Secara khusus 

pengawasan meliputi, control of executive, control of lavation dan control of 

expenditures4 Khusus pengawasan kedua dan ketiga diperlukan aktivitas pokok yaitu 

pemeriksaan administrasi dari pada pengelolaan keuangan negara, baik penerimaan 

- 
4). BPK, Peranan BPK Daiatn Kerangka Kehidupun Bangsa dun Negara, BEPEKA, 1981, 

hal. 62 



maupun pengeluaran. Untuk melakukan tugas pemeriksaan itu secara konstitusional 

dibebankan kepada BPK. Itu berarti bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK 

adalah dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh DPR. Sebaliknya fungsi 

pemeriksaan oleh instansilaparat eksekutif seperti Badan Penghwas Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) harus ditafsirkan dalam kerangka pengawasan untuk 

penertiban administrasi pengelolaan keuangan oleh perangkat eksekutif sendiri. 

Memang yang akan menjadi persoalan nantinya adalah mengenai fungsi pemeriksaan 

oleh aparat eksekutif berikut segala hasilnya yai~g dapat mengurangi arti dari 

kehadiran BPK sebagai lembaga tinggi negara. 

Persoalan ini muncul manakala kegititan masing-masing instansi ini 

dipandang sebagai satu kesatuan dalam penegakan hukum bidang pemeriksa 

keuangan. Oleh karenanya, berkenaan dengnn Badan Pemeriksa Keuangan, sudah 

seharusnya dipandang sangat penting untuk diatur kembali berkaitan dengan 

kedudukan, peran dan fungsinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga 

pantas untuk dirumuskan dalam pasal tersendiri pula seperti halnya lembaga tinggi 

negara lainnya5 

Ketentuan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan ini, memang dicantumkan 

dalarn Bab VIII UUD 1945 Pasal 23 tentang Keuanp,an Negara (sebelum perubahan, 

UUD 1945 ). Dalam bab dan pasal ini diatur mengenai lima hal, yaitu tentang APBN, 

tentang perpajakan, tentang nilai dan jenis tr~ata uang, dan tanggungjawab 

pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, serta ketentuan lebih lanjut 

5). Harun Al-Rasyid, Naslcah UUD 1945. .., Op.Cit., hat. 1 13 



mengenai keuangan ini diatur dengan Undang-undang. Jika dibandingkan dengan 

Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, ketentuan Pasal 23 UUD 1945 (sebelum 

perubahan) tersebut dapat dikatakan terlalu sumir. Soal keuangan ini dalam 

Konstitusi RIS diatur di tiga tempat. Pertama, ha1 ini diatur dalam Bagian 2 (dua) 

mengenai Pembagian Penyelenggaraan Pemerintahan antara RIS dengan Daerah- 

daerah Bagian, yakni dalam Babakan 2 (dua) ten.tang Perhubungan Keuangan. Isinya 

meliputi 7 (tujuh) pasal, yaitu Pasal 55 sarnpai dengan Pasal 61, ditarnbah dengan 

Babakan 3 (tiga) Pasal 62 dan Pasal 63 tentang Hak dan Kewajiban atas harta benda 

milik, piutang dan hak-hak lain, serta kewajiban-kewajiban RIS dan Daerah-daerah 

Bagian. Kedua,. soal keuangan ini juga diatur dalam Bagian 4 (empat), yaitu Babakan 

1 (satu) tentang Hal Uang (Pasal 164 dan Pasal 165), Babakan 2 (dua) tentang 

Pengurusan Keuangan Federal, Anggaran, Bertanggungjawaban, dan Gaji (Pasal 166 

sampai dengan Pasal 173). Ketiga, khusus mengenai Dewan Pengawas Keuangan 

sebagai pengganti Badan Pemeriksa Keuangan menurut ketentuan UUD 1945, diatur 

dalam Bagian 56 (lima puluh enam) yang terdiri dari Pasal 115 dan Pasal 1 1 6 . ~  

Sedangkan dalam UUDS 1950, ketentuan mengenai Dewan Pengawas 

Keuangan diteruskan menjadi tumusan Pasal 80 dan Pasal 81 UUDS dengan judul 

Bagian 4 (empat) tentang Dewan Pengawas Keuangan. Soal keuangan ini, diatur lagi 

dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 1 19, yang dibagi menjadi dua babakan, yaitu 

babakan 1 (satu) tentang Hal Uang (Pasal 109 dan 1 lo), dan Babakan 2 (dua) tentang 

Urusan Keuangan, Anggaran, Pertangnngjawaban, dan Gaji (Pasal 1 1 1 sampai deng- 

6).~rifin P Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggungjmvaban Keuangan Negara Suatu 
Tinjauan Yuridis, PT Gramedia, Jakarta, 1986, hal. 132 



an Pasal 119). Dari kedua UUXl tersebut, dapat diketahui bahwa keberadaan dan 

kedudukan lembaga pengawas atau lembaga perneriksa keuangan negara diatur dalarn 

bab tersendiri. Bahkan dalam UUDS 1950 ditegaskan adanya Bab I1 tentang Alat- 

Alat Perlengkapan Negara, yang salah satunya adalah Dewan Pengawas Keuangan. 

Oleh karena itu, dalam rangka agenda perubahan UUD 1945 dewasa ini, tidak ada 

salahnya jika ketentuan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan Negara diatur dalam 

bab ataupun setidak-tidaknya dalam pasal tersendiri. Bertolak dari pemikiran tersebut 

diatas dan dalam kaitannya dengan pemberdayaan lembaga tinggi negara, maka perlu 

dilakukan perumusan yang jelas tentang kedudukan, peran, fungsi, tugas dan 

wewenang dari lembaga-lembaga tinggi negara, lebih khususnya terhadap BPK. 

Karena perubahan UUD 1945 khususnya Pasal 23 ayat (5) (sebelum 

perubahan) merupakan salah satu langkah dasar untuk memberdayakan BPK sebagai' 

lembaga tinggi negara yang bertugas untuk memeriksa tanggungjawab keuangan 

negara. Akan tetapi dipihak lain UUD 1945 (sebelum perubahan) belum 

mengarahkan agar BPK menjadi lembaga tinggi negara yang professional, yang 

kedua unsurnya yakni (independenlmandiri dan professional) yang merupakan unsur 

mutlak yang hams dimiliki sebagai lembaga pemeriksa ek~tern .~ Salah satu 

kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh BPK sebagai eksternal auditor adalah 

kewenangan untuk menetapkan Standar Au.dit Pemerintah (Standar Setting 

Body/Standar Setter). Di negara lain seperti di Amerika Serikat, S tandar Audit 

Pemerintah ini ditetapkan oleh Government Accounting Standards Boards (GASB). 

' ) . ~bu  Daud Busroh, Pemeriksaan Keuangan Negara, FT Bina Aksara, Jakarta, 1988, ha]. 
73 



Seharusnya BPK ini bisa menjadi badan penilai dan peneliti serta penentu " 

sah " atau tidaknya penggunaan uang negara. Men~ang, BPK sebagai badan pengawas 

ini terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, tetapi juga tidak berada di atas 

kekuasaan pemerintah. Dalam perubahan UIJD 1945 ketiga, ditetapkan bahwa 

berkenaan dengan Badan Pemeriksa Keuang~n (BPK) yang merupakan lembaga 

tinggi negara, judul babnya adalah tetap yaitu Bab '4111 tentang Hal Keuangan, hanya 

dalam Pasal 23 berubah sedikit dengan ditambah beberapa ayat/butir yang khusus 

membahas tentang BPK, yang mana diketahui hahwa lembaga BPK itu sebelumnya 

hanya disebut sambil lalu dalam Pasal23 ayat (5) UWD 1945 (sebelum perubahan). 

Sebelum perubahan, masalah keuangan dan pemeriksaan keuangan memiliki 

kedudukan yang sangat penting dan sudah diatur dalam (Bab VIII Pasal 23 ayat (5) ,  

karena itu, merupakan salah satu dari lima departemen pemerintah pusat yang 

dianggap pokok adalah departemen keuangan. Dapat dikatakan bahwa cikal bakal ide 

pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan ini berasal dari Raad van Rekenkarner 

pada zaman Hiildia Belanda yang didirikan atas dasar konstitusi 1854 dan 

direalisasikan sejak berlakunya Indische ~o~vz~iobiliteit Wet 1 864.8 Sejak semula 

Algemene ~ e k n k a m e r  ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan 

yang khusus di bidang keuangan oleh paslernen. Fungsi pengawasan parlemen 

meliputi, control of executive, control of taxation dun control of expenditure. Fungsi 

pengawasan atas pendapatan dan belanja yang dikelola oleh pemerintah dilakukan 

8r~imly Asshiddiqie, Reformasi dan Reposisi I'embaga-Lembago Tinggi Negara, UI Press, 
Jakarta, 2000, hal. 91 



dalam rangka hak budget bagi parlemen yang pada asasnya adalah representasi 

daripada rakyat sekaligus sebagai pelaksana kedaulatan. Jadi secara historis ada 

hubungan fungsional antara Algemene Rekenlranzer dengan Staten General. Tradisi 

ketatanegaraan demikian, ternyata kemudian dianut dalam ketatanegaraan Republik 

Indonesia. Sejarah ketatanegaraan umumnya membuktikan bahwa pada masa 

kekuasaan negara dalam satu kekuasaan tunggal yang bertindak sebagai pembuat, 

pelaksana dan sekaligus pengawas anggaran negara adalah raja. Kemudian sejak 

munculnya gagasan separation of power, maka penentuan dan penetapan Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara menjadi bagiarl dari wewenang legislatif dan sejak itu 

pula anggaran menjadi bagian dari masalah Undang-undang. 

Beberapa negara lain juga mengadakan lembaga semacam ini untuk 

menjalankan peran dan fungsi-fungsi pemeriksaan atau sebagai external auditor 

terhadap kinerja keuangan pemerintah. Misalnya, di RRC juga terdapat lembaga 

konstitusional yang disebut Yuan Pengawas Keuangan sebagai salah satu pilar 

kelembagaan negara yang penting. Yang pasti, ketentuan mengenai Badan Pemeriksa 

Keuangan ini sekarang ini sudah dirumuskan secara tegas dalam naskah konstitusi 

(UUD 1945 Pasca Perubahan), sehingga keberadaannya sebagai salah satu lembaga 

tinggi negara akan menjadi lebih kokoh, dan sistem keuangan negara kita dapat 

benar-benar diperbaiki dalam rangka untuk menjamin tidak terjadinya kebocoron 

anggaran keuangan negara.g Fungsi pemeriksaan keuangan yang dikaitkan dengan 

lembaga BPK ini sebenarnya terkait erat dengan fungsi pengawasan oleh parlemen. 

' ) . ~ i r n l ~  Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, hsa t  
Studi HTN F'H UI, Jakarta, 2002, hal. 46 



Karena itu, kedudukan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini 

sesungguhnya berada dalam ranah kekuasaan legi.slatif, atau sekurang-kurangnya 

berhimpitan dengan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat. Oleh karena itu, laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan ini hams dilaporkan atau disamakan kepada DPR untuk 

ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. 

Kekuasaan atas uang dan keuangan negara sangat berpengaruh dalam 

menentukan peta kekuatan-kekuatan politik yang dalarn sistem demokrasi bersaing 

secara terbuka antara satu sama lain. Karena itu, kontrol terhadapnya oleh Dewan 

Penvakilan Rakyat mutlak diperlukat~. Bahkan, untuk melakukan pemeriksaan 

keuangan dan tanggungjawab pengelolaail keuangan negara dan kekayaan negara 

diperlukan pula suatu badan pemeriksa untuk melakukan fungsi pemeriksaan 

eksternal (external audit). 

Fungsi pemeriksaan eksternal itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar ini 

kepada Badan Pemeriksa Keuangan yang keberadaannya berdarnpingan dengan atau 

mendampingi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan politik yang dilakukan oleh 

Dewan Penvakilan Ralcyat dan Dewan Pzrwakilan Daerah. Sebagai lembaga 

inspektiQeksaminatif, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk meminta 

keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badanlinstansi baik pemerintah 

maupun swasta, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang yang 

berlaku.''~eta~i pemeriksaan keuangan nzgara dilakukan oleh lembaga terpisah dari 

10). Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dun Konstitusinnalisme, Mahkarnah Konstitusi Republik 
Indonesia dan Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta, 2004, hal. 153-1 54 



lembaga legislatif satu ha1 yang berkembang dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. 

Pemisahan secara konstitusional telah menempatkan lembaga pemeriksaan menjadi 

satu lembaga yang berfungsi secara khusus melakukan pemeriksaan keuangan negara. 

Fungsi khusus itu tidak saja semata-mata melakuk.an pemeriksaan tetapi juga fungsi 

penuntutan dan fungsi peradilan. Sejarah ketatanegaraan Indonesia bidang pemeriksa- 

an keuangan negara dimaksud perkembangannya dapat ditelusuri melalui dua sisi, 

yaitu sejarah normatif dan pelaksanaannya. 

Di samping itu sejarah pengelolaan dan pengurusan keuangan oleh kekuasaan 

pelaksanaan eksekutif telah menunjukkan perkembangan tersendiri pula. Menurut UU 

No. 5 Tahun 1973 tentang BPK, tugas pokok BPK adalah memeriksa tanggung jawab 

keuangan negara, yang dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, menurut Moh 

Kusnardi dan Bintan R. Saragih, BPK mempunyai fungsi (disamping kewenangan 

tertentu) yaitu, pada dasarnya fungsi BPK memiliki tiga fungsi pokok, yaitu fungsi 

operatif (melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan dan penelitian atas penguasaan 

dan pengurusan keuangan negara), fungsi rekomendasi (memberikan pertimbanganf 

saran perbaikan kepada pihak pemerintahleksekutif dan legislatif tentang pengurusan 

keuangan negara dan fungsi yudikatif (menyelenggarakan proses tuntutan perbenda- 

haraan dan tuatutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan 

bendaharawan, yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikar~ kewaji- 

bann ya menim bulkan kerugian bagi negara. " 

Moh Kusnardi dan Bintan R Saragih, Susunarr Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem 
LIUD 1945, Grarrredia, Jakarta, 1978, hal. 137 



Oleh karenanya dalam tesis ini, nantinya akan dibahas lebih komprehensif 

mengenai penyempurnaan perangkat peraturan khususnya Undang-undang agar 

pelaksanaan kedudukan, peran dan hngsi pemeriksaan keuangan negara oleh BPK 

dan BPKP serta aparat interen eksekutif la.innya tidak tumpang tindih terutama 

mengenai subyek dan obyek yang diperiksa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat dalanl latar belakang masalah di atas, 

penulis membuat kesimpulan bahwa studi terhadap kedudukan, peran dan fungsi 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum 

dan sesudah perubahan I-IV UUD 1945 yang dilakukan selarna ini, dapat dikatakan 

masih sangat langka atau sekurang-kurangnya belum terlalu banyak menjadi 

perhatian para ahli hukum khususnya yang mempunyai perhatian khusus di bidang 

Hukum Tata Negara (HTN). Dengan merujuk pada keterangan yang telah dij elaskan 

sebelumnya diatas, penulis dapat mengemukakan identifikasi masalah yang diteliti, 

yaitu sebagai berikut : 

1) Bagaimanakah kedudukan, peran dan fiingsi Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah 

perubahan UUD 1945 ? 

2) Bagaimanakah hubungan antara BPK. dengan BPKP dalam pemeriksaan 

keuangan ? 

3) Bagaimanakah eksistensi BPKP pasca perubahan UUD 1945 ? 

Dengan demikian, penelitian ini membatasi diri pada studi tentang 

kedudukan, peran dan fungsi yang dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah perubahan UUD 



1945, khususnya dalam rangka menciptakan kemandirian pemeriksaan dan 

pengawasan keuangan dan kekayaan negara oleh BPK yang bebas dari pengaruh 

kekuasaan lain di luarnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

C. Tujuan Penelitian 

Beberapa permasalahan tersebut diatas menurut penulis perlu dan mendesak 

diteliti dengan maksud : Untuk nlengefahui kedudukan, peran dan fungsi Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan 

sesudah perubahan UUD 1945 dan untuk mengetahui hubungan antara BPK dengan 

BPKP dalam pemeriksaan keuangan, serta untuk mengetahui eksistensi BPKP pasca 

perubahan UUD 1 945. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Untuk pengembangan substansi Hukum Tata Negara khususnya dibidang 

pengawasan dan pengelolaan keuangan negara dan kekayaan negara, dalarn ha1 ini 

tentang kedudukan, peran dan hngsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945. 

2. Praktis 

Untuk meningkatkan keterampilan meneliti, sekaligus menyiapkan pelaksana- 

an konsep studi lapangan dan kepustakaan di bidang EIukum Tata Negara. 



E. Tinjauan Pustaka 

Sebelum membicarakan kedudukan, perm dan fungsi BPK dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah yerubahan UUD 1945 lebih lanjut, 

penulis terlebih dahulu akan menyebutkan beberapa ha1 yang mempunyai kaitan erat 

dengan ha1 tersebut, yaitu teori pemisahan kekuasaan (separation of power), teori 

demokrasi (democracy), teori negara hukum (baik dalam pengertian rechtstaat 

maupun rule of law) dan teori konstitusi (constitution), serta teori pengawasan. 

Kelima teori tersebut baik secara langsung mal?pun tidak langsung, akan selalu 

berpengaruh terhadap kedudukan, peran dan fungsi BPK dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945. Teori-teori tersebut di atas, 

mempunyai ikatan yang sangat erat satu sama lain, sehingga penulis menganggap 

penting untuk menyebutkan teori-teori tersebut sebelum membahas kedudukan, peran 

dan fungsi BPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah 

perubahan UUD 1945. 

1. Teori Negara Hukum (De RechtstaatMule of law)  

Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum 

adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan 

untuk tunduk pada hukum (subject to the law). Tidak ada kekuasaan di atas hukum 

(above the law) semuanya ada di bawab huku.m (under the rule of law). Dengan 

kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (arbitrary power) 

atau penyalahgunaan kekuasaan (misuse of power).'2 Dalam khasanah pemikiran 

hukum klasik konsepsi negara hukum merupakai~ terjemahan dari rechtstaat yang 
-- - - 

12). Azhary, Negara Hukum Indonesia, UI Press, Jakarta, 1995, ha1 .24  



berkembang di E.ropa Barat Kontinental. Salah satu ciri penting dari konsep negara 

hukum formal (klasik) ini adalah sifat pemerintahan yang pasif, artinya pemerintah 

sek.edar berperan sebagai wasit atau pelaksana dari berbagai keinginan rakyat yang di 

representasikan oleh anggota parlemen. Negara baru bergerak dalam urusan privat, 

apabila masyarakat yang bercorak pluralis-liberal tersebut menghendakinya. 

Sementara itu tugas pokok pemerintah yang paling utama adalah menjamin dan 

melindungi kedudukan ekonomi golongan rulling class. Peran negara yang minimal 

di dalam urusan warga negara ini, dikenal dengan istilah negara penjaga malam 

(nachiwachterstaat), yang menurut FJ Stall1 adalah sebagai beri~ut : (1) Hak-hak 

asasi manusia (HAM); (2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin 

HAM; (3) Pemerintahan berdasarkan peraturdn-peraturan (wetmatigheid van 

bestuur). 

Konsepsi negara hukum juga identik dengan konsep rule of law yang 

berkembang di Anglo Saxon. Menurut A.V. Dicey, ciri-ciri rule of law adalah : (I)  

Supremacy of law, dalam arti tidak boleh dihukum jika melanggar hukum; (2) 

Equality before the law, artinya kedudukan yang sama di depan hukum; (3) Human 

Rights, yakni terjaminnya H A M  oleh Undang-undang dan keputusan-keputusan 

pengadilan.'3 Seiring dengan usainya perang dunia kedua, konsep negara hukum 

formal tersebut banyalc mendapat kritik karena ekses-ekses yang ditimbulkan oleh 

sistem industrialisasi yang kapitalistik-ekspluitatif dan bersamaan dengan itu 

berkembang faham sosialisme yang mengfnginkan pembagian kesejahteraan secara 

' " . ~ o h  Mahfud MD, Dasar dun Struktur Ketatanegaraan Indonesia, U11 Press, Yogyakarta, 
1993, hd. 120-121 



merata, seiring dengan berbagai kemenangan yang diraih oleh beberapa partai sosialis 

di Eropa. Akibatnya, gagasan yang membatasi pemerintah untuk mengurus 

kepentingan warganya bergeser ke arah gagasan baru yang mengafirmasi peran 

pemerintah hams proaktif untuk mewujudkari kssejahteraan warganya (bestuurzog). 

Ide yang mendorong pemerintah untuk bersikap progresif di dalam urusan privat ini 

dikenal dengan sebuatan welfae state (negara kesejahteraan) atau faham negara 

hukum material. Konseukuensi dari keterlibatan pemerintah di berbagai lapangan 

kehidupan masyarakat tersebut, adalah pemberian kewenangan kepada administrasi 

negara untuk menjalankan rencana aksinya atas inisiatif sendiri tanpa harus di dahului 

dengan delegasi atau atribusi dari pihak parlemen. 

Itulah sebabnya dalam rangka bestuurzog, pemerintah dibekali dengan freies 

ermessen atau pouvour discretionaire, yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah 

untuk turut serta dalam kehidupan sosial dan keleluasaan untuk tidak selalu terikat 

pada produk legislasi parlemen. Dalam prakteknya penggunaan kekuasaan diskresi 

ini tidak jarang menimbulkan masalah, yakni berupa tindakan sewenang-wenang (a 

bus de droit/willikeu?.); penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvair); 

kekeliruan dalam menafsirkan hukum (ermessen ~mterschreitung), yang dampaknya 

justru merugikan masyarakat.I4 Akibatnya tidak sedikit warga negara yang mulai 
c 

resah dan mengeluhkan intervensi negara yang bersifat kontra produktif, dan tidak 

jarang bertindak represif dan destruktif. Selanjutnya, dengan makin luasnya desakan 

berbagai kalangan yang menghendaki garansi dan perlindungan warga negara akibat 

didayagunakannya instrumen pouvoir discrelionaire tersebut. Maka International 

' 4 ) - ~ o h  Mahfud MD, Dasar Dan Struktur. .., Op. CiL, hal. 123 



Commission of Jurist, pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965, memberikan 

rumusan tentang ciri-ciri pemerintahan yang detn~kratis di bawah rule of law adalah 

sebagai berikut : 

1) Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, 
konstitusi hams pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh 
perlindungan atas hak-hak yang dijarnin; 

2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; 
3) Pemi lihan umum yang bebas; 
4) Kebebasan menyatakan pendapat; 
5) Kebebasan berserikatiberorganisasi dan beroposisi; dan 
6) Pendidikan kewarganegaraan. 

Di Indonesia sendiri, gagasan untuk mcngantisipasi terjadinya ekses 

penggunaan kekuasaan diskresi ini dapat di simak dari usulan berbagai pakar hukum 

yang mencoba merumuskan syarat-syarat penggunaan freies ermessen agar tidak 

menimbulkan ermessenfehler atau misuse of power. dalam ha1 ini, SF Marbun 

mensyaratkan, Pertama, terdapat persoalan penting dan mendesak untuk segera 

diselesaikan; dan Kedua, harus dapat diyertanggungiawabkan secara moral dan 

hukum." 

Sementara itu Sjachran Basah, menyebutkan penerapan freies ermessen hams 

mengacu kepada dua hal, yaitu : Pertama, secarii moral berdasarkan Pancasila dan 

sumpah jabatan; Kedua, secara hukum, meliputi : (a) batas atas; wajib taat terhadap 

peraturan pemndang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal dan tidak 

melanggar hukum; (b) batas bawah tidak melailggar HAM di bidang pekerjaan dan 

penghidupan yang ~ a ~ s . k . ' ~  Secara empiris dewasa ini teori negara hukum material 

(welfare state) ini, tidak saja di implementqsikan pada negara kerajaan tetapi juga pa- 

 oh Mahfud MD, Dasar Dan Struktur. .., Illid, hal. 124 
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da negara republik, seperti : Inggris, Belanda, Jepang, Malaysia, Amerika Serikat, 

Perancis, Jerman, India, dan juga 1ndonesia.I' Di Indonesia sendiri, teori de rechtstaat 

ini dapat ditelusuri di dalam UUD 1945. Di dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum 

amandemen) pada bagian sistem pemerintahail negara, dinyatakan bahwa negara 

Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan atas 

kekuasaan belaka (muchtstaat). Sedangkan gagasan negara hukum material atau 

faham welfare state dapat disimak pada bagian mukadimah UUD 1945 yang 

kemudian dituangkan secara eksplisit di matesi UUD 1945. Selanjutnya pasca 

amandemen UUD 1945 jilid ketiga, pernyataan diar~utnya teori negara hukum makin 

jelas karena secara eksplisit dituangkan dalarn Batang Tubuh UUD 1945, dan tidak 

lagi sebatas pada bagian Penjelasan. Sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) perubahan 

ketiga UUD 1945, berbunyi, " Negara Indonesia adalah negara hukum ". 

2. Teori Pemisahan Kekuasaan (Separation Of Power) dan Teori Pembagian 
Ke kuasaan (Distribution of Power) 

Teori pemisahan kekuasaan muncul karena ada gagasan untuk membatasi 

kekuasaan penguasa negara, agar dalam menjalankan pemerintahan tidak bersifat 

sewenang-wenang. Dalam upaya membatasi kekuasaan penguasa, perlu diadakan 

pemisahan kekuasaan negara ke dalam berbagai organ agar tidak terpusat di tangan 

seorang monarkhi (raja absolut). Teori pemisahar! kekuasaan dan ataupun pembagian 

kekuasaan negara menjadi sangat penting artinya untuk melihat bagaimana posisi 

atau keberadaan kekuasan dalanl sebuah struktur kekuasaan negara. Teori pemisahan 

kekuasaan ini awalnya dikemukakan oleh John Locke pada tahun 1690 dan kemudian 

I7).~agir Manan, Pertumbuhan dan Perkembungan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju, 
Bandung, 1995, hal. 73 



dikembangkan oleh Montesqieu pada pertenggahan abad XVIII. Doktrin ini bertujuan 

mencegah terkonsentrasinya kekuasaan secara iibsolut di satu tangan, sehingga 

cenderung sewenang-wenang dan berpeluang menimbulkan penyalahgunaan 

kekuasaan (misuse power). Menurut John Locke dalam karyanya " Two Treaties of 

Government ", kekuasaan negara dibedakaan atas tiga macam : legislative power 

(membuat undang-undang), executive power (melaksanakan Undang-undang) dan 

federative power (kekuasaan untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara 

asing). Sedikit berbeda dengan John Locke, dalam buku, " The Spirit of The Laws " 

(1978), Montesqieu membedakan tiga macam kekuasaan : legislatif, eksekutif dan 

yudikatif. Dengan kekuasaan legislatif, penpasa atau magistrat mengeluarkan hukum 

sementara atau tetap, mengubah atau mencabut llukum yang dikeluarkan." 

Dengan kekuasaan eksekutif, ia membuat damai atau perang dan 

mempersiapkan untuk invasi. Dengan kekuasaan yudikatif, ia menghukurn penjahat 

atau memutuskan tentang pertikaian antara indivitlu-individu. Jika di komparasikan 

antara konsep John Locke dengan Montesqieu, terIihat perbedaan antara lain : (a) 

menurut John locke, kekuasaan eksekutif r.~erupakan kekuasaan yang mencakup 

kekuasaan yudikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan Undang-undang, 

sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luat negeri) merupakan kekuasaan yang 

berdiri sendiri; (b) Menurut Montesqieu, kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan 

federatif karena melakukan hubungan luar ilegeri itu termasuk kekuasaan eksekutif, 

sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakail kekuasaan yang berdiri send iri. Da- 

ls).~ambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan 
Kelrakiman di Indonesia, UIJ Press, Yogyakarta, 2005, hal. 18-1 9 



lam praktik ajaran pemisahan kekuasaan ini sulit untuk dipatuhi secara murni. 

Menurut Hoods Philips dalam, " Constitutional and Administrative Law " (1978), 

bahwa pemisahan kekuasaan dengan tidak mengakui overlapping dan koordinasi satu 

sama lain dapat membawa pemerintahan kepada kekuatan (standstill), itu sama 

artinya dengan membiarkan satu cabang kekuasazn menjalankan kekuasaan secara 

eksklusif yang pada gilirannya melahirkan penyalahgunaan kekuasaan.19 Pemikiran 

mengenai perlunya mekanisme saling mengav~asi dan kerjasama telah melahirkan 

teori-teori modifikasi atas ajaran pemisahan kekuasaan yaitu teori pembagian 

kekuasaan (distribution of power) yang menekankan pada pembagian fungsi-fungsi 

pemerintahan dan teori checks and balance. 

Menurut teori distribution of power pemisahan kekuasaan tetap dijalankan 

narnun dibarengi dengan meltanisme yang nienekankan saling mengawasi antara 

cabang kekuasaan yang satu dengan cabang kekuasaan yang lain. Sedangkan 

mengenai teori perimbangan kekuasaan (checks and balance) yang di Amerika 

Serikat merupakan paksaan dari ajaran Trias Politika. Teori pembagian kekuasaan 

saat ini dianut secara luas oleh berbagai negasa, tidak saja oleh negara-negara yang 

sistem perrleriniahannya berbentuk monarkhi tetapi juga republik, misalnya antara 

lain : Inggris, Belanda, Malaysia, Jepang, India, Singapura, Pakistan, Filiphina, dan 

Indonesia Sendiri. Bagir Manan, dalam kaitan ini menyatakan bahwa meskipun 

Montesqieu hanya membagi tiga cabang kekuasaan, tetapi dalam praktik di jumpai 

negara-negara yang memiliki lebih dari tiga cabang kekuasaan. Misalnya saja Peran- 

").H.M. Tholhah, Dinamika Ketatanegaraan ,Indonesia di Era Refomasi, F H  Unigoro, 
Jawa Timur, 2003, ha]. 25-26 



cis yang memiliki, " Counseil d' ,Ftat " dan " Council Constilutionel ", disamping 

memiliki lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kerajaan Belanda memiliki " 

Raad van Staat dan Algemene Reken Kamer ", disamping tiga poros kekuasaan 

lainnya. Sedangkan Indonesia malah memiliki beberapa cabang kekuasaan yang 

disebut lembaga negara yaitu : MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, Presiden, BPK, 

MA, MK. Sementara itu mengenai cabang-cabang kekuasaan yang dikenal di dalam 

UUD 1945 ternyata ada padanannya dalam Indischc Staats regeling yang berlaku di 

Hindia Belanda yaitu, de Gouverneur dan Luitenant Gouvenour Generaal; de 

Volksraad; de raad van nederlands Indie, dee Algemene Rekenkamer, het 

Hooggerechtshof : de Algeme ~ecretarie.~' 

Dalam UUD 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan (separation 

of power) secara mutlak. Pembuat UUD 1945 tidak menghendaki agar sistem 

pemerintahannya di susun berdasarkan ajaran Trias Politika dari Montesqieu, karena 

ajaran itu dianggap sebagai bagian dari paham liberal. Tetapi di sisi lain Prof. 

Soepomo, selaku salah seorang perancang UUD 1945 pernah herpendapat bahwa 

UUD 1945 mempunyai sistem tersendiri, yaitu berdasarkan pembagian kekuasaan 

(distribution of power), karena dalam pembagisn kekuasaan di mungkinkan adanya 

kerjasama antara lembaga-lembaga negara yang ada, tetapi teori inipun juga tidak 

mutlak berlaku di Indonesia seperti sekarang ini. 

3. Teori Demokrasi 

Demokrasi menurut asal katanya berarti rakyat yang berdaulatlberkuasa atau 

2 0 ) ~ r i  Soemantri, UUD 1945, Kedudukan dun Aspek-Aspek Perubalrannya, Unpad Press, 
Bandung, 2002, hal. l l l 



goverment or rule by thepeople. Kata Yunani demos berarti rakyat, dan kratoslkra- 

tein berarti kekuasaanherkuasa. Istilah demokrasi sendiri pertama kali di perkenalkan 

oleh Herodotos pada abad tujuh belasan, yang kemudian diberi makna bermacam- 

macam oleh masyarakat politik. Dalam praktik, istilah demokrasi ini tidak berdiri 

sendiri, tetapi di gandeng dengan kata lain yang menjadi ciri khas dari demokrasi 

 it^.^' Ada yang dinamakan demok.rasi konstitusional, demokrasi parlementer, 

demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila 

ala Indonesia. Ketiga terakhir istilah demokrasi ini pernah dijalankan di negara 

Indonesia. 

Menurut kamus hukum, demokrasi' (democracy) adalah bentuk pemerintahan 

atau kekuasaan negara yang tertinggi dimaria sumber kekuasaan tertinggi adalah 

kekuasaan (ke) rakyat (an). Dalam kamus Dictionary Webster mendefinisikan, 

demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada 

ditangan rakyat dan dijalankan langsung crleh mereka atau oleh wakil-wakil yang 

mereka pilih di bawah sistem pemilihar~ umum bebas. Dalam ucapan Abraham 

Lincoln yang terkenal, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat 

dan untuk rakyat. Kebebasan dan demokrasi seringkali dipakai secara timbal balik, 

tetapi keduanya tidaklah sama. Demokrasi sesrlngguhnya adalah seperangkat gagasan 

dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan 

prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya 

- 
demokrasi adalah pelemba.gaan dari kebebasan. Karena itu, mungkin saja mengenali 

21). Mochtar Mas'oed, Demokrasi dun Konstitusi di Indonesia, Cetakan I ,  Liberty, 
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dasar-dasar pemerintahan konstitusional yang sudah teruji oleh zaman, yakni hak 

asasi dan persamaan di depan hukum yang hams dimiliki setiap masyarakat untuk 

bisa secara pantas disebut demokrasi. Demokxasi mempunyai arti penting bagi 

masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi ini hak masyarakat 

untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu hampir 

semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan 

posisi penting bagi rakyat, kendatipun secara operasional implikasinya di berbagai 

negara tidak sama. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian. 

bahwa pada tingkat terakhir, rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah 

pokok yang mengenai kehidupannya, termas~ik dalam menilai kebijaksanaan negara, 

oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kebidupan rakyat. 

Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan 

kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut orgacisasi ia berarti suatu 

pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atas persetujuan rakyat 

karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalarn teori Henry B. Mayo, dalam " An 

Introduction to Democratic Thecry " ( 1  960), mcnyatnkan : 

" A democratic political system is one in which public polilicies are made on 
a majority basis, by representation subject to eflective popular control at 
periodic elections which are conductea' on the principle of political equality 

8 9  22 and under conditions or political Reedom . 

(Sistem politik demokratis adalah sistem j,ang menunjukkan bahwa kebijakan 

umum ditent'bkan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif 

oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesama- 

22). Franz Magnis Suseno, Mencari Sosok Dernokrasi, Grarnedia Pustaka Utama, Jakarta, 
1997, hal. 162 



an politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik). Dalam 

teori demokrasi, suatu negara dianggap settagai negara demokrasi apabila dalam 

negara itu ada pemilihan umum, ada pemerintah yang bertanggungjawab 

(responsibility government), ada kebebasan berse1.i kat, ada kebebasan men yatakan 

pendapat dan ada peradilan yang tebas dan tidak memihak. Dalam teori Henry B. 

Mayo, demokrasi di dasari oleh nilai-nilai yang positif dan mengandung unsur-unsur 

moral universal, yang tercermin dari : 

1) Penyelesaian perselisihan dengan damai d m  melembaga; 
2) Menjamin terselenggarakannya perubahan secara damai dalam suatu 

masyarakat yang sedang berubah; 
3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur; 
4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum; 
5) Mengakui serta menganggap w ~ j a r  adanya keanekaragaman dalam 

masyarakat, yang tercermin dalam keanekaragaman dalam masyarakat, 
yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta 
tingkah laku; dan 

6) Menjaminn tegaknya keadilan; 
7) Yang paling baik dalam majukan ilmu pengetahuan; 
8) Kebebasan; 
9) Adanya nilai-nilai yang dihassilkan oleh kelemahan-kelemahan sistem 

yang lain. 

Untuk memperkaya pemahaman kita tentang demokrasi, patut dikutip 

pendapat Samuel Huntington, yang menyatakan, " Sebuah sistem politik disebut 

demokratis bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu 

dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dan di dalam sistem itu 

para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk 

dewasasa berhak memberikan suara ". Dari ilustrasi diatas, terdapat banyak sekali 

teori tentang demokrasi yang sudah diruniuskan oleh para penulis, sehingga Robert 

Dahl, dalam bukunya, " A Preface to Democratic Theory " (1956) menyatakan, " 



... there is no democratic theory-there arc? only democratic theories ". Namun 

demikian para penulis bersepakat bahwa sistem demokrasi itu didasarkan atas dua 

konsep dasar, yaitu kebebasanlpersamaan fieedom/equaIityl dan kedaulatan rakyat 

(people souvereignty). Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi diatas dibutuhkan 

lembaga-lembaga politik, yang oleh Robert A Dahl dalam bukunya, " On democracy 

" disebutkan ada enam lembaga, yaitu : 

I)  Para pejabat yang dipilih; 
2) Pemilihan umum yang bebas, adil dan berkala; 
3) Kebebasan berpendapat; 
4) Sumber informasi altematif; 
5) Otonomi asosiasional; 
6, Hak kewarganegaraan yang ir~klusif .~~ 

Berdasarkan prinsip kebebasanlpersamaal~ dan kedaulatan rakyat sebagai 

parameter dem.okrasi, maka tak dapat disangkal bahwa Indonesia menganut sistem 

demokrasi. Implementasi teori demokrasi secara nyata dapat kita jr~mpai pada 

Pancasila dan UUD 1945. 

4. Teori Konstitusi 

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis " constituer " yang berarti 

membentuk. Dalam konteks ketatanegaraan iailah konsti tusi maksudnya ialah 

pembentukan suatu negara atau menyusun dan n~enyatakan suatu negara. Sementara 

itu istilah Undang-Undang Dasar adalah terjemahan bahasa Belanda Grondwet 

(grond = dasar + wet = Undang-undang) dan bahasa Jerman Grundgesetz (Grund = 

dasar + gesetz = Undang-undang). Di Belanda di samping istilah Grondwet ada pula 

istilah contitutie. Sedang dalam bahasa Inggris dikenal " contitution " Dalam konteks 

penelitian ini penulis membatasi pengertian konstitusi tersebut pada pengertian yuri- 
-- .. - --.- - - - .. - - - 
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dis, yakni bahwa konstitusi adalah suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara 

dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara.24 Uengan mengacu pada pengertian 

ini,maka tidak dapat lain artinya menyamakan konstitusi dengan Undang-Undang 

Dasar. Konstitusi sebagai naskah tertulis (UUD?, dalam konteks paham negara 

modern memang suatu keharusan karenanya ia tak boleh tertinggal atau senantiasa di 

upayakan relevansinya (up to date) oleh para penyelenggara negara. Dalam setiap 

negara hukum, materi hukum itu sendiri kiasanya dituangkan dalam bentuk 

tertentu dengan struktur tertinggi berupa konstitusi yang dikenal dengan Undang- 

Undang Dasar, baik yang dituangkan dalam dokumen hukum yang tertulis (written 

constitution) maupun tidak tertulis (unwritten constii ution). 

Adapun definisi konstitusi menurut James Bryce dan C.F. Strong, yang 

menganut paham modern lebih cenderung menyamakan pengertian konstitusi dengan 

Undang-Undang Dasar. Bagi mereka yang terpentirlg adalah mengenai isi atau 

substansi materi dari konstitusi itu sendiri. James Bryce, sebagaimana dikutip C.F. 

Strong, menyatakan konstitusi adalah, " a pame of political sosiety, organised 

through und'by law, that is to say one in which law has established permanent 

institutions with recognisedfinctions and defmite rights ". '' Dari uraian C .F. Strong 

ini dapat dirumuskan bahwa isi konstitusi dalam suatu kerangka negara yang 

terorganisir dengan dan melalui hukum, dalam ha1 ini hukum menetapkan : (1). 

Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga pegara yang permanen; (2). Fungsi 

24)Solly Lubis, Ketotonegoroon Republik Zndoncsio, Cetakan Pertarna, Mandar Maju, 
Bandung, 1998, ha]. 15 

25. C.F. Strong, Modern Politico1 Cionstitution, Sidgwick, London, 1960, hal. 221 



dari alat-alat kelengkapan; (3) Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan. Isi atau materi 

konstitusi menurut C.F. Strong ini cukup singkat, namun di bagian lain beralasan, 

kalau materi muatan konstitusi terlalu banyak (terdiri dari banyak pasal yang 

mengatur materi pokok dar~ penting), maka kalau ada perubahan dalam masyarakat 

terpaksa diadakan perubahan konstitusi tersebut, walaupun menurut pasal-pasal 

konstitusi itu menyatakan sulit untuk mengadakan perubahan (konstitusi yang bersifat 

rigid). Sebaliknya, kalau materi muatan konstitusi itu hanya yang pokok-pokok saja 

maka konstitusi tersebut selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan 

jaman. 

Lebih lanjut, Bryce menyatakan, bahwa konstitusi dapat diartikan pula 

sebagai kumpulan peraturan yang berisi tentang kekuasaan pemerintah; hak-hak 

mereka yang diperintah, dan relasi antara keduanya (pemerintah dan rakyat). 

Sedangkan menurut Hans Kelsen, konstitusi negara biasa juga disebut sebagai, " 

hukum fundamental " negara, yaitu dasar dari tata hukum nasional. Konstitusi secara 

yuridis, dapat pula bermakna norrna-nonna yang mengatur proses pembentukan 

Undang-undang, disamping mengatur pembenrukan dan kompetensi dari organ-organ 

eksekutif dan yudikatif. 

Dalam pada itu, K.C. Wheare membedakan konstitusi dalam arti luas (il~ider 

sense) dan konstitusi dalam arti sempit (narmwer sense). Yang dimaksud dengan 

Wider sense, adalah keseluruhan sistem pemerintahan dari suatu negara berupa 

kumpulan aturan yang menetapkan dan mengatur tentang pemerintahan. Sedangkan 

pengertian narrower sense, yaitu sekumpulan aturan hukum yang mengatur 

pemerintahan dari suatu negara yang disusun dalam suatu naskah atau satu dokumen 



formal. Harnpir di setiap negara kecuali Inggris tegas K.C. Wheare, istilah konstitusi 

digunakan dalam artian yang sempit. Jstilah konstitusi tidak dimaksudkan dalam 

pengertian sebagai kumpulan seluruh aturan lcgal dan non legal, tetapi lebih kepada 

seleksi seluruh aturan yang ada yang kemudian dtuangkan dalam sebuah dokumen 

atau beberapa dokumen yang saling berkaitan. Karma itu menurut K.C. Wheare isi 

dari suatu konstitusi itu adalah, " The very minimum, and that minimum to be rules of 

law. One essentiul characteristic of the ideally best from of constitution is that it' 

should be a short a ~ ~ o s s i b l e : ~ ~  

Tetapi yang minimum dan merupakan ketentuan hukum itu menurut Sri 

Soemantri, konstitusi hams berisi tiga ha1 pokok yaitu : Pertama, adanya jaminan 

terhadap hak-hak asasi manusia, Kedua, ditetipkannya susunan ketatanegaraan suatu 

negara yang bersifat fundamental, Ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas 

ketatanegaraan yang juga funda~nental.~' Lebih tegas seperti ditulis Cheryl Saunder, 

konstitusi substansinya adalah : .Pertnma, mengatur secara tegas prinsip-prinsip 

lembaga pemerintahan (the principles of government) di negara kita dalam ha1 ini 

adalah eksekutif. Kedua, isi dari suatu konstitusi sungguh-sungguh merupakan simbol 

yang signifikan terhadap supremasi hukum dan keadilan. Ketiga, dalam rangka 

metode penegakannya (the method of enforcement), seberapa jauh hak uji terhadap 

Undang-undang diatur dalarn UUD tersebut. Teori atau doktrin konstitusi secara 

esensial mengandung makna pembatasan kekuusaan pemerintahan dan perlindungan 

26). K.C. Wheare, Modern Constitution, Oxford University Press, 1966, hal. 187 
27).~ri Soernantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Alwnni, 

Bandung, 1977, hal. 83 



hak-hak rakyat dari tindakan-tindakan sewenang-wenang pemerintah, terutama yang 

menyangkut hak asasi atau hak dasar rakyat. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap 

kekuasaan bagaimanapun kecilnya cenderung klorup. Oleh karena itu perlu 

mekanisme untuk membatasi dan mengontrolnya. melalui institusi hukum, yakni 

konstitusi. Itulah sebabnya mengapa ada yang berpendapat, konstitusi diadakan to 

make afresh start. 

Dalam kaitan ini, patut disimak pikiran Soedjatmoko, di dalam sidang 

konstituante pada saat membahas soal usulan berlakunya kembali UUD 1945, 

menurutnya fungsi sebuah UUD adalah : (1>1 menetapkan batas-batas kekuasaan 

negara terhadap warga negaranya dan juga hak-hak warga negara terhadap negara. (2) 

untuk men,etapkan struktur organisasi negara. dan (3) untuk menetapkan tujuan- 

tujuan sosial yang harus dicapai oleh negara sebagai lembaga. Sementara itu 

mengenai materi yang hams menjadi muatan konstitusi, menurut J.G. Steenbeek pada 

umumnya berisi tiga ha1 pokok, yaitu : (1) adc.nya jaminan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia dan warga negara. (2) ditetapkannya susunan ketatanegaraan 

suatu negara yang bersifat fundamental. dan (3) adanya pembagian dan pembatasan 

tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundam~;ntal.~~ 

Jika kita cermati ajaran sistenl konstitusi (constitutionalism) ini, maka hampir 

mustahil, kita menjumpai suatu negara di dunia saat ini yang tidak menerapkan 

sistem konstitusi, tidak terkecuali negara RepubCik Indonesia. Oleh karena negara dan 

konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang 

'*).~ahlan Thaib, et.al, Teori Hukum dun Konsritusi, Jakarta, Raja Grafindho Persada, 
Cetakan Pertama, 1999, hal. 68 



lain. Bahkan ditetapkannya konstitusi ke~nudian setelah adanya negara atau 

sebaliknya, tidak berarti dapat dipisahkannya kedua institusi tersebut. Kalau 

dihubungkan dengan konstitusi Indonesia sekarang ini, terlihat isi atau materi muatan 

yang diisyaratkan oleh K.C.Wheare dan C.F. Strong lebih dianut oleh UUD 1 9 4 5 . ~ ~  

Dianutnya faham konstitusionalisme dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia 

dapat kita jumpai pada bagian Penjelasan UUD 1945 angka Romawi I1 dengan judul 

sistem konstitusionil (sebelum amandemen UUD 1945). Di sana dinyatakan bahwa, " 

pemerintahan herdnsar atas sistem konstitusional (hukum dasar), dan tidak bersifat 

absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). 

5. Teori Pengawasan 

Istilah " pengawasan " dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, 

karena memang ia merupakan salah satu dari beberapa fungsi manajemen. Maka, 

wajar kiranya, apabila pengertian tentang istilah ini lebih banyak diberikan oleh ilmu 

ekonomi khususnya manajemen daripada ilmu h ukum. Soekarno K, mendefinisikan 

pengawasan sebagai proses yang menentukan tenlang apa yang hams dikerjakan, agar 

apa yang diselenggarakan sejalan dengan ren~ana.~' M. Manulang, memberikan 

pengertian pengawasan sebagai proses nlenetapkan pekerjaan apa yang sudah 

dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semu~a.~' 

29) .~sep Ranuwijaya, Hukum Tata Negara, Dasa~Dasnrnya, Ghalia Indah, Jakarta, 1983, ha]. 
115 

30).~oekamo K, Dasa+Dasar Manajemen, Penerbit Miswar, Jakarta, 1968, hal. 107, yang dikutip 
dalam Fictor M. Siturnorang dan Jusuf Juhir, h p e k  Hukum Pengawasan Melekat Ddam 
Lingkungan Aparatur Pemerintahan, PT.Rineka Cipta, J:ikarta, 1994, hal. 20 

3 ' ) . ~ .  Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 199'7, ha1 136. 



Sementara itu, George R. Terry, menitikberatkan pengawasan pada tindakan 

evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil 

tersebut sesuai dengan rencana, maka ia dilakukan pada akhir suatu kegiatan setelah 

kegiatan tersebut menghasilkan ~ e s u a t u . ~ ~  Sedangkan dari definisi yang diberikan 

oleh Henry Fayol, dapat diketahui bahwa hakekat pengawasan adalah suatu tindakan 

menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan. Dengan pengawasan itu akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang 

kemudian dapat diperbaiki dan yang lebih penting lagi, jangan sampai kesalahan 

tersebut terulang k e m b a ~ i . ~ ~  

Dari beberapa pengertian tersebut, dan juga pengertian-pengertian dari sarjana 

yang lain: dapat diketahui, meskipun nampaknya berbeda-beda akan tetapi pada 

intinya sama, bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa suatu aktifitas tertentu 

dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan dan bahwa 

pengawasan itu dapat dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung sebagai 

tindakan korektif sehingga langsung dapat melumskannya ataupun pada saat setelah 

berakhirnya suatu kegiatan sebagai tindakai? evaluatif. Hanya saja, pengertian 

pengawasan yang dimaksudkan di sini tidak hanya terbatas pada pengertian 

pengawasan sebagai salah satu fingsi manajemen yang menjadi salah satu tugas 

setiap pimpinan sebagaimana dijelaskan di atas, akan tetapi meliputi juga kegiatan 

yang dimaksudkan sebagai pengawasan yang juga dilakukan oleh masyarakat. Dewan 
-- . - -- -. . .. - 

32). Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuataa Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata 
Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1992, ha1.36 

33). Ibid, ha], 37. 



Penvakilan Rakyat dan lembaga pengadilan untuk menilai apakah tindakan atau 

aktifitas lembaga eksekutif itu sesuai dengan hukum atau tidak. Jadi, kalau di atas 

dikatakan bahwa, pengawasan itu dimaksudkan agar kegiatan sesuai dengan 

rencanalketentuan, maka rencanaketentuan itu tidak hanya dipaharni sebagai isi 

dalam perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen, tapi juga berupa hukum, 

baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kalaupun maksudnya adalah isi 

perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen, maka itupun harus dipahami 

sebagai bagian dari hukum. Adapun pembagian d:m macam-macam pengawasan. 

dapat dilakukan dengan melihatnya dari beberapa segi, seperti waktu pelaksanaan, , 

secara langsung atau tidak, bidang pengawasannya aan subjek pelaksanaannya. 

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang 

Pedoman Pengawasan disebutkan adanya dua maczm pengawasan, yaitu pengawasan 

melekat dan pengawasan fungsional. Sedangkan dalam lnstruksi Presiden Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat 

dicantumkan empat macam pengaurasan yaitu : pengawasan melekat, pengawasan 

fungsional, pengawasan masyamkat dan pengawasan legislatif. 

Mengacu pada pengawasan sebagaimana disebutkan di atas, maka 

berdasarkan UCTD 1945 sebelum dan seslidah peiubahan, sesungguhnya masih 

' 

. terdapat dua macam pengawasan yang belum dicantumkan dalam kedua Inpres 

tersebut, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 

23 ayat (5) sebelum perubahan dan Pasal 23 (huruf E-G) setelah perubahan UUD 

1945 dan pengawasan oleh kekuasaan kehakiman (Pasal 24 dan 25). Dengan 

demikian, dilihat dari subyek pelaksanaannya terdapat enam macam pengawasan 



yaitu pengawasan melekat, pengawasan f'ungsional, pengawasan masyarakat, 

pengawasan legislatif, pengawasan oleh Badall Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan 

oleh kekuasaan kehakiman. Berikut ini secara singkat akan diuraikan masing-masing 

pengawasan tersebut : 

1. Pengawasan Melekat 

Adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengadilan yang terus- 

menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadzp bawahannya, secara preventif atau 

represif agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan 

efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Jadi pengawasan melekat meruyakan salah satu fungsi manajemen yang 

hams dan terus dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahannya. 

2. Pengawasan Fungsional 

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh sprat pengawasan secara fungsional 

intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilakukan terhadap pelaksanaan 

tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dari Inpres Nomor 15 

Tahun 1983 dapat disimpulkall bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan 

yang dilakukan oleh para aparat yang diadaken khusus untuk membantu pimpinan 

dalam menjalankan fungsi pengawasan lingkungan organisasi yang menjadi 

tanggungjawabnya. Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Inpres Nomor 15 Tahun 1983, 

subyek (aparat) yang melaksanakan pengawasan fungsional adalah : (1) Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembanguilan (BPICP), (2) lnspektorat Jenderal (Itjen) 

Departemen, Aparat Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemedlnstansi 



Pemerintah lainnya, (3) (Itwilprop) dan (4) Inspektorat Wilayah Kabupaten/ 

Kotarnadya (Itwilkabrko). BPKP yang di atur dalam Keppres Nomor 3 1 Tahun 1983, 

dibentuk untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pengawasan umm atas 

penguasa dan pengurus keuangan dan dalam melaksanakan pengawasan 

pembangunan yang menjadi tanggungjawab presiden. Apabila di tingkat pemerintah 

ada BPKP, maka di tingkat departemen dibentuk Itjen yang di atur dalam Keppres 

Nomor 44 Tahun 1974 untuk membantu materi dalam menyelenggarakan 

pengawasan umum atas segala aspek pelaksanllan tugas yang menjadi tanggung 

jawab materi ...., berbeda dengan BPKP yang hanya membantu melaksanakan 

pengawasan atas keuangan dan pembangunan. 

Adapun Itwilprop (di atur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

219 Tahun 1979) merupakan aparat pengawasan fungsional tingkat propinsi dan 

Itwilkab (di atur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1979) 

merupakan aparat pengawasan fungsional yang paling rendah tingkatannya yaitu di 

tingkat KabupatenKotamadya. 

3. Pengawasan Pdasyarakat 

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan 

dengan cara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan 

berupa sumbangan pemikiran, saran, gagasan, :$tau keluhanlpengaduan yang bersifat 

membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media. Apabila 

dihubungkan dengan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, maka 

pengawasan masyarakat dapat juga dimaksudkan untuk membantu dan melengkapi 

keduanya. 



4. Pengawasan Legislatif 

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh lenlbaga penvakilan rakyat (Seperti : 

DPR, DPRD, DPD sekarang) terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas 

umum pemerintah dan pembangunan. 

5. Pengawasan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 sebeluln perubahan menyatakan : " Untuk 

memeriksa tanggung jawab tentang Iceuangan negara diadakan suatu Badan 

Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil 

pemeriksaan it11 diberitahukan kepada Dewan Penvakilan Rakyat ". Undang-Undang 

yang dimaksud itu adalah W Nomor 511 973. Menurut UU ini, Bapeka berkedudukan 

sebagai sebuah lembaga tinggi negara yang bertugas memeriksa tanggungjawab 

keuangan negara. Tugas pokok Bapeka adalah metrieriksa (1) tanggung jawab tentang 

keuangan atau kekayaan negara dan (2) semua pelaksanaan APBN, APBD, Anggaran 

BWMN dan anggaran BUMD berdasarkan atas ketentuan Undang-undang. 

Selanjutnya Bapeka berkewajiban untuk memberitahukan : (1) hasil pemeriksaannya 

kepada DPR dan pemerintah dan (2) perbuatan yang merugikan keuangan negara 

kepada pemerintah dan khusus persoalan pidnna kepada kepolisiankejaksaan. 

6. Pengawasan dan Kekuasaan Kehakiman 

Kekuasaan kehakiman di atur dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945 dan 

ditindaklanjuti dengan UU Nomor 1411970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan 

Kehakiman Jo IJIJ Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU 

Nomor 14/1985 Jo UIJ Nomor 5 'T'ahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Dari 

bcbcrapa pcraturan pcrundang-wndangan tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan 



yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman terhadap lembaga eksekutif dapat melalui 

a) Lembaga Peradilan, baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi, 

terutama Peradilan Tata Usaha Negara yang menurut UU yang 

mengaturnya yaitu LRJ Nomor 511986, kompetensi absolutnya adalah 

memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara, yaitu Sengketa 

antara orang (individu atau badan hukum perdata) dengan BadanIPejabat 

Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. 

b) Judicial Review atau hak uji :materiil oleh MA. Menurut UU Nomor 

1411970, Jo UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan 

UU Nomor 1411985, Jo UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

UU Nomor 14 Tahun 1985 teniang Mahkamah Agung, MA memiliki hak 

uji material yakni kewenangan untuk menyatakan tidak sah terhadap 

peraturan yerundangan yang lebih rendah daripada undang-undang atas 

alasan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. 

Hanya saja, putllsan tersebut hanya dapat diambil dalam pemeriksaan 

tingkat kasasi dan pencabutan peraturan perundangan yang dinyatakan tak 

sah tersebut dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. 

6. Lembaga-Lembaga Negara 

Kedaulatan rakyat (democratic) Indone~ia itu diselenggarakan secara 

langsung dan melalui sistem penvakilan. Secara langsung, kedaulatan rakyat itu 

diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yang tercerrnin dalam lembaga negara yang 

bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan 



Rakyat (DPR) dan Dewan Penvakilan Daerah QDPD), Presiden dan Wakil Presiden 

dan Mahkamah Agung yang terdiri dari Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. 

Dalam menentukan kebijakan pokok pemerintahan dan mengatur ketentuan-ketentuan 

hukum berupa Undang-Undang Dasar dan Undang-undang fungsi ZegislatiJ, serta 

dalam menjalankan fungsi pengawasan @ngsi control) terhadap jalannya 

pemerintahan, pelembagaan kedaulatan rakyat itu disalurkan melalui sistem 

perwakilan, yaitu melalui lembaga parlemen dua kamar (bikumeral) yang terdiri dari 

Dewan Penvakilan Rakyat dan Dewan Penvakilan Daerah. 

Di daerah-daerah provinsi dan kabupatenkota pelembagaan kedaulatan 

rakkyat itu juga disalurkan melalui sistem penvakilan yaitu melalui Dewan 

Penvakilan Rakyat Daerah. Prinsip kedaulrtan yang berasal dari rakyat sebelum 

adanya perubahan UUD 1945, hanya diwiudkan oleh lembaga Majelis 

Permusyawaratan Rakyat yang merupakan lembaga penjelmaan seluruh rakyat, 

pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat dan yarig mengakui sebagai lembaga tertinggi 

negara (lembaga suprematif dan konstitutif) dengall kekuasaan yang tidak terbatas. 

Dari Majelis iriilah, kekuasaan rakyat ~ t u  dibagi-bagikan secara vertikal ke 

dalam lembaga-lembaga tinggi negara yang bei-ada dibawahnya. Karena itu prinsip 

yang di anut disebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan (Divisio or Distribution of 

Power). Akan tetapi dalam UUD 1945 pasca perubahan I-IV, kedaulatan rakyat itu 

ditentukan dan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (Separation 

of Power) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga- 

lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan 

prinsip checks and balances. Cabang kekuasaan lembaga legislatif tetap berada di 



Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi Majelis ini terdiri dari dua lembaga 

perwakilan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya yaitu DPR dan DPD. 

Untuk melengkapi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan tersebut, di samping lembaga 

negara legislatif, dibentuk pula lernbaga negara Badan Pemeriksa Keuangan yang 

mempunyai kekuas,mn inspekstifleksaminatif untuk memeriksa keuangan negara. 

Cabang kekuasaan lembaga eksekutif berada ditangan Presiden dan W akil presiden. 

Untuk memberikan nasehat dan saran kepada presiden dan wakil presiden, dibentuk 

pula lembagddewan penasehat presiden yang mana di atur dengan Undang-undang, 

d m  lembagddewan penasehat presiden ini merupakan pengganti dari lembaga negara 

penasehat sebelumnya yang pernah ada yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA) 

yang sudah dibubarkanldilikuidasi. 

Sedangkan cabang kekuasaan kshakiman atau yudikatif dipegang oleh 

lembaga negara Mahkamah Agung yang terdiri dari lembaga tinggi negara 

Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Itulah beberapa lembaga-lembaga negara 

yang masih eksis pasca perubahan UUD 1945 yang meliputi MPR yang terdiri dari 

(DPR dan DPD), kemudian ada juga lembaga negara lainnya seperti Presiden d m  

Wakil Presiden, BPK, MA yang terdiri dari Mahkamah Konstitusi dan Komisi 

Yudisial yang kesemuanya merupakan lernbaga tinggi negara yang mempunyai 

kedudukan setaraflsejajar satu sama lain dalaln sistem ketatanegaraan Indonesia 

sekarang ini pasca perubahan UUD 1945 dan tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi 

negara yang dulunya pernah dipegang oleh MPK. RPK sebagai badan yang aktivitas 

pokoknya melaksanakan pemeriksaan justru menggunakan secara bersama kata 

pemeriksaan dengan pengawasan. Perlu diketahui bahwa pemeriksaan dalam bahasa 



Inggris disebut audit. Istilah ini digunakan untuk rnenghindari sulimya mencari 

. batasan dari kata pemeriksaan. Di dalam " Concise Hetitage Dictionary ", audit 

diartikan, " corection of records or accounts, ori examination, an examined and 

veriJed accounts ". Kata pemeriksaan seringkali digunakan secara bersama dengan 

kata pengawasan (controllin&. Pemeriksaan di selenggarakan dalarn rangka 

melakukan kegiatan pengawasan karena kedua kegiatan ini sukar dipisahkan. 

Pengawasan pada dasarnya dimaksudkan untuk meneliti apakah pekerjaan yang telah 

diprogramkan berjalan sesuai dengan yang telah d i t en t~kan .~~  

Sedangkan pemeriksaan adalah tindakan membandingkan mengenai ha1 yang 

telah dikerjakan menurut kenyataan dan yang seharusnya. Pengawasan keuangan 

negara pada umumnya dititikberatkan pada penguasaan dan pengurusan. Perr~eriksaan 

keuangan negara dilakukan atas dasar peiaturan yang ditetapkan dengan Undang- 

undang, berarti pemeriksaan dilakukan menurut hukum-hukum pemeriksaan yang 

berlaku. Menurut BPK pemeriksaan meliputi pemeriksaan atas pengurusan keuangan 

serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemeriksaan atas 

efisiensi serta kehematan dan pemeriksaan atas etektifitas pencapaian hasil atau 

manfaat yang di harapkan . 

Berdasarkan uraian diatas ini, tampaklah bahwa BPK adalah suatu badan yang 

tugasnya lebih menitikberatkan kepada tindakan yang bersifat represif, yaitu 

pelaksanaan pemeriksaan dilakukan mengenai hal-ha1 yang telah dipertanggung- 

jawabkan. Secara teoritis segala pendapatan dan pengeluaran negara harus diper- 

- 

34) Philipus M Hadjon, Beberapa Masaluh Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut 
UUD Tahun 1945 Suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan, L)jumali, Surabaya, 1982, hat. 164 



tanggungjawabkan kepada rakyat lewat wakil-wakilnya di DPR. Pertanggungjawaban 

keuangan itu dinilai dari dua segi yaitu apakah pznggunaan anggaran telah mencapai 

manfaat yang dituju oleh anggaran itu (doelmat&) apa belum dan apakah penggunaan 

anggaran telah sesuai dengan peraturan undang-undang (rechtmatig;) atau belum. 

Dengan demikian, sebelum menjadi UU, RAPBN diteliti oleh DPR dengan bantuan 

DPD, sedangkan sesudah menjadi UU APBN, DPR mendapat dukungan BPK dalam 

rangka tugasnya sebagai lembaga pengawasan eksternal terhadap pemerintah. 

Dukungan BPK kepada DPR berupa pemberitahuan hasil pemeriksaan tentang 

tanggungjawab keuangan negara akan memungkinkan DPR dapat secara afektif 

mengawasi jalannya pemerintahan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. 

Memang sesuai fungsinya sebagai lembaga pemeriksa keuangan, Badan 

Pemeriksa Keuangan ini pada pokoknya lebih dekat dengan fungsi parlemen. Karena 

itu, hubungan kerja Badan Pemeriksa Keuangan dan parlemen makin di pererat. 

Bahkan dapat dikatakan bahwa Badan Pemeriksa. Keuangan itu adalah mitra kerja 

yang erat bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengawasi kinerja pemerintahan, 

khususnya yang berkenaan dengan soal-soal keuangan dan kekayaan negara. 

Pemilihan, pengangkatan d3n pemberhentian anegota dan pimpinan BPK hendaklah 

dilihat sebagai kewenangan DPR.~' Karena itu, pencalonan anggota BPK haruslah 

datang dari DPR untuk kemudian ditetapkan oleti Presiden. Di samping itu, mitra 

kerja BPK yang semula hanya DPR di tingkat pusat telah dikembangkan juga ke dae- 

rah-daerah. Sehingga, laporan hasil pemeriksaan BPK itu tidak saja harus disampai- 

35)..~agir Manan, Perkembangan UUD 1945, FH ULl Press, Yogyakarta, 2004, hal. 74-75 



kan kepada DPR, tetapi juga kepada Dewan Perwakilan Daerah dan juga kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik tingkat Provinsi maupun tingkat 

Kabupateaota. Mengingat bahwa objek pern1:riksaan Badan Pemeriksa Keuangan 

itu tidak hanya ierbatas pada pelaksanaan atau realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN), tetapi juga Anggarari Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Oleh sebab itu, pembentukan dan pengangkatan anggota Badan Pemeriksa 

Keuangan ditentukan oleh Dewan Penvakilan Rakyat yang mencalonkan dan memilih 

anggotanya untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pengawasan dan 

pemeriksaan keuangan dan kekaymn negara yang bersifat eksternal yang dilakukan 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan bebas dari pengaruh pemerintah dan lembaga 

negara lainnya. 

Perlu diketahui bahwa pembagian pengawasan ini dapat dilakukan dengan 

melihatnya dari beberapa segi, seperti waktu pelaksanaan, secara langsung atau tidak, 

bidang pengawasannya dan subjek pelaksanmya. Dalam ketatanegaraan Republik 

Indonesia khususnya dewasa ini, ternyata aktiiitas pemeriksaan keuangan umumnya 

juga dilakukan oleh aparat intern eksekutif. Instansi yang melakukan pemeriksaan 

dimaksud secara yuridis melakukan tugas dan vvewenang pengawasan. 

Akan tetapi dalam rangka melaksanakan pengawasan itu ternyata juga 

melakukan pemeriksaan. Aparat intern pemerintah (eksekutif di maksud diantaranya 

adalah BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), Inspektorat 

Jenderal/Unit Pengawasan Lembaga, Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat Propinsi 

dan KabupatenKota dan Eksekutif selaku penyelenggara rumah tangga negara yang 

tentunya berwenang melakukan pengawasan sendiri :erhadap aparat pelaksananya. 



Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang 

Pedoman Pengawasan disebutkan adanya dua macam pengawasan, yaitu pengawasan 

melekat dan pengawasan fungsional. Sedarlgkm dalam Instruksi Presiden Republik 

Indonesia Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat) 

dicantumkan empat macam pengawasan yaitu, pengawasan melekat, pengawasan 

fungsional, pengawasan masyarakat dan pengawasan legislatif. Mengacu pada 

pengawasan sebagaimana disebutkan ULTD 1945, sesungguhnya masih terdapat dua 

macam pengawasan yang belum dicantumkan dalam kedua Inpres tersebut, yaitu 

pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23 ayat (5) 

sebelum diamandemen) dan pengawasan oleh kekuasaan kehakiman (Pasal 24 dan 

25). Penegasan sifat pengawasan eksternal (exsternal audit) ini sangat penting untuk 

membedakannya dari tugas-tugas internal audit oleh badan pemerintah ~ e n d i r i . ~ ~  

Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas Badan Pemeriksa Keuangan ini 

benar-benar bebas dari campur tangan lernbaga-lembaga negara lainnya yang dapat 

menyebabkan pelaksanaan tugasnya tidak mandiri dan tidak independen. Pengertian, 

" satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri ", di sini berkaitan erat 

dengan fungsi external audit atas keuangan dan kekayaan negara. Sedangkan Badan 

Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjalankan fungsi internal audit 

cabang kekuasaan penlerintah, dan lebih khusus lagi organ Inspektorat Jenderal setiap 

departemen pemerintahan menjalankan fungsi internal audit dalam instansi departe- 

mennya masing-masing. Untuk alasan efisiensi, sebenalnya bisa saja BPKP dibubar- 

36).~uhammad Ridhwan Indra, Kedudukan Lembal:a-Lembaga Negara dun Hak Menguji 
Menurut UUD 1945, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hal. 1 12-1 1 3 



kan, tetapi hakikat kerjanya memang tidak seharusnya bersifat overlapping dengan 

BPK yang memang lebih berfungsi sebagai " external auditor ". Dalam Pasal 23E 

huruf (3) (Pasca perubahan) dinyatakan bahwa, " hasil pemeriksaan tersebut di 

tindaklanjuti oleh lembaga perwakilan danlatau badan sesuai dengan Ilndang-undang 

". (hasil perubahan ketiga WID 1945 Pasal23). ICata, " badan sesuai dengan Undang- 

undang ", dalam ayat ini perumusannya dapat dinilai kurang t ep~ t ,  karena tidak jelas 

maksudnya. Misalnya dapat dipersoalkan ~pakah yang dimaksudkan itu adalah badan 

perwakilan sehingga tepat dirumuskan dengall kalimat, " lembaga perwakilan 

danlatau badan sesuai dengan Undang-undang ". 

Sebenamya, temuan BPK dapat ditindaklanjuti oleh DPR atau DPRD sesuai 

dengan tingkatannya, ataupun oleh badan-badan a t a ~  aparatur penegak hukum seperti 

kepolisian dan kejaksaan untuk menindaklanjutinya dengan pemeriksaan " pro 

justisia ". Karena itu, rumusan ayat ini seharusnya di baca sebagai, "...lembaga 

perwakilan danlatau badan lain sesuai dengan Undang-undang ".37 

Begitu juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 23F ( I )  yang menyatakan, " 

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan di resmikan oleh 

Presiden " (hasil perubahan ketiga). (2) " Pi~npinati Badan Pemeriksa Keuangan 

dipilih dari dan oleh anggota " (hasil perubahan ketiga). Melihat kedua ayat tersebut 

di atas terlihat di sini tidak ditentukan siapa yang men~ajukan usulan nama calon ang- 

gota BPK untuk dipilih oleh DPR. Namun, karena hakikat kedudukan, peran dan fu- 

37). Sumali, Reduksi Kekuasaan EksekutiJ di Bidang Peraturan Pengganti UU (Perpu), 
Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hal. 73 



ngsi BPK ini terkait erat dengan hngsi pengawasar. oleh DPR, maka sangat wajar 

jika ditafsirkari bahwa yang seharusnya mengambil inisiatif untuk mengajukan calon 

anggota BPK itu adalah DPR sendiri, melalui mekanisme internalnya berdasar 

peraturan tata tertib DPR. Dengan demikian, dalam pelaksanaan tugas peran dan 

hngsinya, Badan Pemeriksa Keuangan di jamin tidak dapat di pengaruhi oleh badan- 

badan pemerintah yang justru akan menjadi objek pemeriksaan oleh badan ini. Di 

samping itu, hasil-hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan itu, untuk hasil 

pemerintah pusat, harus disampaikan kepada Dewan Penvakilan Rakyat dan Dewan 

Penvakilan Daerah, dan kepada Dewan Penvakilan Rakyat Daerah untuk hasil 

pemeriksaan daerah. Maksudnya ialah agar temuan-temuan hasil pemeriksaan oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan itu dapat dijadi"xan bahan pengawasan dengan sebaik- 

baiknya\ oleh Dewan Penvakilan Rakyat dan Uewan Penvakilan Daerah, serta di 

tindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh Dewan Penvakilan Rakyat dan aparatur 

penegakan hukum serta badan-badan peradilar~ yang menjalankan kekuasaan 

kehakiman (~udikatif).~* 

Badan Pemeriksa Keuangan ini berkedudukan di ibukota ncgara dan memiliki 

penvakilan di ibukota provinsi. Dengan strukturnya yang menjangkau sampai ke 

daerah-daerah, maka diharapkan nantinya Badan Pemeriksa Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) yang strukturnya selarna ini juga sampai ke daerah-daerah, 

dapat dilebur menjadi penvakilan BPK. Seperti diketahui, sebenarnya BPK dan BP- 

KP sama-sama merupakan aparat pengawasan terhadap keuangan negara. Hanya 

bedanya, BPKP adalah pelaksanaan pengawasan fungsional bidang pembangunan dan 
- - - 
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keuangan yang bertanggungjawab kepada presiden (merupakan pengawasan intern 

pemerintah), sedangkan BPK adalah lembaga tinggi negara yang memang bertugas 

memeriksa keuangan negara dan kemudian hasil-hasilnya di beritahukan ..., bu kan 

dilaporkan .... kepada DPR yang merupakan pengawasan ekstern. Secara demikian, 

kemungkinan akan terjadi tumpang tindih antara pengawasan yang dilakukan oleh 

BPK dan BPKP. Juga terasa menjadikan pengawasan BPK semakin lemah dan 

minim, padahal BPK merupakan pengawas y:mg lebih strategis karena dilakukan oleh 

lem baga tinggi negara yang setingkat dengan lembaga legislati f, eksekuti f dan 

yudi katif 

Maka pengawasan oleh BPK inilah yang semestinya lebih ditingkatkan lagi, 

pating tidak dengan mempertegas batas-batasnya dengan BPKP. Yang lebih penting 

lagi sebenarnya adalah transparansi dan tindak Ian-iut hasil-hasil yang ditemukan oleh 

BPK maupun BPKP. Nampaknya, tindak larljut tersebut masih banyak ditentukan 

oleh mentalitas aparat yang berwenang. F'engawasan yang dilakukan oleh BPKP 

sebenarnya merupakan pengawasan fungsional dilihat dari subjek pelaksanaannya, 

yaitu pengawasan yang dilakukan ole11 aparat pengawasan secara fungsional intern 

pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas 

umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan 

perundang-undangan yang b e r l a k ~ . ~ ~  Sedangkan dari Lnpres Nomor 15 Tahun 1983 

dapat disimpulkan bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan 

oleh para aparat yang diadakan khusus untuk mernbantu pimpinan dalam menjalan- 

39).~adan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (RPKP), Strategi fernberantasan Korupsi 
Nasional, Sekretariat BPKP, Edisi Maret, Jakarta, 1993, hal. 38 



kan fungsi pengawasan lingkungan organisasi yang menjadi tanggung- jawabnya. 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Inpres Nomor ' ;5 Tahun 1983, subyek (aparat) yang 

melaksanakan peilgawasan fungsional adalah : ( I )  BPKP, (2) lnspektorat Jenderal 

(Itjen), Departemen, Aparat Pengawasan Lembaga Pemerintahan Non Departemen1 

Instansi F'emerintah Lainnya, (3) Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop) sesuai 

dengan (KEPMENDAGRI No. 219 Tahun 1979) dan (4) Inspektorat Wilayah 

Kabupa.ten/'Kota.madya (ItmilKabIKo) sesuai dangan (KEPMENDAGRI No. 219 

Tahun 1979). Semuanya merupakan instansi pemeriksaan di lingkungan pemerintah 

(eksekutif). Instansi-instansi pengawasan intern pemerintahan ini juga memeriksa 

pemgurusan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara sebagaimana juga 

dilakukan oleh BPK.~' 

Dualisme pemeriksaan keuangan ini bila dimaksudkan untuk efektifitas dan 

efisiensi pengelolaan keuangan dalam arti bukarl semata-mata untuk menanggulangi 

kerugian negara, maka tidak akan menimhulkan pemborosan baru. Bahkan 

pemeriksaan keuangan oleh aparat intern eksekutif itu justru akan memperluas 

jangkauan pemeriksaan keuangan negara. Tetapi bilamana pemeriksaan dimaksudkan 

ulituk mencari penyimpangan dan kesalahan apxat pengelola, maka yang terjadi 

hanyalah pemborosan tenaga, waktu, dan dana baik bagi pemeriksa mauapun bagi 

pihak yang diperiksa dan pada akhirnya menjadi beban negara. Di lingkungan peme- 

rintah sendiri memang terdapat pula badan atau instansi yang melakukan 

pemeriksaan. Akan tetapi pemeriksaan yang dilakukan khusus tialam rangka penga- 

40). Sudarmin, Pedoman Tentang Pemeriksaan dnn Pengawasan Kas dun Barang Negara, 
CV Gerep Jaya Baru, Jakarta, 1987, hal. 93 



wasan intern eksekutif. Karena itu instansi-instansi tersebut lebih tepat disebut 

sebagai upaya menertibkan pengelolaan keuangan oleh aparat intern organisasi. Lebih 

tepat lagi bila disebut sebagai komponen dari kegiatan managemen organisasi 

eksekutif. Pemeriksaan keuangan oleh BPK selaku pemeriksa ektern pemerintah di 

satu sisi dan pemeriksaan keuangan instansi pemerintah di sisi lain tidaklah berarti 

dapat meniadakan fungsi yang lain. Dengan kata lain keberadaan BPK menjadi 

kurang berarti dalam upaya penegakan ketertiban di bidang pengelolaan keuangan. 

Pemeriksaan keuangan oleh BPK bersumber dari ketentuan konstitusional dalam 

rangka menyelenggarakan pengawasan dan peilgelolaan keuangan negara sedangkan 

pemeriksaan oleh instansi intern pemerintah lebih bersifat managerial organisasi 

eksekutif khususnya dalam kerangka fungsi manajemen yang secara umum disebut 

controling. 

Berkaitan dengan BPKP yang diatur dalam Kepres Nomor 31 Tahun 1983, 

yang mana dibentuk untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pengawasan 

umum atas penguasa dan pengurus keuangan dan dalam dalam melaksanakan 

pengawasan pembangunan yang menjadi tanggungjawab ~res iden.~ '  Apabila di 

tingkat pemerintah hda BPKP, maka di tingkat depwtemen dibentuk Itjen yang diatur 

dalam Keppres Nomor 44 Tahun 1974 dan lihat juga Keppres No 29 tahun 1984) 

untuk membantu materi dalam menyelenggarakan pengawasan umum atas segala. 

aspek pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawab menteri, yang mana berbeda 

dengan BPKP yang hanya membantu melaksanakan pengawasan atas keuangan dan 

41 ). Sujamto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, G halia Indonesia, Jakarta, 1983, 
hal. 128 



pembangunan. Oleh karenanya aparatur pemerintzh yang melakukan fungsi internal 

audit cukup dilakukan melalui mekanisme inspektur jenderal di setiap departemen, 

sehingga lembaga BPKP dapat saja dileburkan menjadi BPK saja seharusnya. BPKP 

adalah instansi yang melakukan pengawasan derigan tugas pokok, sesuai dengan 

(Pasal 2 Keppres No. 31 Tahun 1983) y:~itu, mempersiapkan perumusan 

kebijaksanaan pengawasan keuangan dan pengawasan pembangunan, menyelengga- 

rakan pengawasan umum atas penguasaan dan pengurusan keuangan dan menyeleng- 

garakan pengawasan ~embangur~an. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BPKP dapat melakukan pula 

tindakan-tindakan diantaranya melakukan pengawasan terhadap semua penerimaan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ternlasuk pengawasan atas pelaksanaan 

fasilitas pajak, bea dan cukai, melakukan pengawasan terhadap semua pengeluaran 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melakukan pengawasan terhadap 

pengumsan barang-barang bergerak dan tidak. bergerak milik pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, melakukan pengawasan terhadap semua Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan usaha lainnya 

yang selumh atau sebagian kekayaannya dimilikv pemerintah pusat atau pemerintah 

daerah, melakukan pengawasan terhadap badan-badan lain yang seluruh atau 

sebagian keuarigannya dibiayai oleh aiau di subsidi atas beban Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara, termasuk badan-badan yang didalamnya terdapat kepentingan 

keuangan dan kepentingan lain dari pemer~ntah pusat atau pemerintah daerah karena 

pemberian hak atau wewenang hukum publik serta melakukan pengawasan terhadap 

sistem administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 



Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), termasuk pembukaan rekening- 

rekening pemerintah dan bank. Jadi sangat tampak bahwa pengawasan yang 

dilakukan BPKP diatas mencakup pemeriksaan keuangan dan ketaatan terhadap 

peraturan-peraturan perundang-undangan, penilaian tentang daya guna dan 

kehematan dalam penggunaan sarana yang tersedia serta memberi penilaian hasil 

guna dan manfaat yang direncanakan dari suatu program. Guna keperluan 

pemeriksaan sebagai maksud diatas BPK.P juga benvenang untuk meminta 

keterangan tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan BPKP 

sendiri maupun hasil pemeriksaan aparat pengawasan lainnya serta benvenang 

meminta keterangan kepada semua pejabat baik sipil maupun militer dan setiap orang 

baik perorangan atau dalam kedudultannya sebagai pejabat suatu badanlperusahaan 

swasta. 

Selain tugas, tindakan-tindakan yang dapat dilakukan serta wewenang yang 

dimiliki tersebut, BPKP melakukan pula pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku (Pasal 42 Keppres No. 29 Tahun 1984). Ketentuan-ketentuan di atas 

menunjukkan bahwa instansi BPKP ini merupakan aparat pemeriksaan ekstern bagi 

departemen, sekretariat jenderal lembaga tinggi uegara, kepaniteraan Mahkamah 

Agung, lembaga-lembaga negara perangkat eksc.kutif, pemerintah daerah, BUMN, 

BUMD dan lain-lain instansi yang mengelola atau seluruhnya keuangan negara. 

Bertolak dari ha1 di atas, bahwa dengan hdanya perubahan ketiga UUD 1945, 

keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan ini mengalami perubahan yang sangat 

mendasar. Semula, ketentuan mengenai BPK ini hanya diatur sepintas lalu dalam 



Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 (sebelum perubahan), yang menyatakan, " Untuk 

memeriksa tanggungjawab tentang keuangar, negara diadakan suatu Badan Pemeriksa 

Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengar. Undang-undang. Hasil pemeriksaan 

itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat ". Pasal ini berada dalam Bab 

VIII tentang Hal Keuangan. Tetapi, sekarang berdasarkan perubahan ketiga UUD 

1945 yang disahkan pada tahun 2001, ketentuan mengenai BPK ini di atur dalam bab 

baru tersendiri yaitu Bab VIIIA, Badan Pemeriksa Keuangan yang terdiri atas Pasal 

23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G. Isinyapun lebih lengkap yaitu masing-masing berisi 

tiga ayat, dua ayat, dan dua ayat sehingga seluruhnya berjumlah tujuh ayat atau 7 

(tujuh) butir ketentuan. Pasal 23E menentukan bahwa, ( I )  " Untuk memeriksa 

pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan 

Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri ". (Sebelum perubahan, ketentuan ini 

merupakan sebagian dari ketentuan Pasal 23 ayat (5) yang berbunyi, " Untuk 

memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan 

Pemeriksa Keuangan ".42 

Dalam ketentuan baru ada tambahan kata-kata " pengelolaan " dan " yang 

bebas dan mandiri ". Semangat ungkapan, " yang bebas dan mandiri ", didapati dalam 

Penjelasan Pasal 23 UCTD 1945 ayat (5) (sebelum perubahan) yang berbunyi, 

" .... Untuk memeriksa tanggungjawab pemerintah itu perlu ada suatu badan yang 

terlepas dari pengaruh dari kekuasaan pemerintah. Suatu badan yang tunduk kepada 

pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban yang seberat itu. Sebaliknya badan itu 

- 
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bukankah pula badan yang berdiri di atas Pemerintah. Menegaskan sifat dan 

kedudukan mandiri tersebut sangat baik. Tetapi agak berbeda dengan sifat dan 

kedudukan mandiri AIgemene Reken Kamer (ARK) masa Hindia Belanda. ARK masa 

Hindia Belanda menjalankan fungsi quasi yudisial. Ditegaskan BPK yang bebas dan 

mandiri mempunyai maksud agar lembaga R e k n  kamer ini independen, sehingga 

proses dan hasil pemeriksaannya obyektif, valid dan benar-benar mampu memaksa 

eksekutif bersih dari penyelewengan di bidang keuangan. Daya paksa itu diperoleh 

dari keharusan BPK menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat yang mempunyai tugas mengawasi eksekutif. Dengan demikian, penilaian 

bahwa badan ini seolah-olah alat pemerintah (eksekutif) saja, dapat ditangkis karena 

BPK memang hams objektif dan netral. 

Secara historis BPK merupakan kelanjntan dari badan semacam itu yang 

pernah ada pada masa Hindia Belanda. Soeporno, pada rapat Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengatakan, "....ads lagi satoe badan keoengan 

(Reken Kamer) yang mengontrol keoeangan negara ". Sebagai pelaksanaan dari 

ketentuan tersebut diatas, maka pengatwan tentang BPK kemudian diatur dengan UU 

No.3 Tahun 197.3 tentang BPK. Dalam ayat berikutnya dinyatakan bahwa, (2) " Hasil 

pemeriksaaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai. 

dengan kewenangannya ".43 Sebelum perubahan, ketentuan ini merupakan bagian 

dari Pasal 23 ayat (5) yang berbunyi, " Hasil pemcriksaan itu diberitahukan kepada 

DPR ". Menurut ketentuan baru, kata " diberitahukan " diganti kata " di serahkan ", 

43).~oepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adag Cetakan 12, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, 
hal. 104 



dan hasil pemeriksaan tidak hanya diseralikan (diberitahukan) kepada DPR, tetapi 

kepada DPD dan DPRD. Perubahan kata " diberitahukan " menjadi " diserahkan " 

lebih bersifat psikologis dari pada yuridis.'Dalam kata " diserahkan " tercermin sifat 

yang lebih resmi, yaitu ada semacam acara khusus. Berbeda dengan " 

memberitahukan " cukup dengan mengirimkan tanpa suatu acara yang bersifat resmi. 

Unsur seremonial memang seringkaii masih di pandang sebagai sesuatu yang sangat 

penting dalam penyelenggaraan negara atau peinerintahan Indonesia. Sebenarnya 

yang lebih esensial di atur yaitu kewajiban DPR menggunakan hasil pemeriksaan 

BPK dalam mengawasi dan menentukan anggarnn negara. 

Dalam ayat (3) " Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga 

penvakilan danlatau badan sesuai dengan Undang-undang ". Pasal 23F menentukan 

bahwa, (1) " Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan 

memperhatikan pertimbangan DPD, dan diresmikan oleh presiden ". Dalarn ayat (1) 

ini tidak jelas maksud " diresmikan Presiden ". Apakah mengandung arti, diangkat 

presiden seperti Hakim Agung dan pimpinan Mahkamah Agung. Apakah peresmian 

itu hanya bermakna mengucapkan sumpah atan janji berdasarkan berita acara 

pemilihan oleh DPR. Sementara ini, pemilihan ariggota BPK oleh DPR merupakan 

praktek ketatanegaraan yang diatur dengan Undang-undang (terakhir UU No.5 Tahun 

1973). Keikutsertaan DPD dalam pemilihan anggota BPK, bukan hanya 

memperpanjang proses, tetapi makin memperbesar poisi pertimbangan politik. 

Sesuatu yang selnestinya dihindari. BPK semestinya " sleriI " dari porsi 

pertimbangan politik. Hal yang sarna terjadi pada Hakim Agung dan lain-lain. Dalam 

ayat (2) " Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota ". 



Sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku (UU No.5 Tahun 1973 

tentang BPK), pimpinan BPK diangkat Presiclen dari calon yang disetujui DPR. 

Ketentuan Pasal 23F hanya menyatakan dipilih dari dan oleh anggota. Tidak ada 

ketentuan mengenai pengangkatan dan pengucapan sumpah atau janji. Mungkin hal- 

ha1 ini di atur lebih lanjut dalam Undang-undang. Pasal 23G menentukan, ayat (1) " 

Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara dan memiliki 

perwakilan di setiap provinsi ". Dalam ayat (2) " Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Badan Pemeriksa Keuangan diatur deilgan Undang-undang ". Ketentuan ini telah ada 

sebagai bagian dari Pasal 23 ayat (5) (sebelum perubahan) yang menyebutkan, 

" ....y ang peraturannya ditetapkan dengan Undang~undang ". 

Dari keseluruhan Pasal 23 lama (sebelurn perubahan) yang hanya terdiri dari 

satu pasal yang dibagi dalam lima ayat (yang berada di bawah Bab VIII tentang 

Keuangan Negara) berkembang menjadi dua Bab yaitu Bab VIII dan Bab Vlll A. Bab 

VIII terdiri dari delapan pasal yaitu empat pasal tunggal dan empat pasal yang dibagi- 

bagi menjadi sepuluh ayat. Bab VIII A verdiri dari tiga pasal (Pasal 23 E, Pasal 23 F, 

dan Pasal 23 G) dan masing-masing pasal terdiri dari t i p  ayat (Pasal 23 E), dua ayat 

(Pasal 23 F), dan dua ayat (Pasal 23 G ) . ~ ~  Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, 

setidak-tidaknya ada dua perkembangan baru yang terjadi dengan Badan Pemeriksa 

Keuangan, yaitu menyangkut perubahan ' bentuk organisasinya secara struktural dan 

menyangkut'perluasan jangkauan tugas pemeriksaan secara fungsional. Sebelumnya, 

organisasi BPK hanya memiliki kantor penvakilan di beberapa provinsi saja karena 

44)Suharizii1, ReJormasi Kon.sfifu.si 1998-2Uf2, Pergulafun Kotrscp drlrrtr I'ctt~ikirat~ 
Amandemen UUD 1945, Anggrek Law Firm, Padang, 2002 Bekerjasama dengan Sinar Grafika, 
Jakarta, 2002, hal. 114-1 15 



kedudukan kelembagaannya mernang hanya terkait dengan fungsi pengawasan oleh 

DPR RI terhadap kinerja pemerintahan di tinglcat pusat saja. BPK tidak mernpunyai 

hubungan dengan DPRD, dan pengertian keuangan negara yang menjadi objek 

pemeriksaan hanya terbatas paaa pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) saja. Karena pelaksanaan APBN itu terdapat juga di daerah-daerah 

rnaka diperlukan ada kantor perwakilan BPK di daerah-daerah tertentu. Karena itu, 

dibsndingkan dengan Eladan Pengatvas Ksuangan dan Pembangunan (BPKP) yang di 

bentuk oleh pernerintah orde baru, struktur organisasi BPK jauh lebih kecil dan 

rumping. BPKP mempunyai struktur organisasi yang rnenjangkau ke seluruh daerah 

propinsi dan kabupatenlkota di seluruh Indonesia. BPKP itu di satu segi merupakan 

lembaga internal auditor atas kegiatan pernerintahan dan pembangunan, tetapi 

terhadap instansi pemerintahan yang diperiksa, sekaligus merupakan external auditor. 

Untuk menghadapi dualisme pemeriksaan oleh BPK dan BPKP itulah rnaka 

Pasal 23E (1) rnenegaskan bahwa, " IJntuk rnemeriksa pengelolaan dan 

tanggungjawab tentang keuangan negara, diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan 

yang bebas dan mandirilindependen ". Di sini tegas dikatakan hanya satu badan yang 

bebas dan mandiri. Karena itu, BPKP dengan sendirinya seharusnya dilikuidasi, dan 

digantikan fungsinya oleh BPK yang menurut ketentuan Pasal 23G ayat (1) 

"...berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi ". 

Berkaitan dengan ha1 ini sebenarnya, jika dilihat dari narnanya BPK hanya sebatas 

mengawasi pemeriksaan saja, tetapi dalarn praktek terdapal turnpang tindih 

pengawasan dan perneriksaan keuangan di negara Indonesia ini. Baik yang intern 

yang dilakukan oleh BPK, BPKP maupun juga lrjen dan seterusnya seringkali 



tumpang tindih dengan tugas-tugas Badan Pemeriksa ~ e u a n ~ a n . ~ '  Oleh karena itu 

rumusan ini sebenarnya memperluas tugas Badaq Pemeriksa Keuangan, karena tidak 

hanya memeriksa keuangan negara tetapi juga melakukan pengawasan terhadap 

keuangan negara, jadi bersifat preventif tanpa mengurangi fungsi inspektorat jenderal 

yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan internal. Diiri segi jangkauan 

pemeriksaannya, tugas BPK sekararig menjadi makin luas ketimbang Badan 

Pemeriksa Keuangan sebelum UUD 1945 diamandemen. Ada tiga perluasan yang 

dapat dicatat disini. Pertama, perluasan dari pemeriksaan atas pelaksaaan APBN 

menjadi pemeriksaan atas pelaksanaan APBN Can APBD serta pengelolaan keuangan 

dan kekayaan negara dalam arti yang luas. Kedua, perluasan dalam arti hasil 

pemeriksaan yang dilakukan tidak saja dilaporkan kepada DPR di tingkat pusat tetapi 

juga kepada DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD KabupatenJKota sesuai dengan 

tingkatan kewenangannya masing-masing. 

Karena telah dijelaskan bahwa setelah menjalankan tugasnya untuk 

memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara, BPK akan 

menyerahkan kertas kerjanya kepada DPR, DPD dan DPRD. Adanya bentuk 

penyerahan hasil kerja tersebut kepada DPD dan DPRD, karena adanya keterkaitan 

erat dengan kedudukan BPK yang telah sampai pada tingkat Provinsi, dimana DPD 

dan DPRD rnemiliki domain yang kuat atas wiL.yah tersebut. Kemudian guna 

menjaga independensi dan kemandirian lembaga ini, maka pengangkatan anggotan ya 

dilakukan oleh QPR dengan pertimbangan DPD yang diresmikan oleh Presiden. 

45).~aufiqurrahman Sjahuri, Hukum Konstitusi Proses dun Prosedur PerubaAan UUD di 
Indonesia 1945-2003, Serta Perbandingannganyn Dengan Konstitusi Negara Lain di D~mia,  Ghalia 
Indah, Bogor, 2004, hal. 14-1 5 



Pasal-pasal tersebut mc:nunjukkan bahwr BPK hanyalah bertugas untuk 

memeriksa (audit) pengelolaan dan aangg~rngiawab tentang keuangan negara, 

sedangkan masalah selanjutnya menjadi tugaq DPR, DPD atau DPRD. Karena hanya 

bertugas mengaudit saja, lembaga ini juga dikatakan sebagai lembaga kekuasaan 

auditif atau inspektif. Tetapi, menurut Dahlhn Thnib, kata " inspektif " lebih umum, 

karena dapat di delegasikan kepada BPK dan DPR, DPD dan DPRD. BPK melakukan 

inspektif atas pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara, sedangkan 

DPR sebagai lembaga inspektif atas pelaksanaan tugas pemerintahan.46 Ketiga, 

perluasan juga terjadi terhadap lembaga atau badanhadan hukum yang menjadi objek 

pemeriksaan oleh BPK, yaitu dari sebelum hanya terbatas pada lembaga negara 

danlatau subjek hukum administrasi negara, sekarang ini meluas sehingga mencakup 

pula organ-organ yang merupakan subjek hukum perdata seperti perusahaan daerah, 

BUMN, ataupun perusahaan swasta dimana di dalarnnya terdapat kekayaan negara. 

Ketentuan UU tentang Keuangan Negilra, berusaha menjabarkan lebih lanjut 

ketentuan dalam UCTD 1945 tentang Baclan Pemeriksa Keuangan Negara yang 

terdapat di dalam saham Perusahaan daerah (BUNID) ataupun BUMN, meskipun 

organ terakhir ini mutlak sebagai organ perdata. Sebenamya, ketiga perluasan 

pengertian tersebut dapat dikatakan sebagai penyimpangan, karena ketiganya berten- 

tangan dengan pengertian asli UUD 1945 mengenai soal ini. Akan tetapi, karena 

ketentuan baru dalam Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G UUD 1945 telah 

menentukannya secara baru, maka mau tidak mau kita l~arus mencatatnya sebagai 

46)..~ahlan Thaib, L7PK Dalam Sistem Ketmtanegaraan Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2000, 
hal. 8 



perkembangan baru dalam sistem hukum administrasi keuangan negara kita di masa 

mendatang. Dalarn Pasal 23E ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan ketiga, ditentukan 

bahwa, " Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD dan 

DPRD sesuai dengan kewenangannya ". Padahal, pada keterltuan sebelumnya, hasil 

pemeriksaan keuangan itu cukup hanya diserahkan kepada DPR di bidang 

pengawasan keuangan. Di dalam perubahan ketentuan ini sudah terkandung maksud 

untuk memperluas pengertian keuangan negara yang hams diperiksa oleh BPK, 

sehingga tidak terbatas hanya dalam hubungannya dengan APBN, tetapi juga dengan 

APBD di daerah-daerah. Perluasan pengertian tercermin dalam rumusan UU No. 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dibuat kemudian pada tahun 2003. 

Dalam Pasal2 UU ini ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara itu 

adalah meliputi : 

Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang 
dan melakukan pinjaman. 
Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum 
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. 
Penerimaan negara. 
Pengeluaran negara. 
Penerimaan daerah. 
Pengeluaran daerah. t 

Kekayaan negarafkekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak 
lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang 
dapat dinilai dengan uang, termasuk Icekayaan yang dipisahkan pada 
perusahaan negaralperusahaan daerah. 
Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka 
penyelenggaraan tugas pemerinrahan dan/~!tau kepentingan umum. 
Kekayaan ihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang 
di berikan. 4P 

Adanya kesembilan kelompok pengertisn kekayaan negara terrsebut 

menyebabkan pengertian kekayaan negara yang harus diperiksa oleh BPK 



berkembang menjadi sangat luas, termasuk juga kekayaan pihak lain yang diperoleh 

oleh pihak yang bersankutan dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh 

pemerintah. Bahkan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan danlatau kepentingan umum dikategorikan pula 

sebagai kekayaan pemerintah yang hams diperiksa oleh BPK. Pasal 6 ayat ( 1 )  U U  

No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut, juga menentukan bahwa 

kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara itu ada pada Presiden. Presiden selaku 

kepala pemerintahan memegang kekuasaan tersebut sebagai bagian dari kekuasaan 

pemerintahan. Presiden menguasakan pengelolaan keuangan negara itu : 

a) Kepada Menteri Keuangan, selaku penselola fiskal dan wakil pemerintah 
dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. 

b) Kepada MenteriIPimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau 
pengguna barang kementrian negara atau lembaga yang dipimpinnya. 

") Kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah 
untuk mengelola keuangan daerah dar~ mewakili pemerintah daerah dalam 
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.48 

Yang dikecualikan dari kekuasaan Presiden seperti tersebut di atas adalah 

kewenangan di bidang moneter, yang mel.iputi antara lain mengeluarkan dan 

mengedarkan uang yang diatur dengan Undang-undang tersendiri. Dalam Pasal 7 UU 

No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan pula bahwa kekuasaan atas 

pengelolaan keuangan negara digunakan untuk niencapai tujuan bernegara. Untuk 

itulah maka setiap tahun di susun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

dan ~ n ~ ~ a r &  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya 

diperiksa oleh Badan Pemeriksa ~ e u a n ~ a n ? ~  Oleh b.renanya selama ini walaupun 

47). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang ~Yeuangan Nega~ma, PasaI2 
48) Zbid, Pasal6 ayat (1) 



kinerja BPK telah mengalami peningkatan, namun belum memenuhi harapan. Hal ini 

ditandai dengan banyaknya temuan penyimpaiigan yang terlihat dalam hasil 

pemeriksaan BPK dalam pelaksanaan hngsi quasi yudikasi yang belum sepenuhnya 

ditindaklanjuti. Dan karenanya BPK hams meningkatkan intensitas dan efektifitas 

pemeriksaan, didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai di sertai 

moral yang tinggi dan independent, dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang 

memadai. BPK juga perlu memantapkan peranan dan fungsinya sebagai lembaga 

pemeriksa keuangan negara yang independent. Termasuk pula kelengkapan berbagai 

temuan penyimpangan keuangan yang ditemukaddi audit oleh BPK selama ini 

kurang dilengkapi dukwngan dari proses hukum yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Diakui memang pemeriksaan keuan~an adalah pekerjaan berat dan rumit 

disamping membutuhkan aparat yang terarnpil dalam arti ahli dibidangnya dan cepat 

serta tepat dalam melakukan pemeriksaan. Keberadaan BPK secara konstitusional 

exteren eksekutif, sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia kurang dapat 

melakukan 'pemeriksaan secara keseluruhan pengelolaan keuangan negara. Adanya 

BPKP dan instansi pengawasan lainnya (juga melakukan pemeriksaan keuangan) 

hampir saja dapat dikatakan mutlak perlu, khususnya dalam rangka penyelenggaraan 

managemen yang baik di lingkuiigan eksekutif (corrtrolling;). Namun demikian hams 

ada garis yang tegas dalam ~nencapai sasaran yang hendak di capai agar daya guna 

pemeriksaan mempunyai nilai sesuai dengan Sungsi masing-masing instansi pemerik- 

")Sapti Una, Pergeseran Kekuasaan Pemeri~ttahan Daeralr Menurut Konstitusi 
Indonesia, Kajian Tentang Distribusi Kekuasaan Antara DFdD dun Kepala Daerah Pasca Kembali 
Berlakunya UUD 1945, LTII Press, Yogyakarta, 2004, hal. 23 



saan. BPK khusus diselenggarakan dalam rangka fbngsi pengawasan control oj- 

taxation dun control of expenditure deilgan konseukuensi yuridis konstitusional. 

Sedangkan pemeriksaan oleh BPKP dan aparat intern eksekutif lainnya khusus 

diselenggarakan dalam rangka hngsi pengauasan administratif disertai kewajiban 

menyampaikan hasil-hasil pemeriksaan kepada BPK. 

F. Metode Penelitian 

Salah satu karakteristik penelitian ilmiah adalah adanya sistematisasi dalam 

langkah-langkah penelitian dan berpikir yang bersifat konsisten. Adapun cara 

penelitian yang digunakan adalah : 

1) Objek Penelitian 

Objek penelitian tesis ini ialah tentang kedudukan, peran dan fungsi Badan 

Perneriksa Keuangan (BPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan 

sesudah perubahan'UUD 1945. 

2) Jenis Penelitian 

Penelitian ini menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama dengan 

meneliti beberapa literatur-literaturlreferensi yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dirnaksud disini adalah mengiventa- 

risir, meneliti atau menguji bahan-bahan hukum atau data tertulis baik berupa kitab- 

kitab perundangan, buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal, surat kabar-surat 

kabar, serta bahan tertulis lainnya yang berlcaitan dengan permasalahan yang akan 

diteliti. 



Bahan-bahan yang dapat dijadikan objek studi ada tiga golongan, yak-iii ;!ai1"ui1 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam kaitannya 

dengan penelitian ini, maka : 

a) Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan ilmu hu!:%.:~ 31iiQs 

berhubungan erat dengan pernasalahan yang akan diteliti, yaitu : 

Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Peraturan perundangan 

lain yang sekiranya terkait ertit dengan permasalahan yang akan 

diteliti. 

b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelasan atau menlbahas lebih lanjut hal-ha1 yang telah 

diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu : (1) berbagai buku 

mengenai Undang-Undang Dasar, lembaga-lembaga negara serta data- 

data tertulis terkait dengan penelitian. (2) berbagai makalah, jurnal- 

jurnal, surat kabar, majalah dan dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian. 

c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni 

karnus hukum, ensiklopedia dan berbagai kamus lain yang relevan. 

4) Sifat dan Pendekatan serta Penafsiran Penelitian 

Penelitian ini sifatnya adalah penelitian hukumlyuridis normatif, yaitu 

penelitian terhadap asas-asas dan dasar falsafah (dogma dan doktrin) hukum tentang 

kedudukan, peran dail fungsi BPK dalam sistern ketatanegaraan Indonesia sebelum 

dan sesudah perubahan UUD 1945 untuk menemukan ide-ide baru tentang lembaga 

tersebut yang sesuai dengan rechtsidee dan cita-cita uemokrasi serta untuk memenuhl'l 



kebutuhan saat ini dan yang akan datang dalaln rangka mewujudkan negara hukum 

kesejahteraan Republik Indonesia. Pendekatan yang d ipakai yaitu : 

a. Pend~zkatan yuridis, menganalisis hukum-hukum yang ada terutama 

Undang-Undang Dasar, Tap MPR, dan perundang-undangan. 

b. Pendekatan historis, yaitu menganalisis sejarah ketatanegaraan 

khususnya sejarah yang menyangkut kedudukan, peran dan fungsi BPK 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah perubahan 

UUD 1945. 

c.Pendekatan politis, yaitu meriganalisis latar belakang politik 

dirubahnya kedudukan BPK dalam Pasal23 ayat (5) menjadi Pasal23E- 

23F, 23G UUD 1945 setelah perubahan. 

Dalam rnembahas tesis ini, nantinya aksn digunakan beberapa penafsiran, 

diantaranya adalah : 

a) Penafsiran gramatikal atau penafsiran menvrut tata bahasa 

Berdasarkan kamus Purwadarminta dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

dijelaskan pengertian keuangan yaitu segala sesuatu yang berurusan dengan 

uang (keadaan atau urusan uang), sedangkan uang berarti : 

1)' Alat pernbayaran yang sah, dibuat dari perak, emas dan sebagainya 
yang dipakai sebagai ukuran nilai (harga) sesuatu. 

2) Harta kekayaan, dengan demikian secara penafsiran gramatikal, dapat 
disimpulkan bahwa BPK memeriksa segala sesuatu yang berurusan 
dengan alat pembayaran yang sith serta kekayaan negara. 

b) Penafsiran secara sistematis terhadap Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 sebelum 

dan setelah perubahan UUD 1945, berarti mencari makna kata keuangan 

negara dalam hubungannya ayat (5) (sebelum perubahan) dengan ayat-ayat 

lainnya dalam Pasal 23E-G UUJI 1945 setelah perubahan, serta hubungan 

dengan pasal-pasal lain dalam sistem UUD 1945 setelah perubahan. 

c) Penafsiran berdasarkan sejarah terbentuknya Undang-undang, yakni mengkaji 

rancangan, notulen dan risalah rapat-rapat pembentukan Undang-undang. Dari 

risalah pembentukan UUD 1945 setelah pen~bahan dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan BPK oleh pentbentuk konsep UUD 1945 setelah 



perubahan adalah mirip Algemene ReFznkamer (AR). lJntuk mengetahui 

ruang lingkup pemeriksaan keuangan oleh BPK, perlu dikaji peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan AR yaitu Indische Copmtabiliteit 

Wet (ICW) dan Instructien AR (IAR). Oleh karenanya berdasarkan perubahan 

UUD 1945, bahwa BPK memang akan dibentuk mirip AR dengan tujuan 

memeriksa tanggungjawab tentang keilangan negara dan seluruh kekay aan 

negara. 

d) Penafsiran teleologis dan sosiologis, yaitu penafqiran secara teologis (tujuan), 

mengkaj i tujuan dan sasaran Undmg-undang. Yang dilihat adalah tujuan atau 

fungsi ketentuan peraturan yang bersang1,mtan dalam konteks masyarakat 

dewasa ini, oleh karena itu disebut juga penafsiran sosiologis. Tujuan 

dibentuknya BPK berdasarkan Pasal 23 UUD 1945, sebelum dan sesudah 

perubahan adalah untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara. 

Memang pada saat UUD 1945 sesudah perubahan dibentuk, situasi dan 

kondisi mengenai pengaturaii keuangarl negara berbeda dengan situasi dan 

kondisi sekitar tahun 1973 saat dibentuknya UU No. 5 Tahun 1973 tentang 

BPK dan berbeda pula dengan situasi dan kondisi dewasa ini. Pada masa ICW 

misalnya, ditentukan bahwa pengeluaran pemerintah di luar dan melampaui 

anggaran tidak boleh ada. Secara limitatif ditentukan pengecualiannya, yaitu 

untuk pembelian, pengadaan se~ ta  pengupahan yang berkaitan dengannya 

(Pasal 24). Perusahaan negara yang ada di atur dengan Indische Bedrijvenwet 

(IBW) dan ICW cq. anggaran. Dana lembaga yang mengelola uang dan 

kekayaan negara dirinci dalam objek peneriksaan AR. Ketika U U  No. 5 

Tahun .I973 tentang BPK dibentuk, Indonesia telah mengenal antara lain : 

a) Perusahaan negara dengan kekayaan negara yang dipisahkan 
(UU No. 19 Pry. Tahun 1960 pasal 6) atau dipisahkan dari 
APBN (UU No. 8 Tahun 197 1 Pasal7). 

b) APBD dan perusahaan daerah di sampuing APBN. 
c) Penerimaan dan penggunaari keuangan negara d i luar APBN 

seperti dana revolusi. 
d) Rekening dana negara atas nama pribadi pejabat. 
e) Pinjaman oleh negara. 



Sampai-sampai diperlukan UU Anti Korupsi (1971). Sehubungan dengan itu 

ditarik kesimpulan bahwa BPK yang diber~tuk dengan tujuan memeriksa 

tanggungjawab tentang keuangan negera, hendaknya pula memeriksa seluruh 

kekayaan negara, penafsiran ini cocok dengan penafsiran grarnatikal. 

5) Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang dipergunakan di dalarn menggali dan mengoleksi data 

yang dibutuhkan, terutama sekali dilakukan melalui studi kepustakaan (i'ibrary 

research). 

6) Pengolahan data 

Dalam penelitian yuridis nonnatif, pengolahan data pada hakikatnya 

merupakan kegiatan ur~tuk mengadakan sisternatisasi terhadap bahan-bahan hukum. 

Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk 

memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi tesis. Di mulai dari pengumpulan 

bahan penelitian dan pengelompokan bahan penelitian berdasarkan urgensi dan 

relevansi dengan obyek penelitian. Kemudian data yang dihimpun dengan cara seperti 

itu kemudian di olah. Caranya data diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan 

yuridis. ~ a r i e t n ~ a  mendapatkan garnbaran umum dan spesifik mengenai objek 

penelitian. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data ini ialah : 

a) Memilih pasal-pasal dalam UUD 1945 maupun Undang-undang yang 

berkaitan dengan objek penelitian, yang berisi kaedah-kaedah hukum 

yang mengatur masalah kedudukan, peran dan fungsi BPK dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah perubahan UUD 

1945. 



b) Membuat sistematik dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan 

klasifikasi tertentu yang selaras dengan pembahasan kedudukan, peran 

dan hngsi BPK dalarn sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan 

sesudah perubahan ULTD 1945. 

c) Data yang berupa peraturan perundang-undangan ini dianalisa secara 

induktif kualitatif. 

Kemudian sesuai dengan jenis datailya yang ditumpukan pada data 

kepustakaan, maka analisisnya selanjutnya dalanl penelitian ini memakai model 

analisis kualitatif, yaitu usaha mengarnbil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis 

yang diambil dari nilai-nilai dasar (basic nilai) Pancasila dan UUD 1945 untuk 

menyusun suatu konsepsi yang ideal tentang kedudukan peran dan hngsi BPK dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia sesudah~ perubahan UUD 1945. Sedangkan 

pendekatan yang dipakai sebagai bagian dari usaha analisis ialah pendekatan 

deduktif, yakni berangkat dari kerangka teori yang bersifat umum untuk selanjutnya 

dikorelasikan dengan kenyataan yang obyektif dengan sedapat mungkin memper- 

gunakan pendekatan historis, yuridis dan politis. Karena penulisan ini lebih bersifat 

deskriptif, yakni deskripsi tentang pemikiran lama ke pemikiran baru tentang BPK, 

maka kesimpulan yang diperoleh nantinya aka.n bersifat summarylringkasan yang 

utuh. 



BAB 11 
TINJAlllAN UMUM TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPI() 
DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ( B Y K Y )  

DALAM SISTEM KETATAlVEGARAAN INDONESIA 

A. Ruang Lingk.up Pcmeriksaan BPK 

Upaya inencapai tiljuan bangsa Indonesia dalam sistein peinerintahan ineniuut 

ULTD 1945 sebagaimma perubahan I-IV, berada di tangan preside11 yang dalain 

pelaksanaannya dibantu oleh para ~nenteri sesuai bidangnya ~nasing-masirlg. Tugas 

menjaiankan pemerintahan negara tersebut ~nemerlukan dukungan peinbiayaan yang 

cukup d m  dlkelola secara balk oleh pihak yang diberi kuasa dm tanggungjawab 

dalam menj altinkan pemerintahan negara. De~igan d emikian, kekuasaan dan 

tanggungjawab pengelolaan dan pemeriksaai I keuangan negara rnelupakail bagian 

yang tidak terpisahkan dari tugas lnenjalankan pemerintalian negara.50 

Namun demikian dalam negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat 

sebagai~nana diriyataltan dalam Penjelasan Pasal 23 UUD 1945, baik sebeluin dan 

sesudal~ perubal1anI-IV, maka betapa caranya sakyat sebagai bangsa akan hidup llarus 

ditetapkan ole11 rakyat itu selldiri deagan perantaram dewan perwaitiiannya. Karena 

rakyat inenentilkan nasibnya sendiri, karena itu jug3 cua  hidupnya. Dala~n Pasal 23 

UUD 1945 sebagaimana telah di amandeinen: menyatakati bahwa dala~n ha1 

inenetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan DPR lebih kuat dxipada kedudukan 

pemerintali. Tni sebenarnya tanda bukti kedaulatan rakyat. Oleli karena itu, 

pengelolaan keumgan negara, bukan banya merupakan proses atau kegiatan presiden 

50). Moh Mahfud .MD, Amndemcn Konstitusi Menuju Reform.i  T ~ t n  N e g ~ r ~ ,  UIl Press, 
Yogyakarta, 1999, hal. 82 



beserta pembanhl-pembanhmya1pemeTin~h dalam bidang penguasaan dan 

pengurusan keuangan negara, inelainkail tennasuk pula pertallgungjawaban 

peinerintal~ ltepada rakyat atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara tersebut. 

Peinbentuk UUD 1945 menyadai bahwa untuk irnemeriksa cara peinerintah 

mempergunakan uang belanja yang sudah disetuijui ole11 rakyat melalui dewan 

perwalulannya tersebut, diperlukan suatu lembaga negara yang dapat secara objektif 

inenjalankal tugas sedemikian berat itu, yaug harus terlepas dari pengaruh dan 

kelcuasaan peinerintah. Oleh karena itu, pembentuk UUD 1945 sebagaiinana hasil 

perlibahan I-IV, telah nleneinpatkan BPK sebagai suatu lembaga tinggi negara yang 

sejajar atau setara kedudukannya de~~gan presiden dan De~lan Pcrwakilan Rakyat, 

Hasil pemeriksaan BPK dibesitahukan/dilaposkan keyada DPR, dengan nlaksud 

untuk dapat dimanfaatkan ole11 DPR dalain inenjalaiikan t~lgas pengawasan uinuin 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara." 

Kepala negara (Presiden Soeharto waktu itxi) dalalri yidato yada salnbilta~l 

npacara pengainbilan sumpah para anggota Badail Pcmcriksa Kcuangan., tangga! 13 

Agustus 1973, di ista~ia Negara menyatakan bahwa : 

" Adanya Badan Peinerha Keuangan sesungguhnya meinpel-kuat peiaksailaan 
deinokrasi dalaiii arti yang sesungguhnya. '<alah satti tanda pcnlirlg da1.i ada 
atau tidak adanya deinokrasi daiam suatik negara adalah ierlelak pada 
bagaiinana negara itu memperoleh uang untuk mengatur hidup dan 
pembanguna.. masyarakatnya, dari mana sui~~bcr-sumber biaya dipcroleh dan 
tmtuk apa uang rakyat digunakan. Karena negara Iildonesia inellgaiiut tata 
kehidupan demokrasi, inaka jelas bahwa penggalial~ sulnber biaya d m  
penggunaannya ha-tis ditentukan atau setidak-tidaknya diset-ujui ole11 rakyat 
sendiri, dalam hal ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ituiah sebabny a, angga- 

51). Taufiqrrohman Syahuri, Hukuin Ko~sthis i ,  .Proses Uait Prwetlur I~eruhaifan ..., Op. Cit., 
hal. 149 



ran pendapatan dan belauja negara hams dituangkan dalain bentuk Undang- 
undang. Kita bersyukur, bahwa semenjak lahirilya orde baru ~naka anggaran 
pendapatan dan belanja negara itu selalu dituangkan ke dalarn bentuk 
Undang-undang. Sebelum tahun anggaran yang bersangkutan di mulai. 
Jelaslah, ballwa kebijaksanaan keuar~gar. dan pengurusan ruinal~ tangga negara 
Indonesia selaina ini telah di atur oleh rakyat sendiri. Akan telapi pengaturan 
kebijaksanaan dan pembelaian %ah saja belum cukup. Yang tidak kalah 
penting~~ya adalah, apalcah kebijaksanaati dati arali tadi telah dilaksariakan 
oleh peinerintah dengan sebaik-baiknya meni~rirt tirjuan seinula dan secara 
tertib atau belum ".52 

Selanjutnya, kepala negara menegaskan bahwa irnklk kj.uan-t~~juan itulah 

perlu diadakan Badan Pemeriksa Keuangan. Radan ini bertugas untuk memeriksa 

pertanggungjawaban pemerintali tetitang keuangan negara, rneineriksa setnua 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan hasil peinerlksaannya 

diberitahukan kepada DPR. Itulah juga sebabnya dkatakan bahwa Badan Peinerrksa 
* 

Ketrangan sesunggilhnya memperkuat pe1aks:maan de~nokrasi dala~n arti yang 

sesungguhnya. Malahan, yang diperiksa perianggungjawaban keuangannya itu tidak 

saja terbatas pada pelaksanaan anggarau pendapatan dail belanja negara, inelaiilkail 

juga anggarrill pendapatan dan belanja daerah, anggaran perusahaan-perusallaan rnilik 

negara dan sehagainya. 

Hasil peinerlksaan itu b ~ ~ k a u  tanpa rsaksi. Apabila I~asil pemeriksaan 

n~engungkapkat~ hal-llal yatlg menimbulkari saiigkaaii adarlya tindak pidarla atau 

perbuatan yang inerugikan keuangan negara, maka inasalahnya diberitahukan kepada 

kepolisian atau kejaksaan. Dari segi ini, nlaka hasil pemeriksaan BPK ini merupakan 

upaya yang menjamin tertibnya aparatur peinerintalian dan aparalur perekoiioinian 

- 

5 2 ) . ~ b u  Daud Busroh, Pemeriksaan Kerrangatl N e w %  ..., Op.CiF, ha]. 1 12 



negara yang bersih clan sehat. Kemudian pada akl~ir pldaloilya kepala negara 

rnenyatakan bahwa : 

" Untuk terwujudnya aparatur pemerintahatl drill aparatllr perekonomian negara 
yang bersih dan sellat serta masyaraliat adil clan maluni~r, maka Badan 
Pemeriksa Keuangan sebagai salah satu lembaga tinggi negara dari masa 
kemasa dengan segala kemampuannya telah berusal~a untuk tnelaksanakan 
tugas dan kewajibannya, y ait u memerlksa tanggung jawab alas keuangan 
negara agar pengelolaan keuangan negxa dikeildal~kan secara tertib, 
dilaksanakan secara layak d m  meinenuhi ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlah, sehingga dapat dihindarkan pen y alahg unaan dan 
peilyelewengan. Delnikian pula Badan Pelneriksa Kenangan selalu lneinacu 
agar pengguna keuangan negara memenuhi p1insip elisiensi dan kehematan .. 53 
Sejalan dengan pandangan yang jernih d m  jelas dari kepaIa negara tersebit, 

Badan Pemeriksa Keuangan yang memyunyai tugas pokok nlelneriksa 

tariggungjawab pemerin tall tentan g keuangan negara, perlu merun~uskan pal~dar~gan 

tentang inakna pengelolaan tentang leeuangan negara, agar proses atau kegiatan dapat 

terselenggara dengan tertib, taat pada perah~ran pen~ndang-~i~ldai~gan, eho~~oinis, 

efisien d m  efektif sebagaimalla dikehendaki o;eh UUD 194 5 seba~airnal~a l~asil 

perubahan I-IV sampai sekarang ini. P~oses dai~ kegiatan pcr~gclolaan kcuarigai~ 

negara dewasa int sernakln lrleningkat kompleksitasnya sejalan dellgall meningkatnya 

tugas-tugas urnnuin peinerintah dan pembangunan yang memerlultail peinbiayaan yang 

sernakin meinbesar. Kondisi yang demikian ini, inenunt~~t kesungguhan pemerintah 

dalam inengelola keuangatl negara agar t u j ~ a n  nasional bangsa Indonesia dapat 

tenvujud sesuai araharl setiap GBHN. Dalaln 3engg~u1aan keuangan ncgara yang 

meningkat dengan pesat, justru berlcembang perbedaan pandangan tentang pengertian 

53). Abu Daud Busroh, Pcmeriksnnn Kcunttgnn Negiamo. .., Ibirl, 11oI 1 1 4 



kewngan negara, nmng lingkup dm luas lingk~lp peineriksaan yang dilakilkan Badan 

Pemel-iksa Keu;mgan (BPK) dai~  eksistensi BPK, lalu nienurnl~ulikan pole~tlik 

berkepanjangan yang pada akhirnya akan dapat mengakibatkan tujuan bangsa 

Indonesia semakin jaih uneuk dapat diwujudkan manakala tidak ada upaya-upaya 

yang intensif dan penuh kearifan ttnttk melu~tskannya sejajar dengan pandangan 

presiden pada tallun 1973. 

B. Pengertian Yuridis Tentang Keuangan Nepara 

pengerti& keuangan negara secara yuridis formal dapat dijadikan dasar untuk 

melaksanakan kegiatan dari lembaga negara yang berkaitan dengan pengelolaan 

keuangan negara. Uiituk memahami pengertianT keuangan llegaca secara yuridis, 

pertama-tama hams menelusuri dasar hukumnya, yaitu Pasal 23 UUD 1 945 

sebagaimana basil perubahan I-1V tahun 1999-2602, khususnya dengan perubahan 

pertarna dan ketiga UUD 1945, yang mana eidak dapat dilakukan dengan cara 

melakukan penafsiran secara terpisah-pisall teshadap ayat-ayat yang terdapat dalain 

Pasal 23 UUD 1945. Untuk tnenghindan kesalah pnllainan inciigenai keuarlgan 

negara, Pasal 23 UUD 1945 harus dipahami secara bulat dan utuh dari keseluruhan 

ayat-ayatnya.'" 

Baldcan ;~erlu pula dipahami kesel~utrllan UUD 1945 yang terdiri dari 

Pembukaan, Ratang Tubull dan Penjelasantlya sebagai suatu sistern. Dalam Pasal 23 

UUD 1945 sebeluin perubahan I-IV, telali inengainanatkmi bdlwa anggaratl 

pendapatan dail belania tiap-tlap tahun (ayat 1). segala pqiak ~ulituk keperluatl negara, 

54).~arun A1 Rasyid. Pettctapan UUB Dan P~rub~zknn 1J1JB Dnlnm Teori Datt Pmktek, FH 
UJ, Jakarta, 1996, ha]. 148 



(ayat 2), macarn d m  harga mata uang, (ayat 3) semuanya haus ditetapkan dengan 

Undang-undang. Selanjutnya ayat (4-nya) mengamaiiatkaii baliwa lial keuangan 

negara selanjutnya di atur dengan Undag-undang. Keberadaatl ayat (4) ini 

membuktikan bahwa keuangan negara bukan hznya dalarn pengertian ayat (1) salnpai 

dengan ayat (3), melainkin lebih luas dari ittr Selanjutnya Pasal 23 ditittilp dengan 

ayat (5) yang mnenyatakan dengar1 tegas pcrlunya ada Badm Pe~rleriksa Keuangan 

untuk tnelneriksa tangung jawab tentang keuangan negara yang perat~uannya 

ditetapkan dengatl Undang-undang. APBD sebagai bagtan keuangan negari di 

samping APBN, tidak hanya didasarkan pads UU No. 5 Tahin 1974 tentang Poksk- 

Pokok Pernerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengall UU No 22 Talluti 

1999 Jo. UU No. 32 Taliun 2004 tentang Peinerintahaii Dael-ah, sebagai pelaksaiiaai~ 

dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945 sebagaimam telali di ubah dengan perubahm 

p e W a  sampai keempat UUD 1945. Dengan kaia lam, baliwa Pasal 23 ayat (4) UUD 

1945 sebelum yenrbahan, rnenghendaki setiap llal yallg bet kaiiall deugan keuailgall 

negara 11a1-us di atur dengan Uiidang-und~ng, ai.tinya harus dc~igan pei.sctujuan I akyat 

melalui dewan pelwakil:uinya 

Ualaln l'asal 1 8 U U D 1 945 setelall pervbalian perta~na sam pal I<eenlpat, Imya 

mengammatkan tentang pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, 

dengan beiltuk susullaml pemeria~aliannya yang ditctnpkan cler~gan U~lrlaog-irntlangg 

dan tidal< ~nengammatkan tentang pemnbentukan keuailgari pemerintah daeral~. 

Meskipun demikian dapat dipalialni bahwa sebagal konseukuensi logis keberadaan 

suatt~ pemerintahan di daerah ddqerlukm dtrlci~ngan dana bagi penyelenggaraan 

daerah yang bersanbntan. Penjelasan Pasal 23 UUD 1945 sebelum perubahan, 



mengamanatkan bahwa anggaran dan pendapatan dan belanja ditetagkai: deilgan 

Undang-undang. Artinya ditetapkan dengan p~:rsetujuan DPRDPDIDPRD, niaka 

inelalui U U  No. 5 Ta1:un 1974 Jo. U U  No. 22 Tal:un 1999, Jo. U U  No. 32 'Tallun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPFUDPDJDPRD menyeti~jui pula pengelolaan 

ket~mgan daerah dilimpahkan kepada pemerintd: daeral:. Keberadaan daerah-daerah 

otonom beserta keuailgan peierintah daerahya berdasarkan Utldang-undang terakllir 

dlrevisi yakni UU No. 32 'I'ahun 2004 tidak ~esarti  bahwa keuangan peinermtal: 

daerah (APBD) bukan merupakan keuangau negara. Penjelasan Pasal 18 UUL) 1945 

setelah perubahan I-IV, menyatakm negara hdonesia addah negara kesatum. 

hidonesia tidak akan melnpunyai daerah di dala:?i lingkungannya yang bersifat riegara 

juga. Dengan demikian keberadaan keuangan pemerintah daerall yang telah disetujui 

oiel: DPRIDPDIDPRD melalui U U  No. 32 Tahwi 2004 adalah inerupakan keuatlgan 

negara. Konstruksi yang sama juga berlaku bagi keuangan badan usaha mil& negara 

dan badan usal~a inilik daerah. Keuangan badall usaha mil& iiegzra d m  daerall adalah 

keuangan negara yang dikelola oleh badan usalla milik iiegara dan viilik daerah 

berdasarkari Undang-undang atau atas persetujuan DPR/DPD/L)PRD.~~ 

Undang-undang yang dimksud adalah iJU No 9 'I'ahin 1969 tentang 

Bentik-Bentik Usaha Negara d m  UU No. 5 Tahim 1962 tentang Perusallaan Daerah. 

U~:dang-undang tentang Perusaham Negara dm Daerah adalah Undatlg-iuidang yang 

pernbentuka~ltlya juga dijiwai ole11 Pasal 23 ayat (4) UllD 1945 sebeliulti perubahan, 

dalam arti bal~wa peinbentukan badan-badan usaka inilik negrira dan daerah yang di 

"'~Jirnly Asshiddiqie, " Telaah Akademis Atas Pelubahan UlJD 1945 ", Dalnnl Reformasi 
Konstitusi, Jurnnl Demokmsi Dmr HAM, Vo. I. No : 4 Nojember 2001, ha1.32 



kandung maksud untuk me~lginvestasikan sebagiari keuangan negara guna 

tnetnperoleh per~dapatan negara, juga llai-c~s disetujui olcll rakyat ~iiclalui dewan 

perwakilannya. Dengan demikian keberadaan aliggaraa perusallaan-perusallaan lnilik 

negara d m  daerah merupakan bagian keumgan negara yang pengelolaannya 

dipisahkan dari pengelolaan kauangan pemerintah pusat (APBN) dan pemerintal~ 

daerali (APJ3D). 

Keberadml APBN, APBD, allggaran pcrusahaan negl-a dan daesah yang 

dikenal sekarang ini bukan hanya inerupakan pelaksanaan Pasal 23 UUT) 1945 yang 

terdiri dari pembukaan, batring t~rbuh dan penjetasan sebagai sesuatu sisteln yang 

bulat darl utiih. Apabila tulggaran penclapatan d a ~ i  belarlja ya ng ditctapkarl t iap (alluo 

dengan Undang-undang inenurut Pasal 23 ayat (1)  TJJD 1945 pasca pcruballa~l T-TV 

ditafsirkan sarna dengan APBN yang dikenal sekarai~g, maka tidak akan ditetnukall 

ketentuan dalam UUL) 1945 pasca perubahan I-IV TJUD 1945 yang dapat dttafsirkan 

sama dengan APBD &an anggaran pel~~sahaan negava dan daelali seperti dikeual 

sekarang. Rentuk-bentuk APBN, APRD, anggaratl BUMN darl RUMD dengan ~ilatert 

muatalmya seperti yang dikenai sekarang tidak diatur secara tegas dalam U U U  1945 

secara keseluruhan sebagai suatu sistem. 

Dari dasar hi~kum yang ~nengatur tentang pengelolaan keuaoga~~ negara 

tersebut di atas beluln diteulttkau apa yanp Ji~naksnd kcr~a~igal~ ncgara, bcgi~rr juga 

apabila ditelusuri peraturan-peraturan pelaksailaaii yang didasarkall pada Pasal IT 

Aturan Peralihan UUD 1945 pasca amand~:mnen seperti Itidisc:/~lc ( : o i ' ) ~ p l ~ b i / i [ ~ i ~ s u ~ e f  

(ICW) dal Inslr~~ctie en verdere Rr!palir!gen voor rlc: A/gc<~rt(!nc~ IZekenk(in.lc?r (IAR) 

juga tidak ditelntikan maknanya. Walaupun dai iTUD 1945 pasca pesiiballan behim 



ditemitkan pengertian keuangan negara. Sedangkan dalam Uxidang-undaag No111or 5 

Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pengganti UU Nolnor 17 

Tahun 1965 tidak dijumpai pengertian kcuangm negara, yang ada hanya istilah 

keuangan negara (Pasal 2 ayat ( I )  dan kalimat, " pertanggungawab " keuangan 

negara yang diperiksa sleh BPK yang antara lain meliputi pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belaiija negara baik anggariin ruth lnaupuli pembangunm, aliggaran 

pendapatan dm belanja daerah, anggarau perushaan-pen~sdai  negara, yang 

hakekatnya adalah seluruh kekayaan negara (Penjelasan Pasal 2 UU Nornor 5 Tdlun 

1973). 

Dari pengertiau-pengertiall atas kcuangan negara yaiig ditiiljau secara yuridis 

tersebut dapat dike~nukakan bahwa unsut--unsu~ keuangan 1icga1-a meliputi : 1). 

anggarau pendapatan dan belanja termasuk yzjak-pajak. 2). illacanl dan Iiarga inata 

uang, serta keuangan negara lainnya. 3). bagian dari APBN yang d~plsahkan kepadzd 

pernerintah daeral~, kepada BUMN dan badan laimya. 4) bagian dari APBD yang 

dipisal~kan. 5). segala hak dan kewajiban yang rimbul yang berada pada pejabat 

maupun lembaga-lembaga, terinasuk keuangaa daerali dan keuangail badan atau 

badan hukuln yang menggunakan modal atag kelonggaran dari negara atau 

masyarakat. Justru istilah keuangan negara tersebut sekarang mi sudah ada 

penegasantiya di dalarn beberapa ketc~~tuan tul~~um cialam UU Nolnor 17 Taliuti 2003 

telltang Keuarigali Negara inaupuil dalalii IJU Noinor 15 Taliun 2004 telltang 

Pelneriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawabm Keumgrin Negaa. 



C. Pengertian Kcuangan Negara Menurut Badan Perneriksa Keuangan 

Undatig-undaiig Nornor 5 Taliun 1973 tidak merurnuskatl pengertiari tentang 

keuangan negara secara tegas, namun keuangan negara yang diperiksa ole11 BPK 

hingga saat ini ialah keuangan negara yang dikelola oleh pemerintall pusat, 

pemerintah daerah, badan-badan ilsaha mil* negxa dan daerah, dan instansi-instansi 

iain yaslg berkaitan dcngatl keuanga~l negara. Dengan nlernperhatikan unsul.-[rnsur 

keualgan nega-a menurut tinjauan yuridis, sei ta ~nemperbatika~l pula pendapat d m  

praktek pemeriksaan yang berlaku oleh Dewan Pengawas Keuangan periode 1950- 

1959, maka Badan Peineriksa Keuangan berpendapat ballwa pengertiali kelvangan 

ilegara yang dikcbeildaki ole11 Pasal23 ULTD 1945 sebagai~r~a~ia telall dillball clcngat~ 

peiubalian I-TV Undang-Undang Dasai; Negara Republik Indonesia Tali1111 1945 dati 

1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran baik yang menyangkut pemerintal~ 
pusat, pemerintah daerah dau badan-bad311 usaha milik negara dan daerah 
maupull institusi yang rr,enggunakan rnoda! atau kelonggaran c h i  llegara atau 
masyarakat. 

2) Selurul~ kekayaali negara Setupa liarta yaug ~ > C I . I > C I ~ ~ I I ~  uatig, ba~ang, piiltatig, 
jasa, serta hak-hak negara sepeni hak-hak menagih atas kontrak karya 
pertambangan, hak penangkapan ikan dan hak pengusahaa~i liutan, kewajiban- 
kewajiban arau totang-utaiig negwn seperG da~ia peusii~ll, asuralisi kesell:~tan. 
jaminan sosial tenaga kerja, kekayaan bersil~ negara Ban keltayaail alamnya. 

3) Kebijaksanaan-kebijaksanaan ailg3alqati, fiskal, iiionetcr bcserta akiballiya di 
bidang eknsnomi. " Keuangan lainnya yang dikelola ole11 peineintah pusat d m  daerali dan badan- 
badan yang menjalankan kepentingw negara atas uang yang dimiliki ncgasa 
mauptm uangldana yang dimiliki m a s y ~ r a k a t . ~ ~  

Berdasarksul pengertian keuangal negara s.leilurul UUD 1945 sebagai~r~aila 

telah di ubah dengan perubalian T-TV UUD 1qegai-a Reputdik Indot~esia Taliuii 1945 

56)' Arifin P Soeria Atrnadja, Mekonisme. .., Op. Cit., hai. 1 72 



dan Uadang-undang Nomor 5 Tahua 1973 tersebut, maka BPK ine~letapkan luas 

lingkup peineriksaan tarlggunglawab keuangat~ tlegai'a ole11 BPK yarlg lrlerlcakup 

seluru11 kekayaan negara. Terlebih-lebih lagi setelall adanya landasan pelaksanaan 

operasionalnya yaitu UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU 

Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

D. Pengelolaan Keuangan Negara Republik Indonesia 
D. 1. Kekuasaan Pengelolaan Keuangau Negara 

Sistem pemerintalian negara Republik Tndonesia berdasarkan IJUD 1945 

sebagaiinana telali di ubah dalam perubahan I-1V U U D 1945, ineneinpatkan presiden 

sebagai penyelenggara pemerintahan negars yang tertinggi. Presiden meiniliki 

kekuasaan penyelenggaraan pe~nerinta~~an negara, ineliputi apa yang dala~n Tria,s 

Politika disebut kekuasaan eksekutif dan legislatif, dengan pengertian bahwa 

kekuasaan legislatif ihi dijalailkan ole11 presidl3n dengal persetu.iuan DPR/DPD.~~ 

Kekuasaan penyelenggaraan pemesintah negtra itu meliputi di dalarnnya tiga 

kekuasaan pengelolaan keuangan negara, yaitu kckuasaan otorisasi, ordonailsi d m  

kek~asaan kebendaharawanan. Kekr~asaan otorisasi adaldl kekuasaan untuk 

inengainbil tindakan atau keputusan yarlg dapat inerlgakibatkan kekayaan ilegara 

menjadi beskurang atau bertainbal~. Kekuasaal otorisasi dibedaka~ atas l<ekuasaru~ 

otorisasi yang bersifat umum dan kekuasnan otorisasi yang bersirat: khusus. 

Kekuasaan otorisasi yang bersifat umum diw~qudkan dalarn bentuk kekuasaan mcin- 

57). Y .  Stefanus Kotan, 13erkettibanu,t Kckur!sriar~ fJettwrirrt~~lrtrtt Ngqrrrrr (1)irtrmrsi 
~ehdekatan Politik Hrdkrirn Terlradap iiekrtasaan Ekesideti Meriurrit UUD 1945), Universitas 
Atmajaya, Yogyakarta, 2002, hal. 129 



bnat peratwan yang bersifat urnllrn seperti menetapkan Undang-undang tentang 

anggarati pendapataii dati belatija negara, Unda~ig-iindaiig tenlatig pokok 

kepegawaian, Undangundang tenta~g ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan 

sebagainya. Kekuasaan otorisasi yang bersifat umum ini menirut sistem 

pemerintahan negara Republik Ir~dsne:;ia, pelaksanaannya liarius tne~~dapat 

persetujuan terlebh dabulu dari DPRDPD. Artiriya be~ittrk pelaksanaan kekr~asaan 

otorisasi, pertma-taina adalall Undang-undang. 

Selanjutnya dala~n Undang-undang tersebut &pat pula meinLuat keteiltuan 

bahwa bentuk pelaksanaan otorisasi yang bersifat umiun dituangkan dala~n peratilran 

perundatig-iundailgail yang titlgkatamiya lebih rct~dah clari Uudang-undatig. 

Kekuasaan otorisasi yang berstfat kliusus diwujudkan dalat~i bcnttlk kckuasaali roituk 

~nenetapkan swat keputusail ya.ng khususnya ineigikat orang atau piliak tertentu 

sebagai pelaksanaan keputusan otorisasi yang bersifat umum. Kekuasaan ordonansi 

adalal~ kekuasaa~i untuk menerima, meneliti, meng~iji keabsaliasi [Ian lr~eilerlibkail 

surat perintall inenagill dan inembayat. tagihan yang inembcbani asiggaran pcneri~iiaati 

da~i pengeluaran negara sebagai akibat dari tindakan otorisator. Penguiian datl 

penelifian yang dilakukan ole11 ordonator meli yuti dasar I~aliii y a ( ~ ~ c ~ / ~ r r c r r i ~ / ~ c ~ i c / s ! ,  

dasar liukum tagihannya (,.c<chfn1clfight<'(1s), dar~ li1jLia1.lnya f i loc! /~~~(~~;g/~c!i( i~j .  

Kekuasaan kebendaharawanan adalal~ kehasaan untuk menerima, menyimpan atau 

mneinbayar/mengeluarkan uang atau barang, serta mnempertanggungawabkail ualg 

atau barang yang berada dalarn pen gelolaanny a. 



D. 2. Pendelegasian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara. 

Dalam wilayal~ negara Indonesia yang luas d.engaii berbagai fungsi yang Ilarus 

diselenggarakannya, tngas menjalankan kekuasaan pengelolaan keuangan negara 

tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh presillen. Dalam rangka efisiensi dan 

efektivitas pelaksanaan kekilasaan pengelolaan 'setlangan negara sesuai dengan sisteln 

' peinerintahaa negara berdasarkan UUD 1945 pasca perubahan I-IV, presiden 

mendelegasikau sebagian kekuasaan pengelolaau keualgan negara itu kepada 

aparatur pemerintall di pusat dm daerah, B W  dm BUMD serta pillak lain 

berdasarkan peraturan peritndang-t~ndangan. Pendelegasian kekuasaan pengelolaan 

keuangan negara kepada pernerintah pusat adalah sebagai berikut : 

a) Kekuasaan otorisasi yang bersifat umum, dilaksanakan sepeiluihnya ole11 
presiden dengan persett~jtlan DPfUDPD. Kekuasaan otorisasi yang bersifat 
khusus didelegasikan kepada semua menteri yaug menguasai bagian anggaran 
terinasuk pejabat lain yang ditunjuk secara resmi. 

b) Kekuasaan ordonansi didelegasikan hxlya kepada menteri keuangan. Akan 
tetapi lnellgiilgat begitu besarnya julnlah anggaral dan luasi~ya orgalisasi 
yang rnenggunakan anggaran, maka dalam pelaksailaa~i ftrngsi ordonailsi 
sel~ari-hari, ~nenteri keuangan melimpal&m kepada instaisi vtrtlkal dl 
bawahn ya, yaitu seksi perbendal~araan pada Kai~tor Perbendallaraan dan Kas 
Negara. (KPKN) (Swat Keputusan Menteri Keuangan No. 1231 
KMK.0 111995). 

c) Kekurisaan kebend:tl~arawanan didelegasiknrl kepada or-aiig atau badan ywg 
menjalankm tuaas sebagai bendd~arawan yaig rneliputi : 

1 ) Bendaharawan Umum 
Tugas bendaharawzn umcln melakukan penerimaan uang ymg 
disetorkan kepada kas negarn (APBN). Bendaharawan ini juga 
benvenang mengeluarkan atau Inembayas itallg atas dasar swat 
perintah yang diterimanya, yaitu Surat Perintah Meinbayar (SPM) 
dalain pelaksauaai APBN. Coiltoh bendal~arawan umnum adalah 
Kantor Perbendaharawanan Jan Kas Negara (KPKN) . 

2) Bendaharawan Khusus Penerha 
Bendaharawan ini hanya bertugas meneriina uang putigutan pajak 
dan penerimaan ncgara bukan pajak. Uang yang diterimanya harus 
segera disetorkan ke kas negara. 

3) Bendaharawan Khusus Pengcltmral~ 



Bendaharawan ini hanya bertugas mengeluarkan uang. 
Berdasarkan peruntukan uang yang diurusnya dapat dibedakan 
bendaharawan ini dalam kelompok bendaliarawan rutin belanja 
pegawai, bendaharawan non belanja pegawai, bendaharawan 
proyek, bendaharawan pemegang ~iang inuka cabang. 

4) Bendal~arawau Barang 
Tugas bendaharawan barang adalah menerima, menyilnpan dan 
mengeluarkan barang atas dasar pelintali pejabat yang 
b e ~ e n a n ~ . ~ '  

Selaitl lnendelegasikan kekuasaan di bidmg pengelolaan keisangan llegara 

tersebut di atas, presiden juga mendelegaslkail sebagiail kekuasaaaul otorisasi, 

ordonansi dan kebendaharawanan kepada direlcsi BUMN dan kepala daerah sebagai 

konseitk~~ensi dari peinbentilkan badan-badm usaha sebagai badan hukiuin dan 

pelaksanaan Pasal 18 UlTD 1945 sebagaiinana tel:,h di ilball dollgall pcrubal~an I-TV 

ULTD 1 945, yaiig ineinbagi daei*ali Indonesia rnenjadi daerali-dacra11 oto~lo~ii. Khusus 

di lingkungan pelnerintah daerzl~, kekuaszan otorisasi yang bel-sifat ullluin 

dilakskakan sepen~~l~nya oleh kepala daerall bersama DPRD, sedangkan kekuasaan 

otorisasi yailg bersifat khusus didelegasikm kepada ayaratur bawahan~lya. Untuk 

efisiensi dali kchendal~arawanaii yang diicriina olcli kcpala dacl-ah, pclaksal~aa~~~iya 

didelegasikan lagi kepada para pejabat di bawahnya, yaiti~ : 

1) Sebagian kekuasaan ordonansi kepala daerali kabupateiilkota dan Psovinsi 
didelcgasika~i kcpada kcpala biro keu:u~gac~ tli tlacral~ I'rov~t~si dal~ kcpala 
bagian kei~angan di KabupatenKota. 

2) Kekuasaan kebei~dd~arawail dillnlpallkall kepada kas daerali selaku 
bendahasawan dilimpahkan *,epada kas daerab selaku bmdahara\van 
umuin daerah, bendaharawan khusus peneriinaan daerah, bendaharawan 
khusus peilgeluaran daerall d m  bendahara~van barmg daerah. 

Selain itu kepala daeral~ Provinsi dan KabupatenIKota juga lnendelegasikan 

sebagian kekuzsaan otorisasi, srdsnansi clan keberldaharawanan kepada direksi BU- 
-. -- --- 

58)T3adan Pemeriksa Keuangan, 25 Talzutt. .., (/p.Cif., ha1 194 



MD dai badan-badan hukum yang dibenhlk oleh yenierintali daerali. Untr~k efisiensi 

dan efektivitas pengelolaan keuangannya direksi BUMD dail badan-badail llukum 

tersebut juga mendelegaslkan sebagian kekuasaan ordonansi dan kebendaharawanan 

kepada pejabat dibawahnya. Walaupun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan 

negara dilaktlkan pendelegasian kekt~asaaa sebagaimana diuraikan di atas, tetapi 

tanggungjawab secara utnurn terliadap pengelolaan keuangan aegara yalig 

dilimpahkan itu tetap berada pada presiden. Sehubungan dengan ha1 itu maka 

pelaksanaan pengelolaan seluruh bagian keuangan negara pada dasamya tetap 

dikendalikan oleh presiden, antara lain melalui penetapan kebijaksanaan dibidang 

pengelolaan keuangan negara. 

E. Pertanggungjawaban Keuangan Negarn Republik Indonesia 
E. 1. Penanggungjawab Keuangan Negara 

Ketentuan dalam Pasal 23 UUD 1945 seielah perubahan I-IV UUD 1945, 

pada dasarnya merupakan suatu aturan bulat sebagai konseukuensi dari pelilnpahan 
\ .  

kekuasaan atau kewenangan keuangan dari rakyat selaku pe~nilik kekuasaan kepada 

pemerintah selaku pelaksmanya. Dala~n pcliinpahan kewenangan tersebut ~erjadi 

hubutlgan timbali balik (resiprokalj antara peneriina kuasa yang wajib 

meilyampaikan pertanggungjawaban kepada pemberi kuasa yang berhak inenilai 

pertanggungjawaban dimaksud. Mengingat bahwa kekuasaan penyelenggaraan 

pemerintahan negara tertinggi di bawah W R  adalah ditangan presiden, maka 

konseukuensi tanggungjawab penyelengg~raan kekuasaa~i itu, tertnasuk 

tanggungjawab penyelei~ggaraan seluruh keu;mgan negara berada pula ditangan 

presiden. Pada dasarnya presiden tztap bertanggungjawab dan tanggungjawab itu 



lidak berkuralg, meskipurl dalanl praktek penyelenggaraan keualigarl negara 

dilakuka~l pc~idclcgasian kekuasaan pengelolaan kcuanga~i llcgdra kepada kcpala 

daerah, direksi BUMN dan BUMD dan pihak lain berdasarkan peraturan perundang- 

undangan. Telah diketal~ui bersama bahwa dalzm tubuh pemerintah, selain terdiri dari 

presiden, para menteri, gubernur, bupati dan waliksta, meliputi pula berbagai pejabat 

keterlibatannya mengelola keuangan negara. Masing-masing pejabat tersebut 

memikul tanggungjawab atas pelaksanaal ke1tanga.n negara dibidang tugasnya. 

Dalarr~ pengertian pengelolaail keu;mgail negara terkandung pengertian 

pertanggungjawaban yang hmls dibuat oleh selnua iilstansi pemerintah atau pejabat 

yang melakukan pengelolaan keuangan negara yang ineliputi pelaksanaan APBN, 

APBD, pelaksanaan anggaran BUMN dan BUMD, serta pelaksaiiaan anggaran 

yayasan yang didirikan oleh pemerintah, BUMN dan BUMD atau badan hukuin lain 

diinana terdapat kepentiilgnn negara atau yar.g inenerilna bailttian pemerintah. 

Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikal kepada pejabat atau insta~isi yang 

benvenang sesuai dengan peratitran perundailg-wldangan. 

Pertanggunglawaban diperlukan untuk dapat inengetal~ui pelaksanaan 

program pemerintah, baik program pembangunan maupwl kegiatan 'itti11 pelayana~l 

pemerintah, inengenai tingkat ketaatatlnya pada peraturan perundang-unda~~gan, serta 

untuk mengetahui tingkat kehematan, efisiensi dan efektivitas dari program atau 

pelayanan pemerintah. Para pejabat pelnerintah atau pihak lair1 yang dipercaya untuk 

mengelola keuangan negara (sebapi contoh keiua yayasan yang meneslma bantirdn 

pemerintah), bertanggungjawab mltuk melakukan tugasnya secara hetnat, eGsietl da11 



efektif dalam rangka mencapai tlljuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawabai ini 

rneliputi semua unsur keuangan negara yang dipercayakan kepadan ya. Pejabat 

pemerintal~ dan pihak: lain yang dipercaya untuk inengelola keuangan negara wajib 

menaati peraturan perundang-undangm. Tanggurigjawab tnelipilti : ( 1 )  iderilifikasi 

persyaratm yang hmls dipenulli ole11 seinua lllstansi atau pejabat yelllerintah dalaln 

rangka melakilkan pengelolaan keuangan negaa. (2) penerapan suatu sistem atarr 

prosedur kerja yang dapat ~nellja~niu ditaatinya peraturan perundang-undangan. 

Pejabat pelnerintah dan pihak lain yang dipercaya rnengelola keuatlgan negara 

bertauggungjawab untuk menyusua pedonlan dar nlenyelenggarakan pengelldalian 

intern yang efektif guna menjamin : (1) pencapaian tujuan sebagaimana mestinya. (2) 

keselamatankearnanan keuangan yang dikelqknya. (3) ketaatatl pada peraturarl 

perundang-undangan. (4) diperolehya dan dipeliharanya data dan infornlasi yang 

'h~andal d a i  diuligkapkatltlya data dm infos~nasi tersebut secara wajar. Pejabat 

pemerintah dan pihak lain yang dipercaya unhk lnengelola keuangm negara, wajib 

membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaa~mya, yang sesuai 

dengaz~ bentuk-bentuk tanggungjawab k e ~ ~ a n p ~  negara yang didasarkan pada 

peraturan perundangan dan sistem akuntansi yang herlaku. 

E. 2. Bentulc Tanggung Jawab Keuangan Negara 

Bentuk tanggungjawab keuangan negara pada umirmnya beritpa laporan 

keuangan yang disajikan secara berkala. Laporan keuangal in1 haus disajlkan secara 

lengkap sepadan dengan luas llngkup keuangan negara ymg dllimnpdkan ole11 MPR 

kepada preside11 yang nleliputi, keuangaii pe~?.~erintah yusat, keualigan yemerintah 

daerah, keuangan badan usaha milk nepara dan daerah, llakekatnya mencakuy 



seluruh kekayaan negara. Bent& tanggungiawab masing-masing bagiau keuangan 

negara pada dasarnya berupa : laporan realisasi pelaksanaan anggaran (kinerja 

keuangan), laposan mutasi kekayaan dari hasil pelaksanaan anggaran dan laporan 

perhitungan altggaran yang r incimya sebagii heckut : 

a) Laporan realisasi pelaksanaan anggaran yang metnuat angka-angka 
realisasi pendapatan dan belanja beserta penjelasan tentang pencapaian 
hasil atau kinerja pemerintall daln~n suatu periode tertentu (semester1 
tahunan). Bentuk tanggungjawab atas pelaksanaall anggaran dituangkan 
dalam nota keuangan. 

b) Laporan mnutasi kekayaan negara yang diperoleh dari hasil pelaksanaan 
anggaran yang memuat posisi kekayaan negara oper akhir tahun anggaran 
berupa aset dan kewajiban negara yang terdiri atas posisi kas, posisi 
pengelolaan piutang, posisi sarana/prasarana, posisi penyertaan inodal 
pemerintah pada unit usaha, posisi dana-dana tertentu, posisi hak-hak 
pengelolaan hutan, tambang dan 1r.in-lain, posisi persediaan barang, posisi 
utang dalam dan luar negeri dan pdsisi kewajibannya laillnya baik yang 
dikelola oleh pemerintah pusat, pelnerintah daerah rnaupun badan usaha 
inilik negara dan daerah. Bentuk tanggungjawab posisi kekayaan negara 
saat ini masih parsial dan belum te;himpun ke dala~n neraca kekayaan 
negara. 

') Laporan perhitungan anggaran dalam suatu tahun anggaran tertentu yang 
terdiri atas perhitungan pendapataq dan perl~itungan berbagai jenis 
pengeluaran negara unt& llnenjalankan roda peinerintahan dalaln rangka 
pelaksanaan tugas-tugas m u m  pemeri11td1a.n dan pembangunan. Bentuk 
tanggungjawab atas erhitungan anggaran ini dituallgkan dalaln ilota 
perhitrlngan anggaran. R 

1 

Perlliltmga~i anggaran yang llakekahlyn trlerupakall hilnpuriati angka 

perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran kas (cash htrdgc,), dapat di 

pandang sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan pelnerintall balk 

pusat maupun daerah. Untuk lingkungan penlsal~aan pada umumnya, (tesmasuk 

badan-badan usaha inilik negara), iriaka laporan keuangan yang terdiri dasi neraca 

5g).~adan Pemeriksa Keuangan, 25 Talrur~.., Op. Cit., ha). 203 



dan perhitungan rugi laba, sebagai suatu iutisar pertanggungjawaban keuanyau 

perusallaan-perusallaan inilik negara. Dapatlah dikatakari bal~wa inti dat-i pcr-lii~i~rigan 

anggaran inaupun laporan keuangan perusahaan tersebut, pada dasarnya adalah bukti- 

bukti .mutasi keuangan atau dok~unen btkti ~einbikuan (accounting vouchers 

document) yang dapat menggambarkan penil~allan harta, utang, piutang dan modal 

setiap saat secara kronologis dan berkesinambungan. Dapat dikarakatl bahwa bukti- 

bukti dilnaksud ~nerupakan unsur daripada segala beiltuk pertanggungjawaba~. 

Selanjumya perlu dikemukakan bahwa yerbedaan pokok antara perl~itungan 

anggaran pemerintah dan laporan keuangan pert~sahaan, adalah terletak pada cara 

pembukuan bukti-bukti mutasi keuangan tersebut. Petlyusutlan perhitungau anggaratl 

pernerintah pada saat ini didasarkan pada cara pernbukual karneral c~ingle enlries) 

atas penerimaan dan pengeluaran uang kas saja. Oleh karena itu perhitungan 

anggaran pelnerintah lnasih hams dilengkapi dwgan daftar-daftar yang dianggap 

perlu seperti daftar inventaris barang-biuang milik negara. Daftar utailg piutang 

negara dan sebagainya. 

Sedangkan neraca dan perhitungan rugi laba badm-badm usaha lnilik ilegara 

dan daerah didasarkan pada sisteln pembnkuan berpasangan (it(~uhle entries), yang 

dapat menggambarkan sel~u-uh mutasi dan posisi harta, utang dan modal atau 

kekayaan badan-badan usaha. Ole11 karena itu, dapat dikatakan bahwa laporan 

keuanga~ badan-badan usaha itu inencenninkan bent& pertanggrnl~a~vabail y a ~ g  

lebih lengkap daripada perhitungm anggaran pemerintah. Sehubungan itu, inaka 

peinerintah telah berniat ~ m t ~ k  menyuson neraca kekayaan, ginla melengkapi 

perhitungan anggaran yang telah ada. Maksud itu kiranya dapat dipandang sebagai 



suatu itikad lmhk selangkah lebih maju dalam penyemplunaan bentuk 

pertanggungjawaban keuangan pemerilitali. Langkali-la~igkal~ kc arali penyusulian 

neraca kekayaan negara tersebut telah dilakukar. dengan pendirian suatu proyek (yang 

mendapatkan pembiayaan dan bantuan bank dunia), untuk inenyeinpurnakan sistein 

pemblkt~an peinerintah (Govemnrent accountmgl yyag mash berlangsung sa~npai 

dengall saal itli. Dari llasil stirdi proyek dimaksud, dikclahui ballwa dellgall 

penyeinpunlaan siste~n peinbukuan tersebut dharapkan dapat diperolell suatu siste~n 

akxntansi pemerintal~ yang lebih terpadu (integrazeco. 

Mengenai benttdc-bentilk dan ~nateri dokumen keuangan yang diperlukan 

guna penyajian laporan scpcrti, neraca (l~dance s ~ L ' L ' I ) ,  laporall pcncrin~aan dati 

pengeluaran (Statement of revenues and expeditures), laporal ~nutasi posisi keuangan 

(Statement of changes in .finlmcial position), dan lain-lain daftar yang d~perlukan. 

Meskipun upaya pemerintah tersebut di atas patut dihargai, namun kiranya masih 

dil~arapkan agar neraca kekayaan ilegara itu aencakup seluruh lrlateri dalain 

pengettian keuangan negara seperti yang dimaksl~d olcll TI( JD 1 945 scbagai 111ana 

telah diubah dengan perubal~an pei-tana sanpai keompat U U L) 1 945, sebagaimana 

yang telah diutarakan di muka.'" Tegasaya, mash dil~arapltan untuk disusun oleh 

peinerintah, suatu neraca ksnsolidasi yang menghimpiul baik neraca keirangan 

pemerintah pusat, neraca keuangan peinerintall-pzmeritllah daerali, rnai~ptl~l neraca 

keuatlgan badan-badan usaha 1n11ik negara dan daerali, yalig hakekatnya neraca 

seluruh kekayaan negara dalam arti yang sebecarnya. 

60' &ifin P. Soeria Atrnadja, Mekanivtttc P~~r ta t~gu t~~a , r~aba t  Keunt~gatr Negnr n... , Op. Can, 
hal. 181 



F. Landasan Hukum Kekuasaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia 

F. 1. Menurut Undang-Undang Dasar 

Sebenmya dari ketentuan Pasal 23 avat (5) sebeluin perubahan I-1V UUD 

1945, diketahui bahwa kekuasaan pemeriksas~? tanggungjawab tentang keuangan 

negara berada pada Badan Perneriksa Keuangan. Kata " Kekuasaan " melnatlg tidak 

nampak pada teks Pasal 23 ayat (5) sebelum perttbalran I-IV UUD 1945, tetapi 

disebut dua kali pada pe~ljelasan pasaluya, yaih sebagai berikut, .... Untuk tneilleriksa 

tanggungjawab pemerintah itu perlu ada suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan 

kekttasaan Pemerintah. Sabab itu kekuasaan dan kewajiban it11 ditetapkan dengan 

Undang-undang. Kata " kekuasaan " yang disebut terakhir pada kalirnat di atas 

adalah kekuasaan yang dimiliki ole11 BPK untuk ~nelakukat~ pcmeriksaan 

tanggungjawab tentang keuangan negara. 

Dengan demikian cukup jelas maksud yaig melatarbelakangi penyebutan 

kekuasaan BPK dalam penjelasan Pasal 23 ayat ( 5 )  sebelum penlbahan I-IV UUD 

1945, yang inelnberiltan imbangan kekuasaan var.:g sederajat antara kekuasaan BPK 

dan kekuasaan pemerintah seperti yang disebutkan dalain ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9 . 

UUD 1945 sebelum perubahan I-IV. Kekuasaan yang diiniliki oleh BPK itu lazim 

disebut sebagai kekt~asaan konstitusional BPK. Oleh sebab itu kekuasaan tersebut 

perlu di idenlifikasi baik tnengenai 1nak11a rnaupun silatnya. I'erlunru, ballwa 

kekuasaan BPK itu adaldl saldl satu bagian dari kekuasaan negara yang ole11 

pemegang kekwsaan tertinggi negara dili~npalkan kepada BPK. Mengenai 

kekuasaan tertinggi negara yang berada pada MPR dinyatakan secara tegas oleh UUD 

1945 sebeluin perubaliaii I-IV, " die gezumle .s,:clal gewall liegill alleiri beider nwjeli.s 



". Kekuasaan itu disebut sebagai gewalf atau gewerld dala~n bahasa Belanda, yang 

identik deilgaa kata force atau violence dalam ballasa Inggis, yang berarti kekerasan 

atau paksaan.61 Delnikian pula halnya kekuasaan BPK yang dilinlpalkan ole11 negara 

dan atau MPR (sebelum perubahan I-IV UUD 1945), mengandung daya paksa, 

sehngga tidak dapat diremehkan atat1 dipemaidan oleh kepentingan suatu golongan 

dan sembarang orang. Kedziu, bal~wa kekuasaan BPK itu dapat dibedakan dail atau 

dipisahkan deilgan kekuasaan pemeru~tah. Ke:kuasaan peinerintah itu disebut juga 

oleh UUD 1945 sebagai power yang terpusat ditangan presiden dengan ungkapan, 

"ctoncen tration of power and responsibility upon the president ". Kata pow(? Y dalam 

bahasa hggris besarti kekuasaan, kekuatan atau pengasuh. 

Demikian pula halnya, sebagai imbanga~ power peinerintah dimaksud, lnaka 

BPK meiniliki power atau kekuasaan yang be~sifat ltuat sel?a berpet~garuh, terl~adap 

pihak lain yang inenjadi obyek pemeriksaannya.. Ketigcr. ba1,wa kekuasaan BPK itu 

tidak berbeda makna dail sifatnya dengan pengertian kekuasaan pada uiIiumnya, baik 

dibidang sosial maupun politik, yakni mengandung kekuatan it~emaksa dati atau dapat 

inempengaruhi yihak lain untuk mengikuti kehendak yang menliliki kekuasaan. 

Penggunam kata kuasa dan atau kekuasaar~ d d a n  UUD 1945 itu dapat 

diketahui dari ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan, sepcrti kekuasaan tertinggi, 

kekuasaan pemerintahan, kekuasaan nlelnbentuk Utldang-iuldang, kektiasaa~l 

kel~akiman dan iain-lain. Kcernpat, bal~wa kekuasaan BPK itu bersulnber pada paham 

demokrasi yang dianut ole11 UUD 1945, khususnya dibidang keuangan negwa. UUD 

-- - 
61). A S S .  Tambunan. Amandetnen Kehallasnn, 11111) Unru llnn Kot t~ i~ i  Kotrstittrsi, BiPr, 

H u m s  I l n ~  Hukusn DPRRI, Jakarta, 2002, hal. 24 



1945 menganut paham atau berjiwa demckrasi konstitusiunal, yang ~rlerlgl~elldaki 

agar distribusi kckuasan dalani ticgara bcrjalan nlodcrat, scllillgga scliap kckuasaar~ 

tidak terlmpau kuasa. Beberapa kekuasaan tidak boleh berada di satu tangan, itulah 

paharn mengenai distribusi kekuasaan politik negara. Dalaln paharn yang dianut UUD 

1945, kelaasaar~ perne&saan keuangan negara tidak diabaikan. Di dalain negara 

modern dewasa ini uaug atau kekayaan diililai sebagai kekuatan yalg inenakjubkan. 

Kekayaan itu adalah salah ;atu sumber kekruasaau, karena dengal u a ~ g  dapat dibeli 

apa saia yang diinginkan. Menghadapi kekucltan uang atau kekayaan seperti itu, inaka 

UUD 1945 sejak dini telah meletakkan daya tanpkdl jauh ke masa depan. 

Ketentuan Pasal 23 UUD 1945 (sebelu~n pertbahan) yailg terdiri dari liina 

ayat itu pada dasarnya merupakan pembatasan dari kekuasaan petnet-intali di bidang 

keuangan negara. Tidak saja mengenai penggmggaran juinlah uang kas atau tunai 

yang akan diperoleh dan digunakan oleh pemerintah h m ~ s  mendapat persetujuan 

rakyat, yang dalam ha1 ini diwakili olch DPlWPD, inelainkan seinua ha1 yarig 

berkaitan dengan keuangan negara liarus diatur dengan Undati g-undang. Lebili lanjut 

dmyatakan, bahwa tanggungjawab pemerintah tentang keuangan negara tersebut 

harus diperiksa oleh BPK. Jelaslah bahwa kekuasaan yang diberikan cleh UUD 1945 

kepada DPRIDPD d m  BPK sesumgguhnya mgupakan faktor peinbatas terhadap 

kekuasaan ie~nerintah dalam mengelola keuangzn negara. Penguasaa~ uang ataa 

kekayaan negara ole11 pemerhitah tidak clibiarka~l berjalai sel~diri ole11 UUD 1945. 

Kekuasaan pemerintah tersebut harus berjalan berdampingan, serasi, selaras dan 

seimbang dengan kekuasaan DPR/DPD dan BFK, dalam suasana " kedaulatan rakyat 

". Dari paham demokrasi mengenai kekuasaan pemeriksaan keu~angan negara, 



sebagai~nana di~~tarakan diatas, maka dapat dikatakan bahwa setiap pehidapat yang 

akan mengurangi, metnperkecil, ~ne~nbatasi atau ~ne~nper:;ul i t peilerapan kekuasaa~l 

konstitusional DPWDPI) dan kekuasaan BPK, pada dasarnya adalah pe~idapat yang 

mnenjauhi demokrasi (inkonstitusional) dan luengganggu ketaatan dan ketertiban 

keuangan negara yang diarnanatkan oleh UUD 1945. 

F. 2. Menurut Peraturan Pen~ndang-undangan 

Uiltuk merealisaslkan kekuasaan BPR itu diberlakukan Undang-u~dang 

Nomor 5 Tal~un 1973 tentang BPK, ineskipun Undang-utldang ini dirasakan beluin 

menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatannya. Kedttdtlkan konstitusional itu 

nampaknya belu~n berarti legal dalam pelaksanaan operasional. Unda~~g-undang 

Nomor 5 Tal~un 1973 tersebut masih banyak memerlukan peraturan penmdang- 

undangan yang inelimdasi pelaksanam kegiatan BPK, yang diharapkan dapat 

membantu BPK dalam memenuhi tugas konstitusionalnya, guna menegakkan 

kedud~kan tugas, kewajiban, wewenang dan f~mgsiilya. Dan baru di era reforinasi 

sekaranglah BPK inelnpurlyai landasail operasionalnya yaita dcngan adarlya. [JIJ No. 

17 Tahun 2003 telltang Keuangan Negara dan UIJ Noinor 1 5 Tahuil 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Negara yang keduanya 

inenjadi instn~men pendukung pelaksanaan peran dan fungsi BPK dalam sistein 

ketatanegaraan Indonesia sekarang ini." 2kkuranga.n -Undang-undang Nomor 5 

Tal~un 1973 tersebut kiranya dapat dimaklu~ni, karena IJudang-undang in i  memang 

bersifat lebih banyak inengatur tentang pelaksanam kegiatannya. Meskipun demikim 

6".~larnet effendy Yusuf Dan Umar Basalim, Xgf~rttm~si Knrr.rtitlc.~i Irmdnrtarin, Pernhalrart 
Perinma [IUD 1945, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta, 2000, hal. 83 



Undang-undang ini antara lain menlrnjuk pulzl Indische Conzpiuhlli/eii (ICW) dan 

Instrudie en verdere bepalingen voor de Algemenc Rekenkan~er (IAR). Penul~jukkaa 

1CW dan L4R dalarn Undang-undang No~nor 5 Tahun 1973, yang ternyata 

menimbulkan pandangan yang terkonaentrasi dari beberapa kalangan dalam 

masyarakat, sestmggdmya mencerminkan pula sikap arif dan penuh kehati-hatian 

dari pembetltuk Undang-uudaug Nomor S Tahutl 1973 dimaksud. Hal iili dapat 

dipahami, karena kenyataan menunjukkan bahwa sejak kemerdekaan RI beluln ada 

peraturan perundangan selain ICW dan IAR yang memberikan ikatan secara legal 

antara BPK sebagai pemeriksa dm pemerintah se lah penanggungiawab keuangan 

negara, sebagai yaug diperiksa. Selain itu terdapat kehati-hatian dari pembentuk UU 

No. 5 Tahun 1973 yang tidak tergesa-gesa untuk mengesampingkan ICW dan TAR 

dari khasanah perbendaharaan peraturan perundang-undangan tentang keuangan 

negara di negara Republlk Indonesia. 

Pembentuk Undang-umdang Nomor 5 Tahun 1973 ternyata tidak tergoydhan 

oleh pandangan yang kontroversial, yang antara lain mengatakan bahwa ICW dan 

LAR adalah produk kolonial Hindia Belanda yang sudah usang dan h n o  atau 1CU' 

dan IAR berg&a dan berbahasa Belanda yang tidak populer dikalangan generasi baru 

Indonesia, ataupun ICW dan IAR tidak cocok dengan tata organisasi manajemen 

yang bersumber dari teoli keuangan Anglo Saxon. Deilgan ineinandang ICW d m  

IAR sebagai hukum positif di Indonesia, Inaka peinbahasan tentang legalisasi 

pelaksanaan kegiatan BPK tidak dapat dilepaskan dari tinjauan ketentuan dimaksud, 

yaitu meliputi pembahasan dari tinjauan ketent~tian dinaksud, yaitu ineliputi 

pembahasan peranan ICW dan IAR dalam i.egalisasi kegiatan BPK dan tiujauan 



tentang kendala pelaksanaan ICW &an IAR, serta arg~mentasi untuk mengatasinya. 

Terlepas dari kekurangan TCW dan TAR, ketentuarl ini kenyataannya telali 

memberikan status Iegal terhadap landasan bagi pe1:rksanaan kegiatan BPK. Pcrtama, 

ICW dan IAR dengan tegas membellkan ikatan yang sah antara BPK sebagai auditor 

dan pihak-pihak tertentu di lingklmgan pernerintah selaku penanggungjawab 

keuangan negara, sebagai auditan, yang dapar dibedakan menjadi ikatan khusus di 

satu pihak, dan ikatan administratif di lain pihak. Ikatan kl~usus tersebut terjadi dari 

apa yang disebut dengan pengurusan bendaharawan (Conzptnbel Beheerr) oleh orang, 

pejabat atau pegawai negeri yang lncnerirna penugasan khirsirs dari negara, untuk 

bertiudak sebagai penerima, pe~iyitnpan dm ymg n~engcluarkatl uang ncgara. 

Tkatan ini mewajibkan bendaliarawan negal a nienyampaikaii pertanggung- 

jawaban keumgan yang dikelolailya kepada BPK ~untiuk diperiksa, ha1 yang demikiau 

inilah menunjukkan ikatan yang tepat antara BPK dan bendaharawan. Sedangkan 

ikatan administratif terjadi dari penguusan umum atau peilgurusan adininistrasi 

(Administratief beheer), oleh pejabat (pegawai negeri) ymlg ~neileriina pelimpaha~l 

wewenang atau kuasa dari pillak penguasa keuangail negara. Bahwa ikatan khusus 

tersebut jauh lebih erat atau kuat sifatnya kiranya dapat dipahami, karena ICW d m  

IAR Inendasarkan pada prinsip yang ~nenyatakan : 1). tiada pellerilnaa~l atau 

pengeluaran uang ke dan dari negara tanpa melalui bendahasawan negara. Hal ini 

menulljukkan bahwa ICW dm IAR ineletakkal kubu pertal~anan yang ki~at pada 

aliran atau mutasi uang yang ada pada bend~11arawa.n negara. 2). Setiap mutasi uang 

yang ada pada bendaharawan negara, inericerlninkan seltruh gerak operasi 

administrasi atau penyelenggaraan apapun. Dengan berpedoman pada prinsip 



dimaksud, maka BPK tidak akan kehilanghari jejak dalam menelusuri setiap kegiatan 

keuangan dimana saja, kapan saja serta ole11 siapa saja uiusan adiniiiistratif itu 

dilakukan, walaupun para pelaksana atau pepgurus admillistratif tidak wajib 

menyampaikan pertanggungjawabannya kepada BPK, bukanlah berarti ha1 itu 

membatasi pemeriksaan BPK. Kedua, ICW &an IAR inemberikan laildasan ht~kum 

kepada BPK untuk melakukan tuntutan perberid.al~araan terhaday bendaliarawail yang 

bersalah atau lalai atau alpa, sehiiigga incttimbulkan ketekoralt atau kekurangan 

perbendaharawan. Keputusan BPK dalam tuntutan perbendaharaan tersebut 

memptmyai kekuatan pasti. Ft~ngsi BPK itu, pada clasmya merttpakan konseukensi 

logis sebagai tin~lak larljut dari ikatan kh.usus antara BPK dan bendaliarawan ilegara 

tersebut di atas. 63 

Sebagai lnata raritai dari peltanggungj~waban bendaharawan ilegara kepada 

BPK, berarti menempatkan badan ini sebagai jhak yang berkoinpeten dan inampu 

lnenetapkan deilgan lebih pasti j~unlali kekurailgan perbendaharaai, ulltuk 

dibebankan kepada bendaharawan yang bersangkutan. Dengan dernikian kedudukai~ 

khusus BPK ya11p benveilang menetapkan putusan tentang peinbebatlan kekurangatl 

perbendaharaan itu terjadi karena keahliannya untuk itu. k'errgn, ICW dan IAR 

mewajibkan 'pemerintah membuat suatu perhittngan anggaran dan ~neinberikan 

landasan yuridis kepada BPK tmtuk memeriksa serta cara u~ituk mckakukan 

peineriksaatl perliitullgati itu. ICW dm IAR msnegnskan bah~va dalalll melakukan 

pemeriksaan perhitungan anggarm tersebut, BPK apabila perlu dapat lnengirilnkati 

keznbali btlkti pertanggungjawabm bcndaharawan negara unttk dijawab &an diperba- 
- -. -- 

63). Slamet Effendy Yusuf dan Umar Basalim, Ilejhrmasi Knnstitusi.., Op. Cit, hal. 85 



iki. Demlkianlah ikatan khusus dimaksud mt:wajibkan BPK tidak raja lneny atakan 

opini terhadap perliitungan anggaran yang disajikan ole11 pemcriii tali, melainka~i lebih 

dari itu, BPK dapat menolak sebagian atau seluruh pelnbebanan pertanggungjawaban 

bendaharawan negara pada perhitungan dimaksud." Dari uraian di atas jelaslah 

bahwa ICW d m  IAR telall m~:letakkan BPK pada kedudukan khusus di bidang 

keuangan negara Republil. Indonesia, dan Jelnikian y i~la terhadap legalit as 

kegiatalulya. Sedangkan terhadap pandangan yang menyatakan baliwa ICW dall IAR 

adalah kendala dari pe1,aksanaan legalisasi kegiatan BPK itu, tidak sel~rruhnya dapat 

dibenarkan. Kendala dimaksud pada dasmlya dapat terpulang penyelesaiannya 

kcpada RPK dati para pcnyulcnggara ncgara yang bcrsangk\~kiti. 

Sasaran atau objck diniana kckuaqan RPK ilu dilclapkali ac-lalali (cl-lc~ak 

dibidang pemeriksaan tanggungjawab peinerintah telltang keuanga~l negara. I3ida11g 

tersebut pada dasamya mengandung dua komponen, yaitu pengertian pemeriksaan 

BPK di satti pihak clan pengerti~n tarlgpnlIjawab peinerintall tentang keuatlgan 

negara di lain pillak. UUD 1945 memberikan Icekuasaan kepada RPK terbatas sebagai 

pe~neriksa dan bukan sebagai pengawas keuangan negara. Seluruh ketentuan yang 

ditnuat dalam UUD 1945, dengan jelas menempatkan kata ~netneriksa dail 

pemeriksaan hanya dalam kalilnat yang menyangkl.lt tugas BPK. Sedangkan kata-kata 

mengawasi, kontrol d m  atau pengawasan, hanya digunakan dalaln kaitannya dengan 

h g s i  DPR. Terlepas dari kesimpangsiusan perahran pemndang-~uldangll yang 

menyangkut tanggungjawab pemerintal~ tentmg keuangan negara, lnaka pemeriksaan 

BPK terhadap keuangan negara, btkanlah tanggumgiawab yang dilakikan ole11 suatu - 
64) Abu Daud Busroh, Pemeriksuan Keunnguir Negara.. , Op. CiL, hal. 1 3 1 



baddinstihisi sernata rnelainkan tanggungjawab yang dilakukan ole11 dan diminta 

dari orang perorangan baik selaku pegawai negeri, bendaharawan, pejabat kepala 

keuangan, pemimpin proyek maupun menteri balkan presiden sekalipum. Hal ini 

membawa konseukmnsi bahwa dalam pemeriksaannya, BPK senantiasa dapat 

ineminta pertanggungjawaban kepada siapa saja ymg melakitkan penyiinpangail 

terhadap kriteria pengelolaan dibidang keuangan negara seperti tidak taat, tidak tertib, 

tidak heinat, tidak efisien dan tidak efektif. 

G. Kelengkapan dan Tempd Kedudukan, E:entuk, Susunan dan Keanggotaan 
BPK 

Badan Perneriksa Keuangan adaldi le~nbaga tinggi ilegara yang dalain 

pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dar~ kekuasaan petnerintah, akan tetapi 

tidak berdiri di atas pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan ini berkedudukan di 

Ibukota Negara Republik Indonesia. Karena rbukota negara Republik Indonesia 

terpusat kegiatalulya ~neilgeilai keuangan negara. dan petnerintall, ~naka de~ni efisiensi 

pelaksanaan tugas-tugasnya, BPK berkedudukan di Ibukota Negara Republik 

Indonesia.. Badan Perneriksa Keulangan ini ,pads dasarny a berbentirk dewan y ang 

inana terdiri atas seorang kehia merangkap angyota, seorang wakil ketua merangkap 

anggota dan. 5 (lirna) orang anggota. Dengan berbentuk dewan, inaka BPK 

dharapkan dapat mengambil keputusan-keputusan atas dasar musyawaral~ untuk 

mufakat. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemel-iksa Keuangan, diangkat oleh 

presiden atas usul Dewan Penvakilan Rakyat. LTlituk setiap lowonga~l keanggotaan 

Radan Perneriksa Keuangan, ole11 DPR di usulkan 3 (tiga) orang calon. Untuk dapat 



diusulkan sebagai anggota Dewan Pemeriksa Keuangan, Inaka seorang calon hanls 

meinenuhi syarat-syarat yang berikut : 

a) warga negara Indonesia, 
b) bertaqwa kepada Tuhan Yang lvlalla Esa, 
c) sekurang-kurangnya berusia 35 (tiga puluh lima) tahun, 
d) setia terhadap negara dan haluan tlegara kesatuan Republik l~ldo~lesia 

yang berdasarkan Panczsila dan Undang-Undang Dasar 194 5, 
e) mempunyai kecalcapan dan pengala~nan dalain bidaug keuailgail d m  

administrasi negara serta, ' tidak diragukan tentang integritas dan tentang kejujurannya."' 

Mengingat tugas dan wewenang BFK yang denlikiair berat, lnaka untuk 

menjamin adanya kematangan berpikir dan bertiildak pada seoratlg anggota BPK di 

cantuinkan pula syarat usia minimum yakni 35 (tiga puluh lima) tahun seita syarat- 

pengalanadkecakapan dala~n bidang keuangal dan administnisi negara. 'l'ermasuk 

dalam integritas ialah kewibawaan, kepri5adia1-1, silcap &all pel-buatatl yang baik 

terhadap kehidipan kemasyarakatan, bertanggimaawab dan konscukucn. 

h g g o  ta Badan Peineriksa Keualgm d~algkat unt ik lnasa jabatan selalna 5 

(liina) tahun dan dapat diangkat kemba'i sebagai anggota Badan Peineriksa Keu~ngan 

setiap kali t~nttk masa jabatan 5 (lima) t h u ~ i .  Apabila karena beraldlirnya rnasa 

jabatan anggota-anggota Badan Peineriksa Keuangan aka11 terjadi kekosongail dalain 

keanggotaan Badan Pemei-iksa Keuangan, maka masa jabatan auggota-anggota Badan 

Pemeriksa Keuangan diperpanjang sarnpai terselenggaranya pengangkatan atas 

sekurang-kwangnya 3 (tiga) orang anggota Radan Pemeriksa Keuangan. Untuk 

menjainin kontinuitas kerja Badan Pemeriksa Keuangan daa tanpa rnengabaikan 

kebutuhan akan penyegaran, maka untuk setiap pergantian keanggotaan Badan Peine- 
.-..... 
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riksa Keuangan sedapat-dapatnya 3 (tigz) orang anggota lama diangkat kembali. 

Dengan ketentuan ini dihindari kemungkinan BPK inerijadi slatis karena lerlalu lama 

tidak ada penggantian anggota. Anggota Badan Peineriksa Keuangan berl~entil 

diberhentikan oleh Presiden : 

a) karena meninggal dunia. 
b) atas permintaan sendiri. 
c) karena jabatannya berakhir. 
d) karena mencapai usia 65 (enar? puluh lima) tdiun. 
e) karena tidak dapat lagi secara aktif ~nenjala~lkali tugasnya kare~ia 

sedarig menjalani hthunan penjara berdasarkan kepuhlsan pengadilar~ 
yang tidak dapat diubah lagi. 

f) karena tindak pidana yang dikenakan ancarnail hukuman sekurang- 
huangnya 5 (lima) tahtm. 

g) karena tidak memenulii lagi ~ sywat-syarat tertentu, bei-dasarkan 
ketcrangan pemerintal~. 

11) karena menurut pertimbat~ga~i Makka~nali Agung &an Dewan 
Penvakilan Rakyat telah melanggar' sumpali/janjinya. 

i) karena penyakit jiwa atatl penyakit badan atau ketidakinainpuan yang 
terus-menerus. 

j) tidak dapat melakitkcan kewajibarlnya dengan baik serta. 
k) karena ternyata melanggar larangan-larangan tersebut seperti 

keterangill~ di bawah h i  yaitu : 

1) anggota Badan Pemerilcsa Keuangan tidak bolel~, Ialgsung 
maupun tidak langsung, menjadi pelnilik selurul~ alau sebagiaii 
atatlpttn menjadi penjamit1 badan usaha uang beldasarkan 
perjanjian deugan tujuan ui1tu.k ~nendapat laba atau keuntungan 
dari Negara Republik Indonesia. 

2) anggota Badan Pemeriksa Keuangatl tidak bole11 meraiglcap 
jabatan dalam lingkungan lembaga-lembaga tii~ggi negara yang 
lain, jabatan dalam lingkungan peinerintahan negara, atau pun 
jabatan dalam lingkungan lembaga tertinggi negara. 

3) anggota Badan Perrleriksa Keuatigaa tidak boleh berniaga dati 
atau rnempunyai kepentingan dalam usaha pemiagaan piliak- 
piliak lain, baik langstuig inaupun tidak langsung. Ter~nasuk 
dalam pengertian meinyunyai kepeuringai~ ridak langsung 
dalain usaha perniagaan, :intara lain menjadi koinisaris dari 
suatu badan usalia. 

4) anggota Radan Pemeriksa Keuangan tidak boleh meiniliki 
piutang atau bebai kkeuangan negara, terkecual~ surat-surat 
obligasi umtun. 66 



Berkaitan dengan itu, dalam Badan Pemeriksa Keuangan ini juga terdapat hak 

keuangan/administratif $an kedudi~kan protoksler. Di mana hak keuangatll 

administratif dan kedudukan protokoler dari anggota Badan Petneriksa Keuatlga~l di 

atur dengan Undang-undang. Radxii Pemeriksa Keuangac~ i ~ ~ i  juga ~nernpunyai suatu 

sekretariat jendera!. yang dipimpin ole11 seorang sekretaris jenderal. Sekretariat 

jeilderal diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Badan Petneriksa 

Keuangan. Susulnan organisasi dan tata kerja sekret:iriat jeilderal diatur oleh Bada~n 

Pemer-iksa Keuangan. Di mana sekretariat jetideral dal~ pegawai seklctar iat jerlderal 

laimya adalah pegawai negeri. Pengatwan susunan orgmisasi sekretariat jenderal 

dilakukan seteldl berkonsultasi dengan pelnerintah dan terh:ldap seltretal*is Jenderal 

d m  pegawai sekretariat jenderal laimya, yang berlaku perati~ran-pel-aturatl 

perundangan kepegawaian negeri. 

Jika dilihat dari tugas kewajiban Badall Peineriksa Keuangan, badan itli pada 

dasamya merupakm badan kolektif ymg terdiri dari ketua, wakil-wakil ketua dan 

anggsta-anggsta dan badan ini di pimpill sIeh ketua dan wakil-wakil ketira. Dan 

apabila ketua berhalangan, inaka ketua inenuii:iuk seorang wakil kctua sebagai pe-iabat 

kctua dan apabila. kclua da11 wakil-wakil kulua s a ~ ~ ~ a - s s ~ ~ ~ a  l)crl~al;~riga~~, 11iak;l kctua 

lnenunjuk seorang anggota sebagai pejabat ke.tua. Pelnbagian kerja antara ketua, 

wakil-wakil ketua dan anggota-anggotanya di tentukati oleh badan. Adapun tugas 

kewajiban ketualwakil ketua adalah memiingin sidang paripuri~a, serta menyi~npulkan 

masalah yang akan diputuskan serta mengikuti dan mengawasi pelaksanaan keputu- 
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san-keputusan sidang paripurna. Oleh karenanya dapat diterangkan kelengkapan 

badan dalam Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut, baliwa untuk 

melaksanakan tugasnya, Badan Pelneriksa Keuangan lnengadakan unsur-unsur : 

1).Unsi1r Pimpinan. 
2).Unsur Pembantu Pimpinan. 
3).Unstu Pelaksana  ada an.^^ 

Pertunza, unsur pimpinan adalah ba-dan, yang terdiri dari ke tua, wakil-wakil 

ketua dan anggota-anggota. Kedua, unsur pelnbantu piinpinan adalali sekretaris utania 

dan inspektur-inspektur utama serta Ketiga, uns~u pelaksana badan ad::lah peineriksa- 

pemeriksa utama. Berkaitan dengan unsur pimpinan, dimana ketua da~i  wakil-w&l 

ketua masing-masing adalah pembina dari unsur pemnbanlu pitnpinatl danlatau ilnsur 

pelaksana badan sertsi anggota adalah pembimbirrg dari utisut. pelaksana badan. 

Adapun tugas kcwajiban dari pembirla dan pe~nbiinbing disini adalall mengawasi 

pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang telah di syaldsan ole11 sidang parip~trna serta 

melaporkan hasil-l~asil pelaksanaan tugas dimaksrd secara berkala kepada sidang 

pal-ipurna. 

Sedangkan ~nengenai unsur pe~nbantu pilnpinan terdiri dari sekretaris utana 

y&g merupakan pe~nbantu utama pimpinan yang bertugas untulc inelnbantu badan 

ililti~k kelancaran pelaksanaan tugas badan, iengikuti, mene liti , metlganalisis aspek- 

aspek tertentu untuk keperluan badan, menlberi pertimbat~gan kcpada pelnerintah 

dalam bidang ekonolni dm keuatigatl, inelaksa~akan koordi~lasi dan pengacvasan atas 

semua unsur pembantu pimpinan dm umur pelaksana badan serts menyiapkan 

laporan tal~unan. Sekretaris utama ~nelnimpin sudtu st.lu'etaris utalna yang terdiri dari 
- - --- 

67) Abu Baud Busroh, Pemeriksnnn Keuartgn 11 Negnm, 0,. Cit., ha1 1 20 



biro-biro, bagian-bagian dan sub-sub bagian yang mana di dalarn melaksanakan 

tugasnya sekretaris utama dapat dibantu ole11 wakil sekretaris utauia dan sekretaris. 

Kemudian juga ada inspektur utalna yang metupaka1 uilsiir pernbantu pi~npinail dan 

bertugas membantu pimpinan dalain rnelengka?i pelt~eriksaar~ operatil' dengan 

inenyalnpaikan ballan-bahan ketermgan dan pemikiran-pemikirq mempe~.siapkan 

pedoman-pedoman unt uk keperluan penalausal~aati kuuaugaa 11cgara patla urr lu  irinya 

dan keperluai pemeriksamdpe~igawasa~ pa& kl~ususiiya, iilenel~ti dan menganalisis 

masalah otonolni daeral.1, menyiapkm nota hasil pelneriksaan atas perhltunigan 

anggaran, inembantit lnenyiapkan laporan tal~unan dall laporan-laporan lainnya, 

lrlelaksanakatl kepanitei aan tuntutan perbendahasaati dan t~~ntutalr ganti nr gl, serta 

mengikuti, meneliti, menganalisis aspek-aspek tertetitu dibidang anggaran perldapatan 

dan belanja negara, kredit-devisa d m  penlsd~aan-perusallaall Ilegara iuituk dapat 

memberi pertimbangan kepada pemerintal~. 

Kiiusus berkaitan dengal iilspektur utama, d i  dalaln melaksanakaa lugasnya 

inemimpin suatu inspektorat utama, terdiri dari inspektorat-inspektosat, dan sub-sub 

inspektorat. Kenludiail juga ada unsur yelaksaln tadan yang terdiri dari pelneriksa 

utalna yang merupzkan unsur pelaksana badan dm bertugas ~neinbat~tu pilnpinan 

dalam melaktlkan peineriksaan dan pengawasan atas penguasaan dan pengilrilsan 

keuangan negara, inerneriksa perhitungal anqgami ~nasing-masitig dcyastemenJ 

leinbaga serta lneligiku ti pelaksailaail tug as ay aratur pengabvasan illtern 

departemenllembaga. Pe~neriksa utana di dalmilll melaksanakan tugasnya lneinirnpin 

stlatit unit pelneriksa tltama yang terdiri dari unit-unit pemeriksa. Kemudian dalain 

kelengkapan Badan Pelneriksa Keuangan juga terdapa~ ka~ilor badail yang lneliputi 



sekrctariat utaina, inspektorat utama serta unit peineriksa utaina, diinai~a orga~~isasi 

dan tata kerja kat~tor badan itu diatur lebili lanjut ole11 badail. Berkaitan dengan 

perwalcilan kantor badan, maka badan dapat membentuk perwakilan kantor yang 

kedudukan, tugas dan kewajibannya diatur lebih lanjut ole11 bad,m. Di sanlping itu 

juga, pada badan ini dapat diperbantidcan penasehtlt-penaset allli yang tugas dan 

kewajibannya diatur lebil~ lanjut ole11 badan. Dalam kelengkapal badan iru juga 

dileilgkapi dengan teain dan panitia, yang bertt~gas deini kelancaran tugasnya, inaka 

Badan Pemeriksa Keu.angm membentuk teardpanitia mtuk inelakukan tugas-tugas 

tertentu. Teadpanitia terdiri atas anggsta-anggota bachn danlatau pegawai- 

pegawailtenaga-tenaga ahli. Team dibentuk untuk melaks:.ii~akau tugas peineriksaarl 

ymlg bersifat site audit, sedangkan panitia dibentnk untuk inenyelesaikai~ suatu 

H. Tugas Yokok, Kewajiban dan \Vewenang 13YK 

BPK lnenipakan instansi yang indepei~deii, artinya bebas dx i  pengarulz 

peineriiltal~ (eksekutfl yang ineilgelola keunnga~. Besati BPI( adalah institusi 

peineriksa ekstern bagi peinerintal~. Akan tetapi dilil~at dari koilsep i1egcu.a sebagai 

peinerintall dalam arti luas, maka BPK adalah iastai~si peinerikssan intern. Di h a t  

dari segi fungsi pengawasan yang diselenggarakan lembaga legislatif, inaka fungsi 

BPK mempunyai arti yang sangat pei~ting.GB SSeab hasil pemeriksaan BPK rnenjadi 

bahan bagi DPR dalain melaksanakan fuiigsi pengawasan di bidang peuyeleii~garaan 

anggwan. Peranan DPR di bidatlg pengawasart keuaagan satgat inenonjol pada waktu 

6B).~oeniarto. Scjaralr Ketatanegaraa.~ Republik Indonovia, Rina Alisara, Jakarta, 1 989, ha1 
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inerealisasikan hak budget khususnya dalam pemhahasan rancangan Undang-uadang 

APBN, sementara itu BPK melakukan pemeriksaan penyelenggaraan APRN. Hams 

ditegaskan bahwa DPR hanya melakukan pengabvasan, tidak melakukan pemeriksaan. 

Hasil pemeriksaan BPK nlempunyai nilai konstit~~sional bagi BPK sendiri, maupun 

bagi DPR. Karena itu efektivitas pengawasan DPR terlihat manakala hasil 

pelneriksaan BPK dimanfaatkan ole11 DPR, baik r mtuk d ijad ikan clasar mcngu ndang 

MPR (terdiri dari DFR dan DPD pasca ana~demen TJUD 1945) guna mengadaka1 

sidang istimewa (manakala DPR menganggap pesiden siii~gguh-singguh 

menyimpang d x i  halt~an negara dan k o n s t i t u s i ~ ~  1945) ataupun untuk di-jadikal; 

bagi pembahasarl rancangan tbdang-undang perllitungarl arlggarati negara setelah 

tahun anggarati yang bersangkutan ha hi^.^^ Penibag~an tugas, tara kcrja clan 

pengalnbilan keputusan Badan Pemeriksi~ Keuangan ditetapkan oleh Badail 

Pemeriksa Keuangan. 

Badm Pelneriksa Keuangan ini bel-tugas 1111trk ~ile~neriksa tanggungjawab 

pernerintah tentang keuangan negara adalali suatu badan yang terlepas dari pengaruli 

dan kekuasaan peinerilltah dm melaksanakm pelneriksaan dari luar tub1111 peineritltah. 

mengerlai penguasaan dan pengurusan keuangd~~ snegara dalain rangka tanggungiawab 

petnerintah terhadap le~nbaga tinggi negara, y:\itu terhadap MPR (terdiri dari DPR 

dan DPD pasca perubahan UUD 1945). Pemeriksaan atas tanggungjawab peinerintah 

lneilgeilai seluua pelaksanaan di bidallg keualgan negara dilakukan ole11 Badan 

Peinerrksa Keuangan scteld~ pelaksanaannya bail.. sebagia~ Inailpun seluruhnya di su- 
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sum pertanggunganjawab oleh pemerintah. Ddlam lnelaksanakan tugas pe~neriksaan- 

nya, Badan Pemeriksa Keuangan memperhatikaii da~i meinanfaatkan liasil-hasil 

pekerjaan aparat pengawasan intern pemerintah untuk keperluan itu, dan aparat 

pengawasan pemerintah wajib lnenyampaikan laporan tentang setiap hasil 

pemeriksaannya kepada Badan Pemeriksa Keuanean, sepai~jang tidak bertentangan 

dengan Undang-undang. Pemeriksaan keuangari ole11 BPK yarig dilakukan terhadap 

pertanggungall- jawab keuangail negara, termasul; antara laill pelaksa~laan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negm (APBNj (baik anggstan inaupun 

pembangunan), Anggaran Pendapatan dan Belaqia Daerah (APBD) serta anggarm 

pcrusdlaan-peri~sahaan mil~k negara, yang pitda haktkattlya tnerupakatl seli~ruh 

kekayaan negara, merupakan petrier iksaan terliadap lial-ha1 ya ng sudali dilakuka~i 

atau sudah terjadi dan yang telah disusun pe~Tanggugai~jawab~lya Q~ost ntrdrr), baik 

sebagian maupun selunthnya. 

Tugas di bidalg pemeriksaai~ oleh Badan Perneriksa Keumgan meliputi pula 

pengujian apakalz pei~geluaran uang negara I erjadi irien~~nlt keten tuan Anggara~i 

Pendapatan dail Belanja Negxa dan ketenh~an-ketentuai illeilgenai penguasaatl d m  

penguzlsan keuangan negara serta penilai~m apakah pe11ggunaa.11 keuangan negara 

telah dilakukan dengan eara-eara yang dapat dl pertangg~mgjawabkan sesuai dengan 

tujuan yang telaJl ditetapkan. Badan Peieriitsa Keuanga~l juga bertugas unti~k 

ineineriksa selnua pelaksanaan anggaran pend apatan dan belanja negara. Pelaksatlaai~ 

pemeriksaan diatas ltarus dilakukan berdasarkan ketentuan Undat~g-und~i~tlg, di mma 

hasil pemeriksaan keuangan harus di laporkan dan diberitahukan kepada DPR, DPD 

dan DPRD. Dalarn pada itu, sebagai lazirnnya c ara kekerja suatn pernet-iksa ditnana 



laporan hasil pemeriksaannya diberitahukari pula kepada yaig di periksanya. maka 

Radan Petneriksa Keuangau meinbcri taliukan pula Ilasil pc~ncr iksaan nya kcpada 

pemerintal~. Apabila suatu peineriksaan menguklglcapkan hal-ha1 yang menimbulkan 

sangkaan tindak pidana atau perbuatan yang merugikan keuatlgail negara, lnaka 

Badan Pelneriksa Keuangan ineinberitahukan persoalail tersebut kepada peinerintdh. 

Sehubungan dengan yenunaian tugasnya, Badan Pelrleriksa Kcuanga~~ bcrwcuang 

untuk ineininta ketermgal yang wajib diberikan ole11 setiap orang, badan/instansi 

pemerintah atau b a a  swasta, sepanjang tidal< bertentimgan dengan Undang-undang. 

Dalain pelaksanaan ktgasnya, wewenang yang diiniliki ole11 Badan Perlleriksa 

Keuarlgari untuk lneininta keterangat~ szrta kewajiban bagi setiay orang, 

badanhnstansi pemerintal~ atau badan swasta untuk ine~iie~lnlli pcsniiiitaan kctcrangan 

yang diajukan ole11 BPK itu, pada 11akikat1;ya dapat ~neiipi~ti seinua bidaiig keuangan 

negara, kecuali apabila ditentukan lain ole11 undang-undang.'" 

Menun1 t Ui~dang-undang Noinor 5 Tahun 1973 tenta~lg BPK dillpataka11 

Bahwa, tligas pokok badan ini adalah uiltuk nieineriksa tanggu~igjawab kcoangan 

negara yang inaila dalain inelaksanakan tugas pokolu~ya, badan ini ineinpunyai 

hgs i - fung i  operatif, judikatif dan memberi rekomendasi. Di salnping it11 di dala~n 

inenjalankan kekuasaaimya, Badan Peineriksd Keuangdn ini terlepas dari pengaruh 

dan kekuasaan pemerintah. Yang dimaksud dengzin ftmgsi operatif Badan Pelneriksa 

Keuangal adalah inelakukail peineriksaau, peilgawasan dan peilelitiail atas 

penguasaan dm pengumsan keuangan negara. Sedmgkm ymg dimaksud dengm fu- 

7U'Soehiao, Hukutn Tnk Ncgara : Hulungatr Flcrrgsiotml Atttara Lctttbaga-Lettthnga 
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ngsi yudikatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangm adalah inelakukan 

tuntutan perbendaharaan dan tuntutan gan ti rugi terhadap bendaharawan dan pega~vai 

negeri bukan bendaharawan yang karena perbuatan inelanggar hukum atau 

melalaikan kewajibannya, menimbulkan kerugian bagi negara. Dan yang terakllir 

yaitt~ ftlngsi Badan Pemeriksa Kettangan seb~gai  peinberi reksinendasi yaitu meinberi 

pertimbangan kepada pemerintah tentang pengw4usati keuangan liegara. Da~i  ole11 

karenmya wltuk inelaksa~~akal fwlgsi-fuugsi tersebut diatas, Badan Peineriksa 

Keuangan benvenang antara lain untuk meminta, meineriksa, lneneliti pertanggung- 

jawaban atas penguasaan dan pengurusan k:ettangan negara serta mengusahakan 

keseragaman dalam tata cara pemeriksaan dan pmgawasan maupul~ dalaln petiata - 

usahaan keuangan negara. Menurut BPK, penieriksaan meliputi pemeriksaan atas 

pengurusan keuangan serta ketaatan pada perz.turan peruildang-undangan yang 

berlaku yaitu pemerilrsaan atas efisiensi serta kehematan, dan pemeriksaan atas 

efektivitas pencapaian hasil atau inailfaat yailg di harapkan. 

Dalarn Penjelasan Pasal 2 UU No. 5 Tali~in 1973 penicsiksaati dilnaksud 

khususnya, ditekankan pada pertanggungjawaban keumgan negara yaitu APBN, 

APBD dan anggaraa perusaham-perusahaan ~nilik negara. Dengan delnikian liputm 

pemeriksaan BPK adalah tantang : 

1) Perusallaan keuangan serta ketaatan pada peratiran perundang-utlclanga:~ y ang 
berlaku yang lnencakup : 

a) Transaksi. 
b) Perkiraan, 
c) Laporan Keuangan. 

2) Effisieilsi serta kehematan meliputi : 



a) Prosedtu-prosedw yang tidak efektif. 
b) Pelaksanaan pekerjaan yang kemiulgkinan overlaping. 
c )  Pelaksanaan pekerjaan yang ku ran~  danlatau tidak bermanfaat. 
d) Penggunaan peralatan yang tidak. ekonoinis. 
e) Pengerahan tenaga dengan luas pekerjaan. 
f) Pembelian dan penirnbunan harta, alat sesta perbekalan. 
g) Penggunaan sarana. 

3) Efektivitas pencapaian hasil, cahpamlya adalah hasil dan inailfaat aktivitas 
yang telah dilakukan yang di ukur dari : 

a) Kegunaan serta kewajaran kriferis yang dipakai ole11 instailsi yang di 
periksa uiltuk lnelnelluhi efektivitas program. 

b) Ketepatan cara yaing digunakam oleh instailsi yaiig diperiksa i~~ltttk 
lnengevaluasi efektivitas pencapaim hasil progi'iln. 

c) Ketelitian data yang dikuinpulkan. 
d' Tingkat kebenaran dari hasil yang dicapai dapat dianda~kain.~' 

Sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 (sebelum perubdlan) 

yang diperiksa BPK adalah " keuar~gan P1egai.a ". Deiliikia~i pula IlIc~Iurul kctc~lluan 

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 5 ,Tdlun 1973 tentang BPK, yailg dinlaksud " 

Keuangan Negara ", adalah szgala kekayaai negara dalain beiituk apapuii baik 

terpisah matlpun tidak. Dengan kata lain tidak hanya kekayaail berbe~itx~k uang, tetapi 

selu~uh kekayaa~i negara terlnasuk di dnlamnya segala bagian-bagiai~ liarta nlilik 

kekayaan itu dan segala hak serta kewajiban yang tiinbul karenanya, baik kekayaan 

itu berada dalan penguasaan dm pengurusan pada pe-jabat-pgjabat danktau lembaga- 

lelnbaga ymg fermastik pemerintahan umuin mauptun berada dalain pengirasaan 

liukulu publik ataupirn perdata perusallaan-perus:diaaii ucgasa d m  usalla-usalla tli 

maila pemeritltall meinpunyai kepeiltii~gai~ khusus serta dalan penguasaau da i  

pengurusan pil~ds lain maupun juga berdasclrkan perjanjian dengan penyertaan (parti- 

").~rifin P. Soeria Atmadja, Mekanismu Pertrmn~ygu@a~rwhnn Keuattgatt ~Vegam.., Op. 
Cit., ha]. 188 



sipsi) pemerultah atan penuilj~ikkan dari pe~nerintah.. . . . (Pasal 3 Uizdang-undang 

No. 1 7 Tahun 1 965 berikut Penjelasann ya. Yang termasuk kekayaari negara dan 

diperiksa oleh BPK, seperti di atur dalarn Pasal 2 "JU No. 5 Tal~un 1973 adalal~ " 

APBN ...., APBD, Anggaran penisaham mil& negara, yang hakikatnya seluruh 

kekayam negara ....". Keuangan negara tersebtd mencakttp : 

1) Kekayaan negara yang tidak terpisahkm, terdiri dari : 
a) APBN (Anggaran Pendap:itan dan Belanja Negara) terbagi atas : 

1. Penerim~an : 
ii) Penerimaan Rutin. 
b) Peneritnaan Pemba~igunan. 

2. Penge1ttw;m . 
a) Pengeluaran Rutin. 
b) Pengeluaran Pelnbangunan 

b). APBD (Anggaran Pendz-patan dan Relarija Daerali) terdiri pula 
atas : 

1. Penerit~~aan : 
a. Peneriinaan Rutin 
b. Pelleriinaall Peinbangui~an 

2. Pengel~wan : 
a) Pengeluaran Rutin 
b) Pengeluaran Peinbangurian. 

2) Kekayasan negara yang dipisakan, yang dikategorikan kekayaan negara 
ini adalah kekayaan yang dikuasai ole11 Badan Usaha Milik Negara dan 
kekayaan negara ymg disertakan dalam perusaham-perusal~aan swasta 
yaitu : 

a) Perjan (Perusallaan Jawatail) 
b) Perum (Perusaha:~n Urnurn) 
c) Pesero 
d) Balk Milik Negar a 
e) PN (Perusahaau Negara) 
f )  PERTAMINA 
g) Perusahaan Daerah 
h) PT yang sal~amnya sebagian inilik rlegara dm ssebagia~i 

~nilik B W  . 



Keuangan negara di klasifikasikan menjadi : 

1) Keuaiigan negara dala~n arti luas, meliputi : 

a) APBN 
b) APBD 
c) Unit-Unit Usaha hlilik Ne:gara, dan 
d) Hakekatnya seluruh keltayaan negara. 

2) Keuangan negara dalan arti seinpit yaitu hanya APBN (:hlggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara) saja. 

Jadi objek pemeriksaai BPK adalah keuangail negara dalarn arti luas sesuai 

dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 5 T h u n  1973. Di sainping itu juga Badrill 

Pe~neriksa Keuangan juga meng:idakal dan menetapkan tuntutan perbendaliaraa~i d a ~ i  

turlti~tan ganti rrlgi serta melakukan penelitian penganalisaasi terl~aday pelaksauaan 

peraturan peruiidang-uiidangan di bidaiig keu:mgai~. Dala~ii ra~igka pclaksanaan tugas 

BPK, nlaka dapat diadakan sidang-sidang rapat-sapat, sebagai berikut 

a) sidang paripurna. 
b) sidaiig pirnpinan. 
C) rapat kerja pariptuna. 
d) rapat tehnis. 
e) rapat koordinasi. 
f )  rapat staf, serta ; 
g) rapat tearnlpanitia. 

Berkaitan dengan sidai~g paripurna, ditnal~a dalarn sidang paripurna ini akan 

~nenetapkan rencana lierja dan kel..ijaksanaan badan dalain raligka pelaksanaan tugas 

kewajiban dan weweriang badar~ bzrdasarkan Undang-undang (Ian ycraturati- 

peraturan yang berlaku. Sidailg paripmla dilladiri ole11 ketua, wakil-wakil ketua, 

anggota-anggota d m  dibantu ole11 sekretaris utaina serta inspektur-inspekt~u utama. 

' 

Sidang pimpinan yang akaa menetapkan program pelaksanaai dan tiridakan-tit~dakan 

yang perlu dilakukan sebagai pelaksmlaan atas kebijaksa~iaall uinum yang telall 



ditetapkan sidang paripuma. Pada sidang phpinau, kehla, wakil ketua d a ~ ~  sekretaris 

utama melaporkan kegiatannya untuk menentukan langkali-langkali yang dipcrlukan 

serta dalam sidang pimpinan ini dihadiri oleh ketua, wakil-wakil ketua dan dibantu 

oleh sekretaris utama serta pejabat-pejabat yang dipcrl~kan. Berkaitan dengan rapat- 

rapat, khususnya rapat kerja pariptuna, maka dabun rapat kerja paripurna ini akan 

inerencanakan langkah-langkah lanjutan sc'uagai pelaksariaan daripada program 

pelaksanaan reilcana kerja badan yang telah ditetapkail ole11 sidang pimpinan. Pada 

rapat kerja paripurna, sekretaris utama, inspektur utaina dan pemeriksa utama 

melaporkan kegiatan masing-masing. Rapat kerja pariptma dihadiri ole11 ketua, 

wakil-wakil ketua, arlggota-anggota, sekretaris utanla, inspektur-inspcktirr irtania dm 

pemeriksa-pemeriksa utama. Berkaitan dengar1 rapat tehnis, maka rapat tehnis i~ii 

diadakan unttds ineilentukan cara-cara yang han~s diiakukail dalanl rangka 

pelaksanaan keputusan sidang pimpinadrapat kerjr paripurna sehulgga dapat betjalan 

lmicar dan berhasil, 

Rapat tellnis diadakan oleh pem bina/~)em bimbirig deli gan inspektu1,-iiispektur 

utaina/pemnerilcsa-peineriksa utaina dan pcmeriksa-pmeriksa yang bersangkutan. 

Kemudian rapat koordinasi, dalam rapat koordiilasi diadakai~ agar supaya 

pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh badan dapat dijalankan secara sinkron dan 

terkoordinasi. Rapat koordinasi ini diadakan ole11 sekretaris utarna da11 dihadiri ole11 

inspektur-i~lspekturspek utama dan peineriksa-peinzriksa utama. Keinudiail dala~n rapat 

staf yang dapat diadakan untuk menetapkan langkah-langkal~ yang harus dilakukan 

agar sttpaya tugas-tugas administrasi dapat dijalallkan deilgan sebaik-baiknya dan 

sinkron. Rapat staf diadakan ole11 sekretaris utarna, d m  dapat di hadiri ole11 wakil 



sekretaris utama, kepala-kepala biro dan kepala-kepala bagian. Dalam ha1 rapat 

teamlpanitia, rapat team ini diadakan untuk me igatur pelaksanaan petneriksaan yang 

dilakukan. Rapat panitia diadakan untilk inenunaikail tngas-tugas yang diseralikan 

kepadanya meilgenai inasalah tertentu. Rapat teamipanitia diliadiri ole11 rnerelca yatlg 

ditunjuk untuk duduk dalam teamlpanitia yang diinaksud. Jika di pandang perlu ole11 

badan, maka siclatig-sidmg, rapat-rapat dirnaksitd dapat incnguiidang ycjabat-pejabat 

badan d m  atau tenaga-tenaga di luar badan. 

I. Kedudukan BPKP 

Usaha peningkatan pe~nbangunan yang dilakukail ole11 peinerintah 

mernerlukan pula peningkatan pengawasannya. Ole11 karenanya agar dipcroleli 11asil 

perlgawasan yalig obyektif tliaka disatllp~ng pengnwasali yalig ~~iclckal pada nlasitlg- 

inasing unit organisasi pemerintah, diperlukar. juga adailya pengawasatl yang terlepas 

dari unit-unit pelaksana. Pengawasan yang diina'tsudkan tidak lianya merupakan 

pengawasan keuangan dan ketaatan kepada perati~rail perundang-iindangai~, 

tnelairikar> juga pcngawasarl terhadap kclleniatar~, daya giula dari liasil giuia prograrri 

dan kegiatan peiner intallan dan pembangunan. 

Untuk ineningkatkan f~lngsi pengawasan yang dewasa iili dllakukail oleh 

direktorat jenderal pengawasan keuangan negara, departemen keuaugaa, sebagai unit 

pengawasan intern pemerintah agax dapat melaksanakan perigawasan intern 

peineriiltal~, juga agar dapat melaksalakm pellgawasal terhadap selnua keiiangatl dan 

kegiatan pemerintahan, baik di pusat rnaupun di seluruh wilayall Republik Indonesia 

dan di luar negeri, di anggap perlu ttnttk ine~nbentt~k badan yang lnelakttkan 

pengawasan ketlatlgail d m  pembangunan. Badan Pengawasan Keuallgan d m  



Pembang~nan yang selailjutnya di singkat dengan BPKP, adalah suatu leinbaga 

pemerintah non departemen yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung 

. kepada presiden. BPKP ini dipimpin oleh seorang kepala. Perwakilan BPKP di 

daerah adalah instansi vertikal dari BPKP. Di tiap-tiap Propinsi dibentuk Perwakilan 

BPKP Propinsi serta apabila di pandang perltl di daerah KabupatenKota dapat 

dibentuk Penvakilan BPKP ~ a b u ~ a t e n ~ o t a . ~ ~  

J. Susunan Organisasi BPKP 

Susunan organisasi BPKP terdiri dari : 

a) Kepala. 
b) Deputi Bidang Administrasi. 
c) Deputi Bidang Pengawasan Penge'luaran Pusat dan Daerah. 
d) Deputi Bidang Pengawasan Badan TJsaha Milik Negara dan Badan Usal~a. 

\Milik Daerah. 
e) Deputi Bidang Pengawasan Perminyakan dm Gas Bumi. 
f) Deputi Bidang Perencanaan dan Aualisa. 
g) Deputi Bidang Pengawasan Khusus. 
h) Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan. 
i) Pusat Penelitian dail Pengeinbai~gai Sistem Pengawasau. 
j) Penvakilan di Daeral~ dan di Luar Negeri. 

Perlamu, kepala ineinpulyai tugas yaitn memimpin BPKP sesuai dengal 

tugas pokok dan kebijaksanaan yang telall Aigariskan peinerintah dan tneinbina 

aparatur BPKP agar berdaya guna d m  berhasil gum, inenentukan kebijalcsa~aan 

teknis pelaksanaan program pengawasan keuargan dan peinbangunan serta membina 

dan melaksanakan kerja sama dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan 

dengan i~lstailsi pemerintal~ baik di pusat inaugun di daerah dengat1 peraturan 

penmdang-undangan yang berlaku dan kebijaks;maan pemerimah. 

- 

R)~adan Pemeriksa Keuangan Dan Pernbangunan (BPKP), S t r a f e .  .., Op. Cii., hal. 80 



Kedua, dibidang deputi bidalg administrasi adalah unsur pelaksana sebagian 

tugas dan fungsi BPKP yang berada dan bertanggungjawab kepada kepala. Deputi 

bidang administrasi mempunyai tugas memberikar. pelayanan teknis datl administratif 

bagi seluruh satuan organisasi BPKP dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya. Dan 

dalam melaksanakan tugasnya, deputi bidang adininistrasi meinpunyai f~~ngs i  

mengelola dan membina kepegawaian, keuangan dan perlengkaparl scrta. menibina 

peraturan dan organisasi BPKP scrta melaksanakan pelayanm adninistrasi, 

mengelola dan membina urusan rumah tangga serta urusan tata usalla dalam 

lingkungan BPKP. Dan deputi bidang administrasi ini meinbawahkan biro 

kepegawaian dan organisasi, biro keuangan, biro hukum, biro perlengkapan serta biro 

tata usaha. 

Ketiga, yaitu deputi bidang pengawasan pengeluaran pusat dm daerah, 

dimana deputi bidang pengawasan pengeluaran pusat dan daerah adalah unsur 

pelaksana sebagian tugas dm filngsi BPKP yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab langsung kepada kepala. Deputi bidang pengawasatl pen geluaran 

pusat dan daeral~ meinpunyai tugas melaksanakan peugawasan atas pengeluaran 

pembangunan dan rutin pemerintiill pusat, pengawasan atas pengeluaran 

pembangtman dan nltin peinerintah daerah, dan pengawasan atas pengunlsan barang 

bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah pusat dan milik pemerintah daerah. 

Dalam melaksauakan tugasnya, deputi bidmg pellgawasml pengeluaran pusat dail 

daerah mempunyai fungsi yaitu melakukan pengawasan atas pengeluaran 

pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daemh, melakikan pengawasan atas 

pengeluaran n~tin pemerintah pusat dm pemerintall daeral~, inelakukan penyawasan 



atas proyek-proyek pemerintah pusat darl pemerintah daerah serta melakukan 

pengawasan atas pengumsan barang-barang bcrgerak dan tidak bergerak rnilik 

pemerintah pusat dan milik pemerintah daerall. Deputi bidang pengawasan 

pengeluaran pilsat dan daerah memb3wahl:an : direktorat peilgawasan pengeluaran 

pembangunan pusat I, direktorat pengawasan pengeluaran pembangunan pusat 11, 

direktorat pengawasan pengeluaran pembangunan daerah, direktorat pengawasan 

rutin pusat dan daerall I, direktorat pengawasan yeageluarml rrutin pusat dan daeral~ 11. 

Keen~pat, yaitu deputi bidang pengawasan penerimaan pusat dan daeral~ yang 

men~pakan tmsur pelaksana sebagisln tugas darl fi~ngsi BPKP yang berada dibawah 

dan bertanggungjawab langsung kepada kepala. Deputi bidang perigawasan 

penerimaan pusat dan daerah mempunyai hlgas melaksanakan pengawasan atas 

peneriinaail peinerintal~ pusat dan peinerintall daerah. Dalanl inelaksanakan tugasnya, 

deputi bidang pengawasan penerimaan pernerintah pusat dan daerah inempunyai 

ii~ngsi melakukan pengawasan atas penerimaan peinerintah pusat, ~nelakukan 

pengawasan atas perlerimaan pemerintah daerah serta melakukan pengawasan atas 

pelaksanlnaan fasilitas pajak, bea dan cuk.ai. Oeputi bidang pengawasan pei~eriinaan 

pusat dm daerah ineinbawahkan, direktorat pengawasan petlerimaan pajak, direktorat 

pengawasan penerimaan bea dan cukai, direktorat pengawasail peneriinaan 

pembangunan, peneriinaan daerd~, dan pencrimaan lain-lain, serta dircktorat 

pengawasan pelaksanaan fasilitas pajak, bea dm cukai. 

Kelima, yaitu deputi bidang pengawasan Ba&m Usaha Milik Negara (BUMNj 

dan Badan Usdla Milik daerah (BUM'),  yang merupakan unsur pelaksana sebagian 

tugas dan fi~ngsi BPKP yang berada dibaw:tll dm bertanggunpjawab langsung kepada 



kepala. Deputi bidang pengawasan Badan Us.aha Milik Negara (BUMN) dan Badan 

Usaha Milik Daerah (Bu?vlD) mempunyai tugas tlielaksanakan pengawasan terhadap 

semua badan usaha yang seluruh atau. sebagian inodalnya dimiliki pemerintah 

pusat/daerah, badan-badan yang keuangannya dibiayai atau diberi subsidi atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraIAnggaran Pendapatan dail Belanja Daerah, 

clan badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan kc~~angan dan 

kepentingm~ laiiulya dari pemerintah pusat/daerah karena pemberian liak atau 

wewenang hukuln publik.73 Dalam melaksmakan tugasnya, deputi bidang 

pengawasan Badan Usaha Milik Negara dan Eadan Usaha Milik Daerah mempunyai 

fungsi melakukan pengawasan atas badan usaha milik negasa dan badan usaha milik 

daerall serta melakukan pengawasan atas badan i~salia lainnya. Deputi pcngawasati 

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usal~a M.ilik Daerah inembawahkan : 

direktorat pengawasan Badan Usaha Milik Negara I, direktorat pengawasan Badan 

Usaha ~ i l i k  Negara 11, direktorat pengawasan Badan Usaha Milik Negara 111, 

direktorat pengawasan Badan Usaha Milik Daerah dan badan usalia lainnya, 

direktorat pengawasan leinbaga-lembaga keuangnn. 

Keennn~ yaitu, deputi bidang pengawasail per~ninyakar~ dan gas bumi yang 

inerupakan unsiu pelaksana sebagian tugas dan fiingsi BPKP yang berada dibawah 

dan bertanggungjawab langsung kepada kepala. Deputi biddng pengawasan 

perminyakan dm1 gas buini meinpmlyai tugas inelaksa~laka~l peilgawasan atas seinua 

badan usaha dalan bidang perminyakan dan cabang usahanya yang seluruh atau seba- 

"I. Badan Penleriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPICP), Sfrdegi.., 01,. Cif , lial. 176 



gian modalnya dilniliki ole11 pemerintah, badan usaha per~ni~iyakart yang 

keuangannya dibiayai atau disubsidi atas beban Anggaran Peridapatan dan Relatlja 

Negara d m  badan usaha peminyakan lainnya yang J i  dalamiya terdapat keyentingan 

keuangan dan kepentingan lain dari pemerirtah karena pelnberian hak atau 

wewenang hukurn publik. Dalaln me1aksand:an tugasnya, deputi bidatig pengawasan 

peminyakan dan gas buini meinpunyai filngsi mclakukan pengawasan atas 

perusaham minyak dm1 gas buni lnilik negara, melakukm pengawasan atas 

kontraktor minyak asing st:ita melalrukan pengawasm atas cabang iaaha 

PERTAMINA. Deputi bidang pengawasan perminyakan dan gas bunii 

memnbawahkan dircktorat pengawasan t~sal~a pcrininyaka~t, dircktorat pcitgawasali 

kontraktor minyak asing serta direktorat pengawsari usaha gas da~t burti1 dat~ caba~tg 

usaha PEKThMlN A. 

Ketzquh, yaitu deputi bidang perencarlaan dan arialisis yang meri~pakan iuisur 

pelaksana sebagian tugas dan f~~ilgsi  BPKP yailg berada di bawah da.11 

bertanggungjawab langsung kepada kepala. Deputi bidarlg perencartaarl dart alialisa 

meinpunyai tugas inerumuskan pengawasan hagi BPKP dan ineinpersiapkan 

perencanaan pengawasan bagi selurul.1 aparat pcngawasan peinerintah pusat/daerah, 

mengadakan analisis atas kasil pengawasan, dari mengadakan evaluasi atas tata kerja 

administsasi pen~erintahan yang telah ditetapkan olcll instarisi ~nasil~g-lnasing, scrtb 

menyiapkm lapoian pelaksannail ttugas BPKP." Dala~n melaksanakan tugasnya, 

deputi bidang perencanam d m  analisa melakl.kan filngsl, merumuskan pereilcanaatl 

- -- -- 
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dan program pelusmaan pengawasan bagi BPKP, mempersiapkan pe~~~musa t l  

petencanaan dan program pelaksanaan bag; sclnr1~1i aparat pctigawasati l)clncrintal~ 

pusat dan pemerintah daerah, menyiapkan pedo~nan .?emeriksaa~ bagi seluruh aparat 

pengawasan pemcrintali pusal: dail pelnerintah daerah, me~nonitor pelaksallarill 

rencatia pengawasarl dan evaluasi atas hasil pengawasan, lnengadakan evaluasi atas 

tata k e j a  ad~ninistrasi peinerintahan yang telah ditetapkan ole11 ills tansi masing- 

masing, menyiapkal laporan pelaksalaan tugas BPKP, serta lnengawasi kegiatan 

kantor akuntan publik. Deputi bidang perencanaan dan analisa inembawahkan 

direktorat perencanaan pengawasan, direktmat analisa hasil perigawasati serfa 

direktorat evaluasi tata kerja. 

Kedelupun, yaitu deputi bidang pengawasan khusus yang me~upakm U~ISLE 

pelaksana sebagian tugas dan fungsi f3P.U yang berada di bawah dan 

bertanggingjawab langsung kepada kepala. Deputi bidang pengawasan khusus 

~ner~ipunyai tugas melaksa~~akan pelneriksaan khusus atas kasus penpimpangan- 

penyi~npangan daii melakukari pengawasan atas kelancaran pelaksar~aan 

pe~nbalgunan. Dala~n melaksaiakal tugasnya, deputi bidang pengawasan khusus 

melakukan fungsi ~nelakukan pemneriksaai terhaciap penyimpangal-pellyi~npallp~l 

dibidalig Anggaran Pendapatan dan Belarlja NegmalAnggat.al Peridapatali dail 

Bclanja DacraWRadan Usaha Milik NegaraBadan Usaha Milik Daerah dan badan- 

badan lainnya, serta lnelakukan psngawas:m atas kelalcaran pelaksanaan 

peinbangunan. Deputi bidang pengawasan khusus memba\vahkai direlctorat 

pengawasan khusus bidang Anggaran Petldapatan dan Belanja Negara/Anggarati 

Pe~idapatan dan Belailja Daerah, direktorat pengawasau kliusus bidang Badan Usdla 



Milik NegaraIBadan Usaha Milik Daerall., direktorat pengawasal khusus kelal~caral 

pemnbalgutlan. Kesembifan, yaitu Pusat Pendidikan da11 Latihall Pengawasal yang 

selanjutnya diaebut PUSDIKLAT, inerupaka~ unsur pelaksana dalaln lingkungan 

BPKP dibidang pendidikan dan latihan pengawnsan yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab lailgsung kepada kepla, dirnana PUSDIKLAT dipilllpiii ole11 

seosang kepala pusat. PUSDIKLAT ini melqpunyai tugas mcnyclenggasakan, 

peilgawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku d m  

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala. 

Kesepuhlh, yaitu Pusat Penelitian dan Pengeinbangan Sistetn Pengawasan 

yang selanjutnya disebut PUSLTTBANG, merupakan unsur pelaksana dalarn 

lillgkungan BPKP dibidang penelitian dan pengc,inba~~gan pengawasan yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala. PUSLITBANC ini dipi~npin 

ole11 seosang kepala pusat. Pusat pellelitiall &all pellgelllballgaii sistem pengawasal 

inempunyai tugas menyelenggarakan pen,:litlan darl pengembangan sistein 

pengawasan berdasarkan peraturail perunda~g-undangan yang berlaku. Kepala BPKP 

melaporkan pelaksanaan tugaa dan fungsinya kepada Presiden dengan teinbusan 

kepada menteri koordinator bidang ekonomi, keitangan, industri dan pengawasan 

pelnbangunan dan menterilsekrctaris ~ ~ e g a r a . ~ '  Berkaitan dengan pengangkatan dan 

pemberhentian kepala diallgkat dan dibel-hei~tikan oleh presiden. Para deputi diangkat. 

- 
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dan diberhentikan oleh presiden atas usul kepala diillana kepala direktorat, kepala 

biro, kepala pusat, kepala perwakilan BPKP, dari kepala satuan organisasi bawahan 

lainnya diangkat dan diberl~entikan oleh kepala BPKP setelah berko~~si~ltasi dengai~ 

menterilsekretaris negara. Perincian tugas, fimgsi, siusiman organisasi dan tala cara 

satilan organisasi di linghmgail BPKP serta peinbenhtkan baru perwakila~l BPKP di 

daerali clitetapkan ole11 kepala, setelall lerlebill cEahr11u mcntlapat pcrsctutju~an ~crtulis 

dari ~nenteri yaug be~tanggungjawab dibidang ?eningkatan/pe~iiberdayaan aparatiu- 

negara dan berkonsultasi dengan menterihehetaris negara. 

K. Tugas Pokok, Kewajiban dan Wewenang BF'KP 

BPKP adalah instansi yang melakilkan pengawasall dengan tugas pokok 

(Pasal 2 Keppres No. 31 Tahuri 1983) yaitu niernpersiapkari perulnusan 

kebijaksanam pengawasan keuangan dan pengawasan peinbangunan, ineayelengga- 

rakan pengawasan umiuin atas penguasaan (Pan pengurusan keuangan serta 

menyeleaggarakan pengawasan peiubang~~nan BPKP i ~ ~ i  inempunyai tugas yokok 

yaitu mempersiapkan perurnusan kebijaksmaan keuar~gari dan pengawasan 

pe~nbanguhan, ~nenyelenggarakan pengawasan uinuin atas penguasaan dm 

pengwusan keuangan serta menyelenggliraka~~ pengawasan peinbangunan. Dala~n 

melaksanakan tilgas pokok tersebut BPKP ineir~p~u~yai filngsi yaih : 

a) merumuskan perencanaan dan program pelaksanaslli pengawa san bagi 
BPKP dan mempersiapkan periunusan perencanaan dan program 
pelaksanaan pengawasm bagi s e l m  aparat penga\vasa peinerbtah 
pusat dan pemerllltah daer i .  

b) memberikan birnbingan dan pembinaan dibidang pengawasan, 
memonitor pelaksanaan rencarla pengawasaii dan mengadaka11 arialisa 
atas hasil pengawasan se l~mh aparat pengawasan pemerit~tah pusat 
,dm peinerintah daerah. 


















































































































































































































































